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ABSTRAK 
Junaiding, B 111 08 268. Pengaturan Hukum Internasional 
Terhadap Kegiatan Ekspor dan Impor. Dibimbing oleh Prof. Dr. Juajir 
Sumardi, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Laode Abd. Gani, S.H., 
M.H. selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaturan 
hukum internasional terhadap kegiatan ekspor dan impor yang diatur di 
dalam UNCITRAL Rules dan ICC Rules, serta untuk mengetahui 
kepastian hukum yang dihasilkan dari keberadaan UNCITRAL Rules dan 
ICC Rules. 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, diketahui bahwa 
terdapat beberapa aturan hukum internasional yang mengatur kegiatan 
ekspor dan impor yang saling terkait dan melengkapi antara yang satu 
dengan yang lainnya. Sebab masing-masing aspek dalam proses ekspor 
dan impor tersebut memiliki regulasi tersendiri, sehingga pelaku kegiatan 
ekspor dan impor harus memahami keterkaitan antara aturan yang satu 
dengan yang lainnya, dan juga memahami aturan-aturan tersebut. 
Kemudian diketahui juga, ICC tidak memiliki kewenangan untuk membuat 
hukum internasional namun ketentuan-ketentuan yang dikeluarkannya, 
tetap dipatuhi dan dituruti oleh para pelaku bisnis, sebab aturan-aturan 
tersebut muncul dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di dalam 
masyarakat, selain itu aturan-aturan yang dikeluarkan oleh ICC juga diakui 
berlakunya oleh hukum internasional lainnya seperti CISG.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ix 
 
DAFTAR ISI 
 
Halaman judul  i 
Lembar pengesahan 
Persetujuan Pembimbing  
Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi 
ii 
iii 
iv 
Kata pengantar v 
Abstrak viii 
Daftar isi  ix 
 
Bab I Pendahuluan  
A. Latar belakang ------------------------------------------------------------- 1 
B. Rumusan masalah ------------------------------------------------------- 11 
C. Tujuan penulisan ---------------------------------------------------------- 11 
D. Kegunaan penulisan ----------------------------------------------------- 11 
 
Bab II Tinjauan Pustaka  
A. Hukum perdagangan internasional dan hukum organisasi 
internasional --------------------------------------------------------------- 
 
12 
1. Hukum perdagangan internasional ----------------------------- 12 
1.1. Definisi hukum perdagangan internasional ------------ 12 
1.2. Perdagangan barang ---------------------------------------- 17 
2. Hukum organisasi internasional --------------------------------- 20 
B. Ekspor dan impor --------------------------------------------------------- 22 
C. Unifikasi dan harmonisasi hukum perdagangan internasional 29 
1. Unifikasi  --------------------------------------------------------------- 30 
2. Harmonisasi  ---------------------------------------------------------- 32 
D. Organisasi internasional yang menerbitkan aturan untuk 
mengatur kegiatan ekspor dan impor -------------------------------- 
 
34 
x 
 
1. UNCITRAL ------------------------------------------------------------ 35 
2. ICC ---------------------------------------------------------------------- 40 
 
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan  
A. Pengaturan hukum internasional terhadap kegiatan ekspor 
dan impor yang diatur di dalam UNCITRAL dan ICC ------------ 
 
47 
1. Penawaran dan penerimaan (offering and acceptance) --- 47 
2. Kontrak perdagangan (sales contract) ------------------------- 75 
3. Pengiriman produk (delivery of produck) ---------------------- 102 
4. Pengapalan (shipping) --------------------------------------------- 122 
5. Asuransi (insurance) ------------------------------------------------ 143 
6. Pembayaran (payment) -------------------------------------------- 155 
7. Penyelesaian sengketa (dispute settlement) ----------------- 175 
B. Kepastian hukum yang dihasilkan dari keberadaan 
UNCITRAL Rules dan ICC Rules ------------------------------------- 
 
207 
1. Berlakunya UNCITRAL Rules dan ICC Rules ---------------- 207 
2. Lex mercatoria sebagai dasar pembentukan ICC Rules -- 213 
 
Bab V Penutup  
A. Kesimpulan ---------------------------------------------------------------- 225 
B. Saran ------------------------------------------------------------------------ 228 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Bab III Metode Penelitian  
A. Tipe penelitian ------------------------------------------------------------- 45 
B. Jenis data ------------------------------------------------------------------- 45 
C. Lokasi penelitian ---------------------------------------------------------- 45 
D. Sumber data --------------------------------------------------------------- 46 
E. Analisis data --------------------------------------------------------------- 46 
1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A.   Latar Belakang  
Secara keseluruhan, jumlah total perdagangan barang di 
seluruh dunia pada tahun 2010 yakni 14.986 Milyar Dolar1. Sementara 
untuk persentase pertumbuhan jumlah perdagangan barang dunia 
dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2010 berjumlah rata-rata 8,9% 
setiap tahunnya2. 
Dapat dikatakan bahwa dengan perbedaan iklim, kebutuhan, 
dan produksi diantara negara di dunia telah menyebabkan terjadinya 
perdagangan internasional. Perbedaan–perbedaan itu menyebabkan 
hasil produksi, jumlah, kualitas, biaya produksi, dan pada akhirnya 
akan mempengaruhi harga jual yang berbeda-beda antar wilayah, 
yang terjadi pada transaksi ekspor dan impor yang berlangsung. 
Adanya perbedaan iklim akan menentukan jenis tumbuhan apa 
yang bisa hidup dan dikembangkan. Karet alam misalnya, yang hanya 
dapat tumbuh di daerah tropis dan hanya terdapat di beberapa negara 
tertentu di dunia, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand adalah negara 
yang menghasilkan karet alam terbesar di dunia. Sementara itu 
Amerika Serikat, China, Jerman, Jepang, Korea Selatan, Rusia dan 
                                                           
1 WTO, “International Trade and Tariff Data”, online, diakses dari 
http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm, pada tanggal 24 Juli 2012, pukul 19:21. 
2 Ibid. 
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beberapa negara Eropa lainnya merupakan negara konsumen karet 
alam terbesar yang tidak memiliki sumber daya alam berupa karet 
alam. Jika dilihat dari sisi kualitas, negara-negara maju seperti China, 
Amerika Serikat, Jerman, dan Rusia memang dapat menghasilkan 
karet, namun karet daur ulang yang kualitasnya jauh berbeda dengan 
karet yang masih murni berupa getah kering karet alam. Dari uraian di 
atas telah tergambar adanya saling membutuhkan diantara berbagai 
pihak dan pada akhirnya semua kegiatan yang beragam itu akan 
menentukan harga jual produk itu sendiri.  
Selain itu, perkembangan zaman yang semakin maju 
menyebabkan kebutuhan yang semakin kompleks serta 
mempengaruhi aspek-aspek selain produk dalam perdagangan 
internasional. Seperti aspek mobilisasi, kebijakan pemerintah masing-
masing negara, dan sistem perdagangan.  
Dalam hal mobilisasi dan transportasi,  data menunjukkan 
bahwa pada 56 tahun yang lalu pengangkutan barang antar wilayah 
hanya menggunakan kapal dengan kapasitas 800 TEUs (Twenty - foot 
Equivalent Unit), 42 tahun yang lalu sudah menggunakan kapal 
dengan kapasitas angkut 1.000-2.500 TEUs, 32 tahun yang lalu sudah 
menggunakan kapal dengan kapasitas angkut sampai 4.000 TEUs, 24 
tahun yang lalu sudah menggunakan kapal laut dengan kapasitas 
sampai 5.000 TEUs, 12 tahun yang lalu dengan kapal laut yang 
mampu mengangkut sebanyak 8.000 TEUs, dan mulai tahun 2006 
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sampai sekarang (tahun 2012) pengiriman barang dapat dilakukan 
menggunakan kapal laut yang berukuran super jumbo seperti kapal-
kapal milik Emma Maersk dengan kapasitas sampai dengan 14.500 
TEUs. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.3 
 
Pengangkutan melalui udara, sekarang ini juga telah terdapat 
angkutan pesawat kargo udara super jumbo seperti pesawat buatan 
Rusia Antonov 225 yang bahkan mampu mengangkut dua buah 
helikopter, ataupun beberapa kargo ukuran besar. Kebijakan 
pemerintah suatu negara juga akan turut mempengaruhi perdagangan 
internasional yang tertuang di dalam berbagai regulasi masing-masing 
negara, misalnya adanya larangan ekspor maupun impor untuk 
produk tertentu, kemudahan dan pemberian fasilitas tambahan untuk 
                                                           
3
 Container Trasportation, “Container Ships”, online, diakses dari http://www.container-
transportation.com/container-ships.html, pada tanggal 10 Agustus 2012, pukul 20.33. 
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eksportir dan importir, subsidi, layanan single window, dan lain 
sebagainya. 
Kompleksitas perdagangan internasional sekarang ini dapat 
dilihat dalam sistem perdagangan yang dilakukan oleh para pelaku 
perdagangan internasional, seperti misalnya dalam perdagangan 
barang di kawasan Asia, yang intensitas keluar masuk barang sangat 
tinggi terjadi di Singapura, padahal Singapura bukanlah negara 
konsumen dan produsen yang besar, akan tetapi banyaknya 
perusahaan di luar Asia yang membuka kantor cabang di Singapura 
untuk menangani kawasan Asia, selain itu tidak jarang perusahaan di 
Singapura menjual barang ke negara lain namun barang tersebut juga 
berada di negara lainnya atau berasal dari negara ketiga. Dengan 
demikian perusahaan di Singapura hanya bertindak sebagai 
perusahaan perantara. Dalam perdagangan internasional sekarang ini 
tidak jarang subjek hukum yang terlibat terdiri dari tiga negara atau 
lebih dan bukan hanya pelaku ekonomi yang berkedudukan di dua 
negara yang berbeda saja. Hal ini menunjukkan bahwa sistem 
perdagangan dunia saat ini semakin kompleks. 
Jika menelaah sistem perdagangan internasional, maka akan 
banyak sekali bagian-bagian penting dalam sistem perdagangan itu 
yang saling terhubung dan menjadikannya satu kesatuan dalam 
rangkaian proses perdagangan internasional. Secara garis besar 
perdagangan internasional dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, 
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yakni perdagangan jasa, HKI (Hak Kekayaan Intelektual), dan 
Perdagangan barang. Khusus di dalam skripsi ini akan penulis bahas 
hanya menyangkut perdagangan internasional terhadap barang. 
Dalam praktiknya, perdagangan internasional sering sekali 
diasumsikan sama dengan ekspor dan impor. Namun jika diperhatikan 
secara seksama terdapat perbedaan-perbedaan yang mendasar. Hal 
ini bisa terlihat dari penamaan-penamaan bagian dalam sistem 
organisasi perusahaan yang terlibat dalam kegiatan perdagangan 
internasional, baik itu Shiping Agent, Bank, Eksportir, Importir, atau 
perusahaan multinasional lainnya. Mereka membentuk divisi atau 
departemen mereka dengan nama International Trade Departement, 
Expor Departement, Import Departement, Import Unite, Trade 
Departement Finance, bahkan ada yang memberi nama L/C 
Department. 
Pemberian nama-nama seperti itu telah menjadi kebiasaan 
dalam dunia praktik, yang sebagian pihak menganggap tidak terlalu 
penting selama dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan tujuan 
dasarnya. Hal ini tentu dari sudut pandang dunia praktik, yang mana 
dalam bisnis fokus utamanya ialah pada sisi keuntungan, namun akan 
berbeda halnya dari sudut pandang hukum, yang lebih mengarah 
kepada keteraturan dan kejelasan makna dari semua istilah.  
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Memang ekspor dan impor didasari oleh transaksi perdagangan 
internasional dan itulah yang memberikannya kesamaan. Namun 
perbedaan mendasar antara perdagangan internasional dengan 
ekspor dan impor dapat dilihat langsung dalam praktik, seperti ada 
tindakan perdagangan internasional yang bukan ekspor dan impor, 
dan ada juga ekspor dan impor yang bukan perdagangan 
internasional. 
Perdagangan internasional yang bukan ekspor dan impor 
misalnya seperti pembelian kepemilikan saham di perusahaan yang 
terdapat di luar negeri atau di negara lain, dan pembelian Permanen 
Recidence. Untuk kegiatan ekspor dan impor yang bukan merupakan 
perdagangan internasional misalnya seperti pengiriman contoh barang 
ke negara lain, pengiriman barang hibah ke negara lain, dan barang 
bawaan penumpang ke negara lain, adalah sebagian contoh kegiatan 
ekspor dan impor yang bukan merupakan perdagangan internasional.  
Menurut penulis sendiri perdagangan barang internasional itu 
tidaklah sama dengan kegiatan ekspor dan impor. Memang dalam 
perdagangan barang internasional kegiatan utamanya dinamakan 
ekspor dan impor namun masih ada unsur lain dalam sistem 
perdagangan barang internasional itu yang tidak termasuk di dalam 
kegiatan ekspor dan impor. 
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Secara sederhana sistem perdagangan barang internasional itu 
dapat digambarkan sebagai berikut: Produksi – promosi – 
kesepakatan – kontrak – pengiriman – penyelesaian sengketa (jika 
timbul) – layanan purna jual. Sedangkan untuk kegiatan ekspor dan 
impor secara umum dapat digambarkan: Kontrak – pengiriman barang 
– penyelesaian sengketa (jika timbul). 
Bahkan ada beberapa pihak menganggap ekspor dan impor itu 
hanya terkait dengan pengiriman barang internasional saja. Namun 
perlu dicermati bahwasanya kejelasan dan syarat-syarat pengiriman 
barang akan tertuang secara rinci di dalam kontrak dan jika ada hal-
hal yang timbul selama proses pengiriman barang dan dapat 
merugikan salah satu pihak maka akan dilanjutkan dengan proses 
penyelesaian sengketa yang telah ditentukan di dalam kontrak 
tersebut. Untuk selanjutnya di dalam skripsi ini saya membatasi 
pembahasannya khusus hanya kepada kegiatan ekspor dan impor 
saja, hal ini penulis lakukan agar lebih memperjelas pokok 
pembahasan. 
Sepanjang perdagangan internasional ada maka kegiatan 
ekspor dan impor dipastikan akan selalu ada, setidaknya begitu 
faktanya sekarang ini dan dapat diperkirakan akan semakin 
berkembang untuk kedepannya. Oleh karena perekonomian global 
yang semakin maju sehingga hanya memberikan kita satu pilihan 
yakni go international, dengan demikian, globalisasi yang ditandai 
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dengan perdagangan internasional, proses ekspor dan impor yang 
semakin ramai dan kompleks menjadi suatu keharusan. 
Globalisasi yang semakin berkembang telah menjelma menjadi 
tuntutan zaman. Era globalisasi yang semakin hari semakin tumbuh 
telah melanda kehidupan negara-negara di permukaan bumi ini. 
Globalisasi ekonomi adalah salah satu dari sekian banyak arus 
globalisasi yang memancarkan gelombangnya, yang telah menjadikan 
interdependensi ekonomi dunia semakin kuat.4 
Kehidupan antar manusia saat ini sudah saling terhubung 
berkat semakin berkembangnya fungsi dan fasilitas teknologi 
informasi yang tersedia. Teknologi informasi telah merevolusi 
peradaban umat manusia sehingga dunia seperti sebuah desa kecil. 
Ungkapan yang dahulu kita dengar bahwa “dunia ada dalam 
genggaman” sepertinya dapat dibenarkan jika yang dimaksud adalah 
dalam hal akses, sebab dengan berkembangnya peralatan teknologi 
yang semakin canggih dan sering diberi julukan “smart” membuat 
masyarakat dunia dapat mengakses informasi dari seluruh dunia 
hanya dari genggaman. Hambatan-hambatan yang dulu banyak 
menghalangi hubungan antar umat manusia, termasuk hubungan 
bisnis, kini mulai runtuh dan semakin terbuka. Manusia moderen saat 
ini cenderung ingin hidup lebih mudah, lebih cepat, lebih baik, dan 
                                                           
4
 Juajir Sumardi, Hukum Perusahaan Transnasional & Franchise, (Makassar: Arus Timur, 2012), 
Hal. 4. 
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lebih murah. Kecenderungan ini pun juga berlaku dalam bisnis, 
termasuk dalam kegiatan ekspor dan impor antar negara-negara  di 
dunia. Dalam era perdagangan bebas, semua hambatan tarif dan non 
tarif direvisi agar arus ekspor dan impor antar negara dapat lebih 
lancar sehingga semua produk barang atau jasa menjadi semakin 
murah dan semakin mudah diperoleh di seluruh dunia.5  
Dimana ada peluang, disitu ada tantangan. Dimana ada 
kemudahan pasti ada hambatan. Begitu juga dalam proses ekspor 
dan impor, ini memang menjanjikan peluang yang cukup besar bagi 
kalangan dunia usaha untuk memperluas pangsa pasar dan jaringan 
perdagangan, namun di sisi lain akan terdapat banyak sekali 
hambatan-hambatan yang bisa terjadi. Seperti yang diketahui 
bahwasanya perbedaanlah yang menjadikan adanya ekspor dan 
impor, namun perbedaan pulalah yang menjadi hambatannya. 
Perbedaan budaya, teknologi, sumberdaya, bahasa, geografis, 
alat tukar, dan yang paling penting adalah perbedaan dari segi hukum 
masing-masing negara. Perbedaan aturan ataupun sistem hukum 
yang berlaku di masing-masing negara dan kawasan menjadi sangat 
penting karena dalam aturan hukum, hampir semua aspek telah 
diatur.  
                                                           
5
 Iswi Hariyani dan R. Serfianto D.P, Panduan Ekspor Impor, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 
Hal. 5. 
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Melihat proses ekspor dan impor sekarang ini yang semakin 
kompleks maka akan sangat sulit jika menerapkan aturan dari salah 
satu negara saja. Itu mungkin bisa terjadi namun potensi untuk 
terjadinya konflik akan sangat besar, mengingat perbedaan budaya 
antar para pihak. Oleh karena itulah hukum internasional hadir, untuk 
memberikan solusi dalam meminimalisir perbedaan aturan antar para 
pihak. Proses-proses unifikasi dan harmonisasi hukum itupun 
dilakukan oleh berbagai organisasi internasional, baik itu di tingkat 
regional maupun global. Sebagaimana diketahui bahwasanya 
organisasi-organisasi internasional merupakan salah satu subjek 
hukum internasional, yang menjadi tempat bagi negara-negara untuk 
berkumpul dan membentuk serta menyetujui aturan yang disepakati 
bersama untuk dijadikan landasan atau pegangan oleh anggotanya.  
Di Afrika ada African Union (AU), di Amerika ada Organization 
of American States (OAS), di Asia ada Association of South East 
Asian Nations (ASEAN), dan di Eropa ada European Union (EU). 
Organisasi-organisasi ini merupakan organisasi yang ada di masing-
masing kawasan, sementara untuk organisasi-organisasi yang berada 
di tingkat global terdapat cukup banyak organisasi yang menangani 
bidang perdagangan internasional. Namun karena penulis 
mengkhususkan untuk membahas hanya mengenai aturan hukum 
internasional dalam proses ekspor dan impor maka penulis hanya 
akan membahas organisasi-organisasi di tingkat global yang terkait 
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erat dengan proses ekspor dan impor tersebut. Organisasi-organisasi 
itu yakni UNCITRAL (United Nations Commission on International 
Trade Law), dan ICC (International Chamber of Commerce). 
B.   Rumusan Masalah 
1. Bagimana pengaturan hukum internasional terhadap kegiatan 
ekspor dan impor yang diatur di dalam UNCITRAL dan ICC ? 
2. Sejauh mana kepastian hukum yang dihasilkan dari keberadaan 
UNCITRAL Rules dan ICC Rules ? 
C.   Tujuan Penulisan 
1. Untuk mengetahui tentang pengaturan hukum internasional 
terhadap kegiatan ekspor dan impor yang diatur di dalam 
UNCITRAL dan ICC.  
2. Untuk mengetahui kepastian hukum yang dihasilkan dari 
keberadaan UNCITRAL Rules dan ICC Rules. 
D.  Kegunaan Penulisan 
1. Kegunaan Akademis, yaitu hasil penelitian ini dapat memberikan 
kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum internasional di 
bidang perdagangan internasional khususnya ekspor dan impor. 
2. Kegunaan Praktis, yaitu hasil penelitian ini dapat menjadi bahan 
rujukan bagi kebijakan di bidang ekspor dan impor. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Organisasi 
Internasional 
1. Hukum Perdagangan Internasional 
Beragamnya aturan yang mengatur tentang hukum 
perdagangan internasional tidak terlepas dari berbagai macam 
tuntutan kebutuhan zaman yang semakin berkembang dan juga 
ragam perspektif yang berbeda diantara banyak pihak. Dari yang 
paling mendasar yakni yang terkait dengan definisi hukum 
perdagangan internasional, kemudian objek perdagangan 
internasional yang meliputi barang, jasa, dan hak kekayaan 
intelektual. 
1.1. Definisi hukum perdagangan internasional 
1.1.1 Menurut Laporan Sekertaris Jenderal PBB Tahun 1966 
 Dalam laporan ini disebutkan bahwa: “law of international 
trade may be defined as the body of rules governing commercial 
relationships of a private law nature involving different countries”. 6 
Definisi ini sebenarnya adalah definisi yang diberikan oleh 
seorang guru besar dalam hukum dagang internasional dari City 
                                                           
6 Laporan Sekertaris Jenderal PBB, “Progressive Development of the Law of International Trade: 
Report of the Secretary-General of the United Nations, 1966”, Lexmercatoria.org, online, diakses 
dari http://www.jus.uio.no/lm/un.sg.report.itl.development.1966/portrait.pdf, pada tanggal 12 
Agustus 2012, pukul 23:45. 
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of London College, yakni Clive M. Schitthoff. Dengan demikian 
dapat dikatakan bahwa definisi yang tercakup di dalam laporan 
sekertaris jenderal PBB tersebut tidak lain adalah definisi 
Schmitthoff.7 
 Lebih lanjut dalam laporan sekertaris jenderal PBB tersebut 
dijabarkan mengenai ruang lingkup atau topik dari hukum 
perdagangan internasional itu sendiri yang mencakup:8 
“In the explanatory memorandum of the Permanent 
Representative of Hungary and in the Secretariat note 
submitted to the twentieth session of the General Assembly, 
which listed the following as examples of topics falling 
within the scope of the law of international trade. 
a. International sale of goods: 
 Formation of contracts; 
 Agency arrangements; 
 Exclusive sale arrangements. 
 Negotiable instruments and banker‟s commercial 
credits. 
b. Laws relating to conduct of business activities pertaining 
to international trade. 
c. Insurance. 
d. Transportation: 
 Carriage of goods by sea; 
 Carriage of goods by air; 
 Carriage of goods by road and rail; 
 Carriage of goods by inland waterways. 
e. Industrial property and copyright. 
f. Commercial arbitration.” 
 
 Dalam definisi Schmitthoff di atas menunjukkan dengan 
jelas bahwa aturan-aturan tersebut bersifat komersial. Artinya ia 
                                                           
7 Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), Hal. 
4. 
8 Laporan Sekertaris Jenderal PBB, Op. Cit. 
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dengan tegas membedakan antara hukum perdata (Private law 
nature) dengan hukum publik.9 
 Dengan demikian Schmitthoff menegaskan bahwa wilayah 
hukum perdagangan internasional tidak termasuk atau terlepas 
dari aturan-aturan hukum internasional publik yang mengatur 
hubungan-hubungan komersial. Misalnya, aturan-aturan hukum 
internasional yang mengatur hubungan dagang dalam kerangka 
GATT atau aturan-aturan yang mengatur blok-blok perdagangan 
regional, aturan-aturan yang mengatur komoditi dan sebagainya.10 
1.1.2 Definisi M. Rafiqul Islam 
 Menurut Rafiqul Islam sendiri, bahwa hukum perdagangan 
internasional memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan 
hubungan keuangan. Hal ini dikarenakan dalam perdagangan 
internasional tidak akan terlepas dari adanya hubungan-hubungan 
keuangan diantara pembeli dan penjual. 
 Dengan adanya keterkaitan erat antara perdagangan 
internasional dan keuangan, Rafiqul Islam mendefinisikan hukum 
perdagangan dan keuangan sebagai suatu kumpulan aturan, 
prinsip, norma, dan praktik yang menciptakan suatu pengaturan 
(regulatory regime) untuk transaksi-transaksi perdagangan 
internasional dan sistem pembayarannya, yang memiliki dampak 
                                                           
9
 Huala Adolf, Op. Cit. Hal. 5. 
10 Ibid. 
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terhadap perilaku komersial lembaga-lembaga perdagangan. 
Kegiatan-kegiatan komersial itu dapat dibagi kedalam kegiatan 
“komersial” yang berada dalam ruang lingkup hukum perdata 
internasional atau Conflict of Law, perdagangan antar pemerintah 
atau negara yang diatur oleh hukum internasional publik. Karena 
ruang lingkup kajian bidang hukum ini sangat luas dan sifatnya 
adalah lintas batas negara, konsekuensinya adalah terkaitnya 
lebih dari satu sistem hukum yang berbeda.11 
1.1.3 Definisi Michelle Sanson 
 Menurut Sanson hukum perdagangan internasional ialah 
“can be defined as the regulation of the conduct of parties involved 
in the exchange of goods, services and technology between 
nations”.12 Sanson membagi hukum perdagangan internasional ini 
kedalam dua bagian utama, yaitu hukum perdagangan 
internasional publik (public international trade law) dan hukum 
internasional privat (private international trade law). Hukum 
perdaganga internasional publik adalah hukum yang mengatur 
perilaku dagang antar negara. Sementara itu, hukum 
perdagangan internasional privat yakni hukum yang mengatur 
                                                           
11
 Ibid, Hal.7-8. 
12 Ibid, Hal. 8. 
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perilaku dagang secara orang perorang (private traders) di 
negara-negara yang berbeda.13 
1.1.4 Definisi Hercules Booysen 
 Dalam memberikan definisi hukum perdagangan 
internasional, Booysen tidak memberikan definisi secara tegas, 
namun beliau memberikan unsur-unsur dari definisi hukum 
perdagangan internasional, kemudian unsur-unsur inilah yang 
akan menjadi batasan dalam mendefinisikan hukum perdagangan 
internasional itu. Menurut beliau, ada tiga unsur batasan yakni:14 
a) Hukum perdagangan internasional dapat dipandang 
sebagai suatu cabang khusus dari hukum  internasional 
(international trade law may also be regarded as a 
specialized branch of international law). 
b) Hukum perdagangan internasional adalah aturan-
aturan hukum internasional yang berlaku terhadap 
perdagangan barang, jasa dan perlindungan hak atas 
kekayaan intelektuan (HKI). (international trade law can 
be described as those rule of international law which 
are applicable to trade in goods, service and the 
protection of intellectual property). Bentuk-bentuk 
hukum perdagangan internasional seperti ini misalnya 
saja dalam aturan-aturan WTO, perjanjian multilateral 
mengenai perdagangan barang seperti GATT, 
perjanjian mengenai perdagangan di bidang jasa 
(GATS/WTO), dan perjanjian mengenai aspek-aspek 
yang terkait dengan HKI (TRIPS). 
c) Hukum perdagangan internasional terdiri dari aturan-
aturan hukum nasional yang memiliki atau berpengaruh 
langsung terhadap perdagangan internasional secara 
umum. Karena sifat aturan-aturan hukum nasional 
tersebut, maka aturan-aturan tersebut merupakan 
bagian dari hukum perdagangan internasional. 
                                                           
13
 Ibid, Hal. 9. 
14 Ibid, Hal. 9-10. 
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Contohnya seperti perundang-undangan yang 
ekstrateritorial (the extraterritorial legislation). 
 
1.2. Perdagangan barang 
 Artikel yang terdapat di website resmi WTO (World Trade 
Organization) tentang UNDERSTANDING THE WTO: THE 
AGREEMENTS. Overview: a navigational guide menyebutkan:15  
“In fact, the agreement fall into a simple structure with six 
main parts: an umbrella agreements (the Agreement 
Establishing the WTO); agreements for each of the three 
broad areas of trade that the WTO covers (goods, services, 
and intellectual property); dispute settlement; and reviews 
of governments‟ trade policies”. 
 Dari kutipan di atas terlihat bahwa WTO membagi bidang 
perdagangan menjadi tiga bagian yakni barang, jasa, dan 
kekayaan intelektual. Selain itu, mengacu kepada unsur-unsur dari 
definisi perdagangan internasional yang diberikan oleh Hercules 
Booysen, yang dalam unsur kedua beliau mengatakan 
“International trade law can be described as those rules of 
international law which are applicable to trade in goods, services 
and the protection of intellectual property”.16 
 Dari kedua referensi-referensi di atas dapat diambil 
kesimpulan bahwa perdagangan barang internasional adalah 
bagian dari hukum perdagangan internasional. Meskipun dalam 
                                                           
15 WTO, “Understanding the WTO: The Agreements, Overview: A Navigational Guide”, online. 
diakses dari http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm1_e.htm, pada tanggal 
13 Agustus 2012, pukul 20:42. 
16 Huala Adolf, Op. Cit. Hal. 10. 
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beberapa aspek dan kondisi, dalam proses perdagangan 
internasional, ketiga hal ini yakni barang, jasa dan hak kekayaan 
intelektual sering kali terkait satu sama lainnya. 
 Menurut UNCITRAL (United Nations Commission On 
International Trade Law) dalam UNCITRAL Model Law on 
Procurement of Goods, Construction and Servicer with Guide to 
Enactment Bab I, Pasal 2 bagian (b) menyebutkan:17 
“Goods means objects of every kind and description 
including raw materials, products and equipment and 
objects in solid, liquid or gaseous form, and electricity, as 
well as services incidental to the supply of the goods if the 
value of those incidental services does not exceed that of 
the goods themselves; (the enacting State may include 
additional categories of goods)”. 
 Selain itu, Black’s Law Dictionary memberikan definisi 
barang sebagai berikut:18 
“Goods. 1. Tangible or movable personal property other 
than money; esp., articles of trade or items of merchandise 
<goods and services>. The sale of goods is governed by 
Article 2 of the UCC. [Cases: sales – 10. C.J.S. sales ss 12-
16] 2. Things that have value, whether tangible or not <the 
importance of social goods varies from society to society>”. 
                                                           
17 UNCITRAL, “UNCITRAL Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services with 
Guide to Enactment”, online, diakses dari 
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/procurem/ml-procurement/ml-procure.pdf, pada 
tanggal 13 Agustus 2012, pukul 21:55. 
18 Bryan A. Garner, Op. Cit. Hal. 714. 
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 Di dalam Black’s Law Dictionary juga mencantumkan 
definisi barang yang bersumber dari UCC (Uniform Commercial 
Code), yakni sebagai berikut:19 
“Goods‟ mean all things (including specially manufactured 
goods) which are movable at the time of identification to the 
contract for sale other than the money in which the price is 
to be paid, investment securities (Article 8) and things in 
action. „goods‟ also includes the unborn young of animals 
and growing crops and other identified things attached to 
realty as described in the section on goods to be severed 
from realty (Section 2-107). UCC s 2-105(1)”. 
 Kemudian merujuk pada Kamus Perdagangan Internasional 
yang disusun oleh Tumpal Rumapea, yang di dalamnya 
mendefinisikan barang sebagai berikut:20  
“goods (1) barang yang diperdagangkan, barang 
persediaan, bahan baku dan barang-barang produk jadi. (2) 
semua benda yang mempunyai nilai dan dapat diangkut 
dan dijual kepada pembeli tertentu. (3) barang tahan lama, 
(mesin, peralatan). (4) barang konsumsi untuk kebutuhan 
rumah tangga”. 
 Dalam hal kaitannya dengan kegiatan ekspor dan impor, 
sebelum menyimpulkan bahwasanya kegiatan ekspor dan impor 
itu hanya ada dan terkait dengan perdagangan barang 
internasional, ataukah terkait juga dengan perdagangan jasa serta 
kekayaan intelektual. Maka alangkah lebih baiknya jika menelaah 
                                                           
19 Ibid. 
20
 Tumpal Rumapea, Kamus Lengkap Perdagangan Internasional, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 
Utama, 2000), Hal. 182. 
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terlebih dahulu definisi dari hukum organisasi internasional serta 
ekspor dan impor tersebut. 
2. Hukum organisasi internasional. 
Ada banyak ahli atau pendapat yang memberikan definisi 
tentang organisasi internasional. berikut ini uraian beberapa 
diantaranya. Mengacu kepada Black’s Law Dictionary, yang 
menyebutkan bahwa:21 
“international organization. Int‟l law. 1. An intergovernmental 
association of countries, established by and operated 
according to multilateral treaty, whose purpose is to pursue 
the common aims of those countries. Example include 
World Health Organization, the International Civil Aviation 
Organization, and the Organization of Petroleum Exporting 
Countries. [Cases: International Law – 10.45. C.J.S. 
International Law ss 59-65.] 2. Loosely, an 
intergovernmental or nongovernmental international 
association”. 
 
Selain itu D.W. Bowett memberikan definisi organisasi 
internasional sebagai berikut:22 
“… they were permanent association of governments, or 
administration (ie. Postal or railway administration), based 
upon a treaty of a multilateral rather than a bilateral type 
and with some  definite criterion of purpose”. 
 
Diakui oleh sebagian kalangan bahwa untuk membuat 
definisi yang disepakati bersama secara umum tentunya akan 
sangat menyulitkan, sehingga ada beberapa alternatif yang 
diajukan oleh beberapa ahli, yakni dengan memberikan ciri-ciri 
                                                           
21 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary eighth edition, (610 Opperman Drive, United States of 
America: West Publishing CO., 2004), Hal. 835-836. 
22
 Sri Setianingsih Suwardi, Pengantar Hukum Organisasi Internasional, (Jakarta: UI-Press, 2004), 
Hal. 6. 
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dari organisasi internasional tersebut. Seperti yang diungkapkan 
oleh Leroy Bennet, organisasi internasional memiliki ciri-ciri 
sebagai berikut:23 
 A permanent organization to carry an a continuing set of 
functions. 
 Voluntary membership of eligible parties. 
 Basic instrument stating goals, structure and methods of 
operation. 
 A broadly representative consultative conference organ. 
 Permanent secretariat to carry on continuous 
administrative, research and information functions. 
 
Sedangkan perkembangan organisasi internasional itu 
sendiri menurut Inis L. Claude Jr. ada 4 persyaratannya:24 
 The world must be devided into a number of states as 
independent political units. 
 A substantial measure of contact must exist between 
sub-division. 
 The states must develop an awareness of the problem  
which arise out of their coexistence. 
 On this basis they must recongnize the need for creation 
of institutional devices and systematic methods for 
regulating their relation each other. 
 
Pada umumnya jika berbicara tentang organisasi 
internasional, maka sering sekali yang dimaksud ialah organisasi 
yang dibentuk antar pemerintah negara-negara di dunia. Namun 
tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat juga organisasi yang dikenal 
sebagai organisasi nonpemerintah. Bila organisasi internasional 
diartikan sebagai wadah dari negara-negara untuk menyelesaikan 
suatu masalah tertentu secara bersama, dalam hal ini maka 
                                                           
23
 Ibid, Hal. 5-6. 
24 Ibid, Hal. 6. 
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pengertian organisasi internasional dipakai dalam arti sempit. Jika 
diartikan sebagai wadah dari negara-negara untuk mengadakan 
kerjasama, dimana wadah tersebut mempunyai wewenang atas 
negara anggota, maka disini pengertian organisasi internasional 
menjadi lebih luas.25 
B. Ekspor dan Impor 
Di dalam Black’s Law Dictionary dikatakan: “eksport, vb. 2. To 
send, take, or carry (a good or commodity) out of the country; to 
transport (merchandise) from one country to another in the course of 
trade”.26 Sementara itu, masih menurut sumber yang sama “import, n. 
1. A product brought into a country from a foreign country where it 
originated <imports declined in the third quarter>”.27  
 Dari definisi Black’s Law Dictionary di atas terhadap ekspor 
itu sendiri, yang dapat digaris bawahi sebagai catatan ialah 
bahwasanya ekspor dan impor itu hanya terkait dengan barang atau 
komoditi, dan tidak termasuk di dalamnya jasa serta kekayaan 
intelektual. Juga patut untuk dicermati bahwa definisi ekspor yang 
dikemukakan oleh Black’s Law diatas menegaskan “… in the course of 
trade”. Dengan demikian ekspor itu adalah kegiatan mengirim, 
mengambil, atau membawa barang dalam rangka perdagangan, itu 
berarti jika bukan dalam rangka perdagangan meskipun mengirim, 
mengambil atau membawa barang dari dan ke negara lain itu tidaklah 
                                                           
25 Ibid, Hal. 5. 
26
 Bryan A. Garner, Op. Cit. Hal. 619. 
27 Ibid, Hal. 771. 
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dapat dikatakan sebagai kegiatan ekspor sesuai dengan definisi di 
atas. Jika tetap berpedoman pada definisi di atas, akan menjadi 
pertanyaan baru, bahwa apakah pengiriman barang untuk kegiatan 
pameran, hibah, atau bantuan bukan merupakan kegiatan ekspor? 
Barang-barang tersebut melintasi batas wilayah negara namun bukan 
untuk kegiatan perdagangan. 
Definisi impor yang terdapat di dalam Black’s Law juga patut 
untuk disoroti terkait dengan asal produk. Yang mana dikatakan “… 
where it originated”. Jika yang dimaksud adalah asal atau sumber 
produk pertama kalinya, maka dapat dikatakan cakupan definisi impor 
di atas masihlah cukup sempit, sebab sekarang ini yang mana 
kegiatan ekspor dan impor sangat kompleks, maka suatu badan 
usaha, individu, atau negara tidak harus mengimpor langsung produk 
yang dibutuhkan dari negara sumber atau asal produk itu pertama 
kalinya. Bisa saja produk itu di produksi di Jerman, dan dibeli atau 
diimpor oleh perusahaan yang berada di India, tanpa dilakukan 
pengolahan lagi produk tersebut diimpor lagi oleh perusahaan yang 
berada di China, dengan kondisi fisik produk yang sama kemudian 
diimpor kembali oleh perusahaan yang berkedudukan di Singapura, 
dan terakhir diimpor oleh perusahaan yang ada di Indonesia kemudian 
menjualnya langsung ke konsumen. 
Selain itu menurut Amir M.S. ekspor adalah mengeluarkan 
barang-barang dari peredaran dalam masyarakat dan mengirimkan ke 
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luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah dan mengharapkan 
pembayaran dalam valuta asing.28 Kemudian impor sendiri beliau 
definisikan sebagai kegiatan memasukkan barang-barang dari luar 
negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah ke dalam peredaran di 
dalam masyarakat yang dibayar dengan menggunakan valuta asing.29 
Dari definisi Amir M.S. di atas, juga dapat dilihat bahwa 
kegiatan ekspor itu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk tujuan 
mencari keuntungan finansial, meskipun tidak secara tegas 
dinyatakan namun tersurat di dalam definisinya yang mengatakan “… 
mengharapkan  pembayaran dalam valuta asing”. Itu artinya beliau 
berpendapat bahwasanya kegiatan ekspor itu merupakan kegiatan 
komersial dan pengiriman barang lintas negara yang tidak bertujuan 
untuk memperoleh pembayaran dalam bentuk valuta asing tidak dapat 
dikatakan sebagai kegiatan ekspor. 
Sementara itu menurut Michael P. Todaro (1998), ekspor 
adalah benda-benda (termasuk jasa) yang dijual kepada penduduk di 
negara lain ditambah dengan jasa-jasa yang diselenggarakan kepada 
penduduk negara tersebut, berupa pengangkutan dengan kapal, 
pemodalan dan hal-hal lain yang membantu ekspor tersebut.30 Definisi 
yang dikemukakan oleh Michael P. Todaro di atas terlihat memiliki 
                                                           
28 Amir M.S., Strategi Memasuki Pasar Ekspor, (Jakarta: Penerbit PPM, 2004), Hal. 100. 
29 Ibid, Hal. 139. 
30 Nurulhadi, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekspor Kayu Lapis Indonesia di Pasar 
Internasional Periode 1988 – 2007, (Repository.upi.edu, 2011), Skripsi, Online, diakses dari 
http://repository.upi.edu/skripsiview.php?no_skripsi=1712 Pada Tanggal 31 Agustus 2012, pukul 
20:51. 
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cakupan yang sangat luas. Beliau berpendapat bahwa bukan hanya 
barang yang menjadi objek dari kegiatan ekspor itu, namun juga 
termasuk jasa-jasa yang dipasarkan antar negara. Bahkan luasnya 
definisi beliau terlihat dari cakupan definisi ekspor itu yang meliputi 
keseluruhan bagian-bagian dalam sistem ekspor itu sendiri. 
Nopirin (1995:239) sendiri berpendapat bahwa ekspor berasal 
dari produksi dalam negeri dijual atau dipakai oleh penduduk luar 
negeri, maka ekspor merupakan injeksi ke dalam aliran pendapatan 
seperti halnya investasi. Sedangkan impor merupakan kebocoran dari 
pendapatan, karena menimbulkan aliran modal ke luar negeri. Ekspor 
bersih yakni ekspor dikurangi impor (X-M) adalah jembatan yang 
menghubungkan antara pendapatan nasional dengan transaksi 
internasional.31 
Definisi ekspor yang dikemukakan oleh Nopirin di atas hampir 
memiliki sinkronitas dengan definisi impor yang terdapat di dalam 
Black’s Law yang memberikan pemahaman bahwa objek ekspor itu 
ialah barang hasil produksi dalam negeri. Dan juga definisi impor yang 
diberikan oleh Nopirin penekanannya lebih mengarah pada unsur-
unsur ekonomi dibandingkan dengan unsur hukumnya. 
Sedangkan menurut Biro Pusat Statistik (BPS) ekspor adalah 
perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam negeri 
keluar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang 
                                                           
31 Ibid. 
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berlaku.32 Ini memberikan pemahaman bahwasanya ekspor itu 
merupakan rangkaian dari perdagangan internasional, yang tentunya 
bertujuan untuk memperoleh keuntungan. 
Kemudian menurut Departemen Perindustrian dan 
Perdagangan, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari 
daerah pabean. Sedangkan yang dimaksud wilayah pabean sendiri 
adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi daerah daratan, 
perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu dari 
Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan landas kontinen yang di dalamnya 
berlaku UU No.10 tahun 1995 tentang kepabeanan.33 Definisi ini 
cukup singkat dan penulis hawatirkan akan berdampak pada multi 
tafsir yang dapat terjadi.  
Selain beberapa definisi di atas terdapat juga definisi dari 
Kamus Perdagangan Internasional yang disusun oleh Tumpal 
Rumapea, di situ didefinisikan bahwa ekspor ialah pengangkutan 
barang dari satu negara ke negara lain untuk dijual.34 Dan masih 
menurut sumber yang sama “impor (1) penerimaan barang dan jasa 
dari luar negeri. (2) membawa barang dan jasa dari luar negeri. (3) 
barang yang diimpor”.35 
Definisi ekspor dalam Kamus Perdagangan Internasional di 
atas juga mengandung 3 unsur utama yakni, pengangkutan barang, 
                                                           
32 Ibid. 
33 Ibid. 
34
Tumpal Rumapea, Op. Cit. Hal. 141. 
35 Ibid, Hal. 193. 
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dilakukan antar negara, dan dengan maksud atau tujuan untuk dijual. 
Definisi ini seperti menguatkan beberapa definisi sebelumnya yang 
cenderung menganggap ekspor itu adalah pengangkutan barang 
antar negara yang bertujuan untuk kegiatan komersial atau untuk 
diperjual belikan. Dan melemahkan pandangan yang menganggap 
ekspor itu adalah pengiriman barang antar negara baik itu untuk 
tujuan komersial ataupun bukan untuk tujuan komersial seperti untuk 
keperluan pameran, sumbangan atau bantuan, dan hibah. Kemudian 
di dalam definisi impor sendiri Kamus Perdagangan Internasional ini 
menegaskan bahwa objek dari impor itu bukan hanya berupa barang 
saja namun termasuk juga di dalamnya ialah jasa. 
Dari referensi dan uraian definisi di atas, penulis sendiri 
berpendapat bahwa ekspor ialah kegiatan mengeluarkan barang 
dengan cara mengirim, membawa, atau mengangkut barang  tersebut 
dari satu negara ke negara lain, dengan berdasarkan aturan hukum 
yang terkait dan berlaku terhadap kegiatan tersebut. Kemudian untuk 
impor sendiri penulis dapat mendefinisikannya sebagai kegiatan 
memasukkan barang dengan cara menerima, membawa, atau 
mengangkut barang tersebut dari satu negara ke negara lain, dengan 
berdasarkan aturan hukum yang terkait dan berlaku terhadap kegiatan 
tersebut. 
Melihat beberapa definisi di atas, serta berdasarkan 
pemahaman dan analisis, penulis lebih cenderung berpendapat 
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bahwa objek dari ekspor dan impor itu hanya terkait dengan 
perdagangan barang saja, dan tidak termasuk dengan perdagangan 
jasa serta hak kekayaan intelektual. Meskipun di dalam beberapa 
definisi tentang ekspor di atas mengemukakan bahwa ekspor itu 
terkait juga dengan perdagangan jasa. Adapun kerangka analisis dan 
berfikir penulis dapat saya uraikan sebagai berikut: 
a) Kata ekspor dalam bahasa Inggris export, kata ini bersumber dari 
bahasa Latin yakni ex dan portare yang berarti carry out yang bisa 
berarti membawa keluar atau mengeluarkan.36 
b) Memang dalam kegiatan ekspor dan impor tidaklah terlepas dari 
adanya perdagangan jasa yang mendukung kegiatan tersebut, 
namun yang menjadi objek dari ekspor dan impor itu tetaplah 
berupa barang. 
c) Barang merupakan benda berwujud yang dapat memberikan 
kejelasan batasan,  letak dan kondisi fisik lainnya, namun tidak 
demikian halnya dengan jasa serta hak kekayaan intelektual. 
d) Barang dapat dengan jelas dilihat perpindahan kepemilikan secara 
utuh, sedangkan jasa tidak dapat berpindah kepemilikan sebab 
hanya sebagian hasil dari pelayanan jasa itulah yang nantinya 
dapat berpindah kepemilikan. 
                                                           
36 Reference For Business, “Encyclopedia Of Business, 2nd ed”, online, diakses dari 
http://www.referenceforbusiness.com/management/Ex-Gov/index.html, pada tanggal 19 
September 2012, pukul 20:28. 
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e) Di dalam setiap barang hasil produksi melekat hak kekayaan 
intelektuan, baik itu dipatenkan maupun tidak dipatenkan, dan 
setiap barang hasil produksi merupakan output dari adanya 
pelayanan jasa yang diperjual belikan, namun ketika barang itu 
diperjual belikan tidaklah serta merta hak kekayaan intelektual dan 
jasa yang berperan menghasilkan produk tersebut juga berpindah 
kepemilikan. 
Memang belum ada definisi yang dapat disepakati bersama, 
beragamnya disiplin ilmu  dan sudut pandang dari masing-masing 
pakar akan berdampak pada beragamnya definisi yang mereka 
berikan. Sehingga tidak dapat kita men judge bahwa definisi yang satu 
salah dan definisi yang lainnya benar atau definisi yang satu lebih baik 
daripada definisi yang lain, sebab masing-masing dari mereka 
memiliki alasan dan pemahaman yang berbeda-beda yang perlu untuk 
didalami sebagai bahan dan referensi untuk mengambil benang merah 
atau kesimpulan dari beragam definisi tersebut. 
C. Unifikasi dan harmonisasi hukum perdagangan internasional 
Sebelum melihat pentingnya unifikasi dan harmonisasi itu, serta 
manfaat dan pengaruhnya, alangkah lebih baik jika dijabarkan terlebih 
dahulu arti dari masing–masing istilah itu. Agar penggunaan dari 
istilah–istilah ini tidak begitu saja digunakan secara bergantian tanpa 
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mempertimbangkan nuansa antara istilah dengan efek 
penggunaannya. 
1. Unifikasi 
Telah terdapat beberapa ahli yang menyumbangkan 
pemikirannya dalam memberikan definisi dari unifikasi itu sendiri, 
yang semuanya tentu saling melengkapi satu sama lain. Yang 
pertama, definisi yang dikemukakan oleh Bogdan, beliau 
mendefinisikan unifikasi sebagai "the intentional introduction of 
identical legal rules in two or more legal systems".37 Kemudian 
definisi lainnya yang mirip dengan definisi Bogdan di atas 
dikemukakan oleh Kamba. Yang mana unifikasi diartikan oleh 
Kamba sebagai “the process whereby two or more different legal 
provisions or systems are supplanted by a single provision or 
system: it creates an identity of legal provisions or systems”.38 
Terlihat dari definisi Bogdan dan Kamba ini bahwasanya hukum 
dari dua atau lebih yurisdiksi dan sistem hukum yang berbeda 
dapat berkembang dari waktu ke waktu menjadi refleksi bagi satu 
sama lain, kemudian hal ini juga yang akan mengakibatkan 
adanya beberapa kesamaan-kesamaan antar sistem hukum dan 
yurisdiksi yang berbeda. 
                                                           
37 Philip James Osborne, “Unification or Harmonisation: A Critical Analysis of the United Nations 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980”, CISG, online, diakses dari 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/osborne.html, pada tanggal 21 September 2012, pukul 
15:37. 
38 Ibid. 
31 
 
Kemudian terdapat definisi lainnya yang dikemukakan oleh 
Kastely's, Beliau mengatakan:39   
“unification means, to subject people around the world to a 
single set of rules and principles and to have them 
understand and conform to these rules and principles as 
they would to the laws of their own communities”.  
 
Di dalam definisi Kastely’s ini, beliau lebih merinci lagi. 
Bahwa unifikasi itu merupakan kesatuan aturan yang diperlukan 
agar pemahaman setiap subjek hukum yang berbeda prinsip dan 
sistem dapat disamakan, atau minimal dapat meminimalisir 
perbedaan pandangan masing-masing. 
Terdapat juga definisi yang dikemukakan oleh David, beliau 
menyatakan:40  
“unification means: providing the same rules for the different 
countries so that the same solution applies everywhere ... if 
a difficulty concerning a given relationship of international 
law happens to arise”.  
 
Dalam definisinya, David terkesan seolah-olah 
menjembatani kesenjangan yang terjadi antara aturan yang 
seragam dengan hasil yang seragam terhadap objek dari unifikasi 
tersebut.41 
Kemudian yang terakhir definisi yang dikemukakan oleh 
Philip James Osborne. Beliau memberikan definisi unifikasi 
                                                           
39 Ibid. 
40
 Ibid. 
41 Ibid. 
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berdasarkan definisi-definisi yang telah penulis kutip di atas, 
beliau mengatakan:42 
“unification of laws shall refer to: The intentional substitution 
of two or more jurisdictions by a single, international-based, 
body of norms, which is interpreted and applied uniformly 
so that, in any dispute, the same solutions are achieved”.  
 
Lebih lanjut mengenai definisinya, Philip James Osborne 
merincikan 3 syarat atau unsur penting dalam definisinya, 
sebagaimana yang beliau katakana “This definition has three 
requirements: (i) the creation of a single law or text; (ii) the uniform 
application of the given law, and consequently (iii) the production 
of uniform results”.43 
2. Harmonisasi 
Pengertian harmonisasi yang sering dijadikan rujukan ialah 
pendapat dari Goldring. Beliau mengatakan:44  
“harmonisation to be a process whereby ... the effects of a 
type of transaction in one legal system are brought as close 
as possible to the effects of similar transactions under the 
laws of other countries”.  
 
Ini berarti harmonisasi tidak hanya mentolerir perbedaan 
antara unsur-unsur hukum antar individu yang diselaraskan. 
Tetapi juga perbedaan dalam penerapan ukuran harmonisasi, 
terlepas dari apakah mereka adalah konsekuensi dari perbedaan 
tafsir secara substantif.45 
                                                           
42 Ibid. 
43 Ibid. 
44
 Ibid. 
45 Ibid. 
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Sementara itu, mengacu kepada Kamus Perdagangan 
Internasional yang disusun oleh Tumpal Rumapea, yang mana 
dikatakan:46  
“harmonisasi adalah proses yang dilakukan untuk membuat 
prosedur dan tindakan yang diberlakukan lebih serasi oleh 
berbagai negara, seperti menurunkan tarif sehingga 
menjadi lebih seragam dengan mengurangi jarak antara 
puncak (peak) dan dasar (valley)”.  
 
Lebih lanjut Tumpal Rumapea menjelaskan mengenai salah 
satu contoh harmonisasi dalam bidang tarif dengan menuliskan:47  
“Pada umumnya usulan pemotongan tarif adalah secara 
relativ memotong tarif yang lebih tinggi daripada tarif yang 
rendah, berbeda dengan cara pemotongan linear yang 
dipakai dalam Kennedy Round, yang menetapkan 
persentase pemotongan yang sama bagi semua tarif. 
Dalam Tokyo Round pemotongan tarif diarahkan kepada 
harmonisasi”. 
 
 Dari rincian definisi unifikasi dan harmonisasi di atas, bisa 
dibentuk sebuah pemahaman akan tujuan dari masing-masing 
istilah tersebut sekaligus memberikan gambaran perbedaannya. 
Unifikasi dan harmonisasi merupakan dua kata yang sering sekali 
dipadukan dalam penggunaannya, namun keduannya tentunya 
memiliki makna yang berlainan. Di dalam unifikasi penyatuan 
berbagai sistem hukum dipadukan dan membentuk satu kesatuan 
prinsip serta aturan hukum, namun tidak demikian halnya di dalam 
harmonisasi, yang mana harmonisasi dapat memproduksi dan 
mentolelir keragaman hasil serta pada proses akhirnya berbagai 
                                                           
46
 Tumpal Rumapea, Op. Cit. Hal. 188. 
47 Ibid. 
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aturan undang-undang tidak digantikan oleh satu aturan tunggal 
namun hidup berdampingan dan saling melengkapi. Hal ini sesuai 
juga dengan pendapat dari Philip James Osborne dalam arikel 
yang sama dengan kutipan di atas, dengan mengatakan:48 
“The net effect of upholding diversity in its constituent parts 
is that, in contrast to unification, harmonisation can produce 
and tolerate diversity of results. Accordingly, harmonisation 
is a process of making laws similar. Unlike unification, at the 
end of this process the various laws are not supplanted by a 
single rule, rather they continue to co-exist. Conceived as a 
process, harmonisation of laws is sensible first towards the 
grander goal of unification. However, it is only a first step 
and to achieve unification the harmonisation of substantive 
laws must be re-enforced by procedural harmonisation and 
therefore consistency of results”. 
 
 
D. Organisasi internasional yang menerbitkan aturan untuk 
mengatur kegiatan ekspor dan impor 
Seperti yang telah penulis singgung di bagian pendahuluan, 
bahwa terdapat banyak sekali aturan yang mengatur kegiatan ekspor 
dan impor ini. Sebab masing-masing negara, kawasan, dan 
organisasi-organisasi regional memiliki aturan masing-masing yang 
telah mereka sepakati bersama, ditambah lagi dengan banyaknya 
perjanjian bilateral antar negara yang mengatur tentang perdagangan 
antar mereka khususnya dalam hal ekspor dan impor. 
Sehingga penulis akan membatasi pembahasan di dalam 
skripsi ini dengan mengacu kepada aturan yang berlaku secara global. 
Untuk itu, penulis memilih dua organisasi internasional yang dijadikan 
                                                           
48 Philip James Osborne, Op. Cit. 
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tempat untuk melakukan unifikasi dan harmonisasi hukum 
perdagangan internasional itu sebagai pokok pembahasan di dalam 
skripsi ini. kedua organisasi itu yakni UNCITRAL (United Nations 
Commission On International Trade Law), dan ICC (International 
Chamber of Commerce),  
1. UNCITRAL (United Nations Commission On International Trade 
Law) 
Di dalam pergaulan dunia internasional yang saling memiliki 
ketergantungan terhadap kegiatan ekonomi tentu membutuhkan 
suatu kerangka hukum yang lebih seragam, agar kegiatan-
kegiatan ekonomi itu dapat berjalan dengan teratur. Ini menjadi 
salah satu alasan munculnya UNCITRAL. 
Melalui Resolusi Majelis Umum PBB nomor 2205 (XXI) 
tertanggal 17 Desember 1966 inilah UNCITRAL ditetapkan. Yang 
selanjutnya ditugaskan untuk melakukan mandat dalam rangka 
mengharmonisasikan dan memodernisasikan aturan hukum 
perdagangan internasional.49  
Secara lebih rinci, mandat yang diberikan kepada 
UNCITRAL yakni:50 
a) Coordinating the work of organizations active in this field 
and encouraging cooperation among them;  
                                                           
49 UNCITRAL, “The UNCITRAL Guide, Basic Facts About The United Nations Commission On 
International Trade Law”, United Nations Publication, online, diakses dari 
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/general/06-50941_Ebook.pdf, pada tanggal 11 
Agustus 2012, pukul 00:50. 
50 Ibid. 
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b) Promoting wider participation in existing international 
conventions and wider acceptance of existing model and 
uniform laws; 
c) Preparing or promoting the adoption of new international 
conventions, model laws and uniform laws and 
promoting the codification and wider acceptance of 
international trade terms, provisions, customs and 
practices, in collaboration, where appropriate, with the 
organizations operating in this field; 
d) Promoting ways and means of ensuring a uniform 
interpretation and application of international conventions 
and uniform laws in the field of the law of international 
trade; 
e) Collecting and disseminating information on national 
legislation and modern legal developments, including 
case law, in the field of the law of international trade; 
f) Establishing and maintaining a close collaboration with 
the United Nations Conference on Trade and 
Development; 
g) Maintaining liaison with other United Nations organs and 
specialized agencies concerned with international trade; 
and 
h) Taking any other action it may deem useful to fulfil its 
functions. 
 
Anggota UNCITRAL dipilih dari anggota-anggota 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dan pada tahap awal 
UNCITRAL terdiri dari 29 negara anggota dan diperluas oleh 
Majelis Umum PBB pada tahuan 1973 menjadi 36 negara. Dan 
kemudian pada tahun 2002 sampai dengan 60 negara. Perluasan-
perluasan keanggotaan ini memberi kesan adanya kepentingan 
yang sama dan semakin tertariknya negara-negara yang 
bergabung tersebut dalam upaya-upaya yang dilakukan oleh 
UNCITRAL sebagaimana tugas dan fungsinya.51 
                                                           
51 Ibid. 
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Struktur pembagian jumlah keanggotaan didasarkan oleh 
ketentuan geografis masing-masing wilayah, prinsip ekonomi, dan 
sistem hukum.52 Untuk pembagian jumlah keanggotaan yang 
pertama dengan jumlah 29 negara tersebut, dibagi sebagai 
berikut: 7 dari Afrika, 5 dari Asia, 4 dari Eropa Timur, 5 dari 
Amerika Latin, dan 8 dari Eropa Barat.53 
Pembagian jumlah anggota yang dilakukan pertama kali ini, 
tentunya dijadikan dasar dalam menentukan pembagian jumlah 
keanggotaan untuk berikutnya, sebab seperti yang diketahui, 
bahwa terus terjadi penambahan jumlah anggota dari waktu ke 
waktu. Masa keanggotaan inipun dibatasi hanya untuk 6 tahun 
saja selanjutnya ditentukan kembali oleh Majelis Umum PBB.54 
Untuk produk hukum sendiri, UNCITAL telah banyak 
menghasilkan beragam aturan yang mengakomodir masing-
masing bidang dalam lingkup kerjanya. Untuk periode mulai 
terbentuknya hingga tulisan ini di susun (Agustus 2012) produk-
produk hukum tersebut yakni:55  
a) International Commercial Arbitration and Conciliation  
                                                           
52 UN, “General Assembly Resolution 2205 (XXI). Establishment of The United Nations 
Commission on International Trade Law”, Sect. II, Para 1, UN Doc., online, diakses dari 
http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/005/08/IMG/NR000508.pdf?OpenElement, pada tanggal 
23 September 2012, pukul 17:18. 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
55 UNCITRAL, “UNCITRAL texts and Status”, Online, diakses dari 
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts.html, pada tanggal 23 September 2012, pukul 
20:42. 
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 2010 - UNCITRAL Arbitration Rules (as revised in 2010)  
 2006 - Recommendation regarding the interpretation of 
article II (2), and article VII (1), of the Convention on the 
Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 
(New York, 1958)  
 2002 - UNCITRAL Model Law on International 
Commercial Conciliation  
 1996 - UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral 
Proceedings  
 1985 - UNCITRAL Model Law on International 
Commercial Arbitration (amended in 2006)  
 1982 - Recommendations to assist arbitral institutions 
and other interested bodies with regard to arbitrations 
under the UNCITRAL Arbitration Rules  
 1980 - UNCITRAL Conciliation Rules  
 1976 - UNCITRAL Arbitration Rules  
 1958 - Convention on the Recognition and Enforcement 
of Foreign Arbitral Awards - the "New York" Convention  
 
b) International Sale of Goods (CISG) and Related 
Transactions  
 1992 - UNCITRAL Legal Guide on International Counter 
trade Transactions  
 1983 - Uniform Rules on Contract Clauses for an Agreed 
Sum Due upon Failure of Performance  
 1980 - United Nations Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods (CISG)  
 1974 - Convention on the Limitation Period in the 
International Sale of Goods 
  
c) Security Interests  
 2011 - UNCITRAL, Hague Conference and Unidroit 
Texts on Security Interests  
 2010 - UNCITRAL Legislative Guide on Secured 
Transactions: Supplement on Security Rights in 
Intellectual Property  
 2007 - UNCITRAL Legislative Guide on Secured 
Transactions  
 2001 - United Nations Convention on the Assignment of 
Receivables in International Trade. 
 
d) Insolvency  
 2011 - UNCITRAL Model Law on Cross-Border 
Insolvency: The Judicial Perspective  
39 
 
 2010 - UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, 
Part three: Treatment of enterprise groups in insolvency 
[pre-release]  
 2009 - UNCITRAL Practice Guide on Cross-Border 
Insolvency Cooperation (the "Practice Guide")  
 2004 - Legislative Guide on Insolvency Law  
 1997 - UNCITRAL Model Law on Cross-Border 
Insolvency  
 
e) International Payments  
 1995 - United Nations Convention on Independent 
Guarantees and Stand-by Letters of Credit  
 1992 - UNCITRAL Model Law on International Credit 
Transfers  
 1988 - United Nations Convention on International Bills 
of Exchange and International Promissory Notes  
 
f) International Transport of Goods  
 2008 - United Nations Convention on Contracts for the 
International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea - 
the "Rotterdam Rules"  
 1991 - United Nations Convention on the Liability of 
Operators of Transport Terminals in International Trade  
 1982 - Unit of Account Provision and Provisions for the 
Adjustment of the Limit of Liability in International 
Transport and Liability Conventions  
 1978 - United Nations Convention on the Carriage of 
Goods by Sea - the "Hamburg Rules"  
 
g) Electronic Commerce  
 2007 - Promoting confidence in electronic commerce: 
legal issues on international use of electronic 
authentication and signature methods  
 2005 - United Nations Convention on the Use of 
Electronic Communications in International Contracts  
 2001 - UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures 
with Guide to Enactment  
 1996 - UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 
with Guide to Enactment, with additional article 5 bis as 
adopted in 1998  
 1985 - Recommendation on the Legal Value of Computer 
Records  
 
h) Procurement and Infrastructure Development  
 2011 - UNCITRAL Model Law on Public Procurement  
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 2003 - Model Legislative Provisions on Privately 
Financed Infrastructure Projects  
 2000 - UNCITRAL Legislative Guide on Privately 
Financed Infrastructure Projects  
 1994 - UNCITRAL Model Law on Procurement of Goods, 
Construction and Services  
 1993 - UNCITRAL Model Law on Procurement of Goods 
and Construction  
 1987 - UNCITRAL Legal Guide on Drawing Up 
International Contracts for the Construction of Industrial 
Works. 
  
2. ICC (International Chamber of Commerce) 
Pasca konflik pertama di abad ke- 20 yakni perang dunia 
pertama, tidak terdapat sistem hukum dunia yang mengatur 
secara khusus hubungan dalam hal perdagangan, investasi, dan 
keuangan, sehingga sektor swasta mengambil inisiatif sendiri 
tanpa menunggu tindakan dari pemerintah masing-masing negara 
untuk membentuk suatu wadah atau organisasi yang akan 
menaungi masalah-masalah tersebut. Hal inilah yang menjadi ide 
dasar dari pembentukan ICC (International Chamber of 
Commerce).56 
Para kelompok pelaku dibidang industrialis, pemodal dan 
pedagang berkumpul dan bertekad mengupayakan pembangunan 
ekonomi dunia setelah kehancuran yang diakibatkan oleh perang 
dunia pertama. Bermula dari situlah sehingga mereka sepakat 
                                                           
56 ICC, “History of ICC, The Merchants of Place”, online, diakses dari 
http://www.iccwbo.org/about-icc/history/, pada tanggal 23 September 2012, pukul 22:06. 
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untuk membentuk ICC pada tahun 1919, dan menyebut diri 
mereka sebagai "the merchants of peace".57 
Banyak masuka atau ide-ide awal datang dari presiden 
pertama ICC yakni Etienne Clémentel, seorang mantan Menteri 
Perdagangan Prancis. Di bawah kepemimpinannya terhadap 
organisasi yang berkedudukan di Paris ini, beliau berperan 
penting dalam pembentukan ICC International Court of Arbitration 
pada tahun 1923.58  
Pada tahun-tahun awal berdirinya, ICC berjuang untuk 
berperan serta dalam memulihkan ekonomi global yang telah 
hancur akibat perang dunia pertama serta proteksionisme 
ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara di dunia. Sampai 
pada tahun 1933 ICC berhasil menerbitkan versi pertama dari 
Uniform Customs and Practice for Documentary Credits atau yang 
lebih dikenal dengan singkatan UCP. Kemudian pada tahun 1936 
versi pertama dari Incoterms (International Commercial Terms) 
juga diterbitkan dan diperbaharui dari waktu ke waktu seiring 
dengan kebutuhan zaman. Pada tahun berikutnya ICC juga 
memperkenalkan  International Code of Advertising Practice.59 
Pada tahun 1946 ICC diberikan status Konsultatif Tingkat 
Tinggi (highest level consultative) oleh PBB dan sejak saat itu, 
ICC turut serta mewakili sektor swasta dalam berbagai kegiatan 
                                                           
57 Ibid. 
58
 Ibid. 
59 Ibid. 
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PBB dan badan-badan khususnya. ICC sekarang telah memiliki 
banyak anggota di seluruh dunia serta mewadahi organisasi-
organisasi kamar dagang di masing-masing negara. Pada saat ini, 
ICC memiliki 13 komisi yang masing-masing terdiri dari para ahli 
dibidangnya, komisi-komisi tersebut meliputi: teknik, perbankan, 
perpajakan, hukum, persaingan, hak kekayaan intelektual, 
telekomunikasi, teknologi informasi, transportasi, lingkungan, 
energi, investasi internasional, dan kebijakan perdagangan.60 
Terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh ICC dalam 
upaya untuk turut serta melakukan unifikasi dan harmonisasi 
hukum perdagangan internasional, terdapat cukup banyak yang 
diterbitkan oleh ICC, baik itu dalam bentuk ICC Uniform Rules 
maupun ICC Guide. Namun dari semua aturan yang telah 
diterbitkan tersebut, terdapat 2 jenis aturan yang paling terkenal 
dan banyak dijadikan landasan dalam praktik perdagangan 
internasional, yakni Incoterms (International Commercial Terms) 
dan UCP (Uniform Customs and Practice for Documentary 
Credits). Keduanya ini telah dilakukan beberapa kali revisi sesuai 
dengan kebutuhan zaman masing-masing, untuk Incoterms sendiri 
edisi terakhirnya yakni Incoterms 2010 dan untuk UCP sendiri 
edisi terakhirnya yakni UCP 600.  
                                                           
60 Ibid. 
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ICC sendiri merupakan Non-govermental Organization 
(NGO), yang menjadi wadah berkumpulnya para pelaku ekonomi 
dunia. Di dalam konstitusi ICC, Pasal 1 ayat (1) dikatakan “The 
Organisation is called International Chamber of Commerce, also 
known as the „World Business Organisation‟ or by the acronym 
„ICC’”. Ketentuan-ketentuan  yang dihasilkan oleh ICC merupakan 
kesepakatan umum para pihak sebagai pelaku dalam ekonomi 
internasional, dan bukan merupakan kesepakatan antar negara. 
Oleh karena itu banyak kalangan yang menganggap bahwa 
ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh ICC bukanlah aturan 
hukum internasional, namun hanya kesepakatan-kesepakatan 
dagang yang dihasilkan dari kebiasaan umum. 
Dari kedua organisasi internasional yang penulis paparkan 
secara singkat di atas, tentu terlihat perbedaan antara keduanya, yang 
mana UNCITRAL merupakan organ dari PBB. Sebagai organisasi 
internasional UNCITRAL berada di dalam kelompok Subsidiary Bodies 
di bawah Majelis Umum PBB.61 Sementara itu, ICC sendiri bukanlah 
organ dari PBB, namun organisasi non-pemerintah. 
Melihat lebih luas, bahwasanya memang struktur hukum dari 
organisasi-organisasi internasional sangat beragam, ada yang berupa 
                                                           
61UN, “Subsidiary Organs of The General Assembly”, online, diakses dari  
http://www.un.org/en/ga/about/subsidiary/commissions.shtml, pada tanggal 01 Oktober 2012, 
pukul 19:02. 
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badan-badan korporasi, kumpulan negara-negara yang berfungsi 
melalui organ-organ pengambil keputusan, atau asosiasi-asosiasi 
yang longgar yang hanya bersidang dalam konferensi-konferensi 
periodik.62 Namun terlepas dari semua itu penulis akan tetap 
memfokuskan pembahasan tentang hukum yang mengatur kegiatan 
ekspor dan impor dengan berlandaskan pada dua organisasi yang 
ada di atas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
62
 J. G. Starke, Pengatar Hukum Internasional edisi kesepuluh, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Hal. 
799. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe 
penelitian normatif, yaitu dengan jalan mengkaji ketentuan hukum 
internasional yang ada dan membaca serta menelaah literatur. Seperti 
buku-buku teks, kamus-kamus hukum, ensikopedia, jurnal-jurnal 
hukum, dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. 
B. Jenis Data 
Jenis data yang diperoleh adalah data sekunder, yaitu data 
yang diperoleh melalui buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan 
jurnal-jurnal hukum, dan data-data lain yang diperoleh secara 
langsung (hard copy) maupun tidak langsung seperti data-data dari 
media online (internet).  
C. Lokasi Penelitian 
Sesuai dengan judul skripsi penulis “pengaturan hukum 
internasional terhadap kegiatan ekspor dan impor”, dan dengan 
pertimbangan waktu serta biaya dalam melakukan penelitian, maka 
penulis merencanakan penelitian yang akan dilaksanakan di: 
1. Perpustakaan Universitas Hasanuddin. 
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan 
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3. Pengumpulan data yang akan dilakukan melalui internet. 
D. Sumber Data 
Data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder yaitu publikasi 
tentang hukum. Selain itu dikarenakan kajian penulis terkait dengan 
hukum internasional yang mengatur kegiatan ekspor dan impor dan 
lebih banyak mengacu kepada organisasi-organisasi internasional 
sebagai tempat pembentukan aturan tersebut, maka sebagian dari 
data-data serta bahan-bahan yang penulis gunakan bersumber dari 
publikasi di internet pada situs-situs resmi dari organisasi yang 
bersangkutan. Kemudian publikasi tentang hukum meliputi buku-buku 
teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum, baik itu yang 
berupa hard copy maupun soft copy. Setelah bahan-bahan hukum 
berhasil dikumpul-kan, diverifikasi, kemudian dilakukan penyusunan 
secara sistematis terhadap bahan-bahan tersebut.  
E. Analisis Data 
Setelah bahan-bahan berhasil dikumpulkan melalui penelitian 
kepustakaan (library research), kemudian dilakukan penyusunan 
secara sistematis terhadap bahan-bahan tersebut, selanjutnya 
mengidentifikasi dengan kelompok permasalahan yang diajukan. 
Kemudian dilakukan interpretasi, selanjutnya dianalisis dengan 
metode analisis kualitatif, selanjutnya ditulis secara deskriptif dengan 
metode deduktif. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Kegiatan Ekspor dan 
Impor yang Diatur Dalam UNCITRAL dan ICC 
Dalam transaksi ekspor dan impor terdapat banyak proses yang 
terjadi, jika dipilah secara garis besar ada tujuh proses utama yakni: 
penawaran dan penerimaan (offer and acceptance), kontrak 
perdagangan  (sales contract), pengiriman produk (delivery of goods), 
pengapalan (shipping), asuransi (insurance), pembayaran (payment), 
dan penyelesaian sengketa  (dispute settlement).  
1. Penawaran dan penerimaan (Offering and acceptance)  
Sejak Januari 2003 sampai dengan April 2009 Hanwha 
Corporation (buyer) sebuah perusahaan yang berkedudukan di 
Korea, dengan Cedar Petrokimia, Inc. (seller) perusahaan yang 
berkedudukan di New York, Amerika Serikat, menjalin hubungan 
bisnis dan telah menghasilkan dua puluh kali kontrak penjualan 
yang semuanya berjalan lancar dan masing-masing pihak 
menjalankan kewajiban dan haknya sesuai dengan kontrak yang 
mereka sepakati. Prosedur untuk membuat kontrak-kontrak 
sebelumnya itu yakni seperti biasanya, Hanwha akan mengajukan 
tawaran untuk membeli produk petrokimia dari Cedar, dilanjutkan 
dengan negosiasi dan tawar menawar di antara para pihak sampai 
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menghasilkan kontrak yang berisi para pihak, jenis produk, jumlah, 
harga, dan aturan hukum yang akan diterapkan. Begitu proses 
secara umum yang mereka lakukan untuk dua puluh kontrak 
sebelumnya, namuan berbeda halnya dengan kontrak yang ke dua 
puluh satu.  
Tanggal 27 Mei 2009 Hanwha mengajukan tawaran untuk 
membeli 1.000 metrik ton produk petrokimia yakni toluena63 dengan 
harga US $ 640 per metrik ton, harga ini sesuai dengan harga 
pasaran pada saat itu. Cedar menerima tawaran pembelian itu 
dengan mengirimkan Hanwha lembar kontrak melalui e-mail yang 
berisi syarat dan kondisi umum, dan seperti biasanya pada kontrak-
kontrak yang mereka lakukan sebelumnya Cedar mencantumkan 
hukum yang mengatur kontrak mereka yakni hukum New York, 
UCC, dan Incoterms 2000. Hanwha tidak segera menanggapi 
dokumen kontrak tersebut, kemudian sekitar seminggu setelah 
Cedar mengirimkan Hanwha dokumen kontrak, barulah Hanwha 
membalas dengan adanya perubahan terhadap dokumen tersebut 
terkait dengan pemilihan hukum yang mengatur. Hanwha 
menentukan hukum Singapura dan Incoterms 2000 yang berlaku 
kemudian meniadakan hukum New York dan UCC. Bersama 
                                                           
63 Toluena, dikenal juga sebagai metilbenzena ataupun fenilmetana, adalah cairan bening 
tak berwarna yang tak larut dalam air dengan aroma seperti pengencer cat dan berbau 
harum seperti benzena. Toluena adalah hidrokarbon aromatik yang digunakan secara 
luas dalam stok umpan industri dan juga sebagai pelarut. Seperti pelarut-pelarut lainnya, 
toluena juga digunakan sebagai obat inhalan oleh karena sifatnya yang memabukkan. 
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dengan balasan itu juga, Hanwha mengatakan bahwa tidak akan 
ada kesepakatan kontrak jika perubahan yang dilakukannya ini 
tidak disetujui oleh Cedar. Selanjutnya Cedar juga melakukan hal 
yang sama, yakni menolak perubahan pemilihan hukum yang 
dilakukan oleh Hanwha dan mengirimkan kembali dokumen yang 
pertama dibuat oleh Cedar dengan pengaturan hukum New York, 
UCC, dan Incoterms 2000. 
   Sementara Cedar menunggu respon terhadap dokumen 
balasan terakhir yang dikirimnya, Hanwha mengajukan pembukaan 
Letter of Credit (L/C) pada tanggal 8 Juni 2009 untuk rencana 
pembayaran transaksi yang sedang dinegosiasikan aturan 
hukumnya. Pada tanggal 10 Juni 2009 surat penerimaan 
pembukaan L/C diterima oleh Hanwha, namun keesokan harinya 
tanggal 11 Juni 2009 Cedar memberitahukan Hanwha bahwa 
karena tidak ditandatanganinya kontrak yang diajukan oleh Cedar, 
maka tidak ada kesepakatan kontrak antara para pihak, dan Cedar 
memiliki hak untuk menjual toluene tersebut kepada pihak lain. 
Selain itu juga, harga toluena pada tanggal tersebut di pasaran 
telah naik dari US $ 640 per metrik ton menjadi US $ 790,50 per 
metrik ton.  
Pihak Hanwha menganggap bahwa mereka telah terikat 
dalam kesepakatan awal terhadap transaksi toluena dengan harga 
US $ 640 meskipun ketentuan tentang hukum yang mengatur 
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belum disepakati, namun pihak Cedar mengganggap tidak ada 
kesepakatan dan keterikatan diantara mereka. Selanjutnya Hanwha 
menggugat Cedar di U.S. District Court, Southern District of New 
York. Kemudian pengadilan berpendapat bahwa, karena mereka 
belum menyepakati aturan hukum yang mengatur kontrak, dan 
Amerika Serikat telah meratifikasi CISG 198064  dan Korea Selatan 
juga telah melakukan aksesi65 terhadap CISG 1980,66 maka CISG 
1980 diberlakukan terhadap para pihak dan keputusan pengadilan 
ialah gugatan Hanwha ditolak dengan menegaskan bahwa tidak 
ada kesepakatan kontrak terjadi antara para pihak.67 
Ini merupakan salah satu kasus dari sekian banyak kasus 
yang terjadi akibat kesalahpahaman para pihak dalam proses 
penawaran dan penerimaan. Ada banyak faktor yang menjadi 
                                                           
64 Amerika Serikat telah melakukan penandatanganan CISG 1980 pada tanggal 31 Agustus 1981, 
ratifikasi pada tanggal 11 Desember 1986, dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 1988.  
65 Menurut Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, Pasal 2 (1(b)) dikatakan “ratification, 
acceptance, approval, and accession mean in each case  the international act so named whereby 
a State establishes on the international plane its consent to be bound by a treaty”. Sedangkan 
menurut UU Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Pasal 1 (2) dikatakan 
“pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian 
internasional dalam bentuk ratifikasi (ratification), aksesi (accession), penerimaan (acceptance) 
dan persetujuan (approval)”. Ada yang berpendapat bahwa perbedaan mendasar antara ratifikasi 
dan aksesi ialah, jika ratifikasi berarti negara yang meratifikasi tersebut merupakan negara 
penandatangan dalam konvensi tersebut, dan aksesi merupakan salah satu cara atau bentuk 
pengikatan diri terhadap perjanjian internasional oleh negara yang bukan penandatangan 
konvensi. Sementara itu menurut Peter Malanczuk negara yang melakukan aksesi tidak ikut serta 
dalam negosiasi untuk pembentukan konvensi namun diundang untuk melakukan aksesi, aksesi 
dapat dilakukan jika diizinkan oleh konvensi itu sendiri atau jika disetujui oleh negara-negara 
pihak dalam konvensi tersebut. Aksesi maupun ratifikasi memiliki efek yang sama terhadap 
berlakunya konvensi tersebut. Lihat: Peter Malanczuk, “Modern Introduction To International 
Law”, (New York: Routledge, 1997), hal. 133. 
66 Korea Selatan telah melakukan aksesi terhadap CISG 1980 pada tanggal 17 Februari 2004 dan 
mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2005. 
67
 CISG, “CISG Case Presentation”, online, diakses dari 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/110118u1.html, pada tanggal 24 Oktober 2012, Pukul 21:26.  
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penyebab misalnya seperti kebiasaan dalam praktik bisnis dan 
sistem hukum. Namun perbedaan-perbedaan seperti itu 
sebenarnya telah berusaha diseragamkan di dalam aturan hukum 
internasional, salah satunya yakni United Nations Convention On 
Contracts for the International Sale of Goods (1980) atau yang 
dikenal dengan singkatan CISG 1980. Di dalam konvensi ini, hal 
yang terkait dengan penawaran dan penerimaan terdapat pada 
Part II, Pasal 14 sampai dengan Pasal 24.  
Untuk berlakunya Bagian II CISG ini tidak serta merta dapat 
diterapkan kepada semua negara yang meratifikasi konvensi, 
sebab berdasarkan Pasal 92 CISG yang pada intinya menyatakan 
bahwa negara yang meratifikasi konvensi ini dapat memasukkan 
ketentuan tambahan untuk tidak terikat pada Bagian II atau Bagian 
III konvensi ini.68 Hal seperti ini dilakukan oleh negara-negara 
Skandinavia yang menyatakan diri untuk tidak terikat pada Bagian II 
CISG.69 Selain itu berdasarkan Pasal 94 CISG, bahwa dua atau 
                                                           
68 Ketentuan untuk menyatakan tidak terikat pada bagian II atau bagian III CISG 1980 berdasarkan 
Pasal 92 CISG 1980, juga tentunya sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Konvensi 
Wina 1969 tentang The Law of the Treaties, Pasal 19 terkait dengan Formulation of Reservations 
dengan menyatakan “A State may, when signing, ratifying, accepting, approving or acceding to a 
treaty, formulate a  reservation unless: (a) the reservation is prohibited by the treaty; (b) the 
treaty provides that only specified reservations, which do not include the reservation in question, 
may be made; or (c) in cases not failing under subparagraphs (a) and (b), the reservation is 
incompatible with the object and purpose of the treaty”. Selain itu negara penandatangan yang 
menerapkan ketentuan Pasal 92 (1) ini, tidak akan dianggap sebagai negara penandatangan 
berdasarkan Pasal 1 (1) CISG 1980 berkenaan dengan hal-hal yang diatur oleh bagian terebut 
dimana ketetapan tersebut berlaku. Lihat Pasal 92 (2)CISG 1980. 
69 John O. Honnold, “Uniform Law For International Sales Under The 1980 United Nations 
Convention (3rd edition 1999)” CISG, online, diakses dari 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/honnold.html, pada tanggal 22 Oktober 2012, pukul 
22:24.  
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lebih negara penandatangan konvensi yang memiliki peraturan 
hukum yang sama atau terkait erat dengan aturan yang terdapat di 
dalam CISG dapat menyatakan bahwa konvensi ini tidak berlaku 
untuk mereka, deklarasi ini diterapkan ketika kedua belah pihak 
memiliki tempat usaha di Denmark, Finlandia, Swedia, Islandia atau 
Norwegia.70 Salah satu contoh kasus yang mengesampingkan 
penerapak Bagian II dari CISG ialah kasus yang pelaksanaan 
proses arbitrasenya dilakukan di Court of Arbitration of the 
International Chamber of Commerce antara penjual yang 
berkedudukan di Italy (penggugat) dengan pembeli yang 
berkedudukan di Finland (tergugat). Sidang arbitrase menyatakan 
bahwa sesuai dengan Pasal 1 (1) dan Pasal 100 CISG, CISG 
berlaku secara keseluruhan namun Finlandia telah membuat 
pengecualian pada saat ratifikasi, dengan menyatakan bahwa dia 
tidak akan terikat oleh Bagian II dari CISG 1980.71 
Pada Bagian II CISG 1980 secara umum Pasal 14 terkait 
dengan kriteria minimum untuk sebuah penawaran, Pasal 15 dan 
16 menyangkut penarikan kembali sebuah penawaran, Pasal 17 
menyangkut penghentian penawaran, Pasal 18 terkait dengan 
indikasi waktu penerimaan dari sebuah penawaran, Pasal 19 
menyangkut penerimaan yang disertai dengan perubahan atau 
                                                           
70 Ibid. 
71 CISG, “CISG Case Presentation”, online, diakses dari 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/927585i1.html, pada tanggal 24 Oktober 
2012, pukul 22:47.  
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Counter-offer, Pasal 20 dan 21 menyangkut tentang jangka waktu 
penerimaan, Pasal 22 menyangkut penarikan terhadap sebuah 
penerimaan. Dan dua pasal terakhir dari Bagian II CISG ini yakni 
Pasal 23 dan 24 terkait dengan waktu ketika kontrak telah 
disepakati bersama. 
Bunyi Pasal 14 CISG yakni:72 
(1) A proposal for concluding a contract addressed to one or 
more specific persons constitutes an offer if it is 
sufficiently definite and indicates the intention of the 
offeror to be bound in case of acceptance. A proposal is 
sufficiently definite if it indicates the goods and expressly 
or implicitly fixes or makes provision for determining the 
quantity and the price. 
 
(2) A proposal other than one addressed to one or more 
specific persons is to be considered merely as an 
invitation to make offers, unless the contrary is clearly 
indicated by the person making the proposal. 
 
Di dalam ayat satu dikatakan bahwa jika suatu proposal 
ditujukan kepada satu atau lebih orang tertentu barulah dapat 
dikatakan sebagai sebuah penawaran, dan jika tidak ditujukan 
kepada orang tertentu maka sesuai dengan ayat 2 itu hanyalah 
dianggap sebagai permintaan untuk membuat penawaran. 
Kemudian jika suatu proposal ditujukan kepada orang tertentu 
dalam jumlah yang cukup banyak, misalnya seorang penjual 
mengirimkan proposal melalui e-mail kepada 750 perusahaan atau 
calon pembeli dengan mencantumkan nama dan alamat masing-
                                                           
72 UNCITRAL, “United Nations Convention On Contracts For The International Sale of Goods 
(1980)”, online, diakses dari http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/sales/cisg/V1056997-
CISG-e-book.pdf, pada tanggal 8 Oktober 2012, pukul 20:34.  
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masing pihak yang dituju, atau dengan cara mengirimkan surat 
manual kepada 500 calon pembeli dengan menuliskan nama dan 
alamat lengkap calon pembeli itu, maka hal-hal semacam ini 
tidaklah serta merta untuk dapat dikatakan sebagai penawaran 
meskipun jelas pihak yang dituju. Kondisi seperti ini 
menggambarkan posisi kasus yang berada antara ketentuan yang 
terdapat dalam ayar 1 dan 2 pada Pasal 14 CISG. Namun di dalam 
ayat 1 juga terdapat unsur lain yang mungkin dimaksudkan untuk 
melengkapi jika terjadi kasus semacam ini yakni dengan 
menyatakan bahwa apabila cukup jelas dan menunjukkan maksud 
dari pihak yang menawarkan untuk menjadi terikat apabila terjadi 
penerimaan. Untuk menginterpretasikan maksud dari pihak yang 
menawarkan maka kita harus mengacu kepada Pasal 8 CISG 
khususnya ayat 3 yang menyatakan:73 
“In determining the intent of a party or the understanding a 
reasonable person would have had, due consideration is to 
be given to all relevant circumstances of the case including 
the negotiations, any practices which the parties have 
established between themselves, usages and any 
subsequent conduct of the parties”. 
 
Selain unsur yang terkait dengan kejelasan pihak yang dituju 
dan maksud untuk terikat yang harus ada dalam sebuah proposal 
agar dapat dikatakan sebagai penawaran, masih terdapat unsur 
lain yakni sebuah proposal harus menunjukkan kuantitas barang 
yang ditawarkan, dan harga dari barang tersebut. Ketentuan yang 
                                                           
73 CISG 1980. 
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terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) CISG terkait dengan adanya 
unsur harga yang harus dinyatakan secara tegas atau tersirat 
dalam sebuah proposal agar dapat dianggap sebagai sebuah 
penawaran menjadi perdebatan banyak pihak. Sebab jika ditelaah 
Pasal 55 CISG yang menyatakan:74 
“Where a contract has been validly concluded but does not 
expressly or implicitly fix or make provision for determining 
the price, the parties are considered, in the absence of any 
indication to the contrary, to have impliedly made reference 
to the price generally charged at the time of the conclusion of 
the contract for such goods sold under comparable 
circumstances in the trade concerned”.  
 
Di dalam Pasal 55 CISG ini, seolah-olah memberikan 
maksud bahwa suatu kontrak dapat secara sah dibuat tanpa harus 
ada penentuan harga baik itu secara tegas atau tersirat. Sementara 
di pihak lain Pasal 14 mengharuskan sebuah proposal menentukan 
harga baik itu secara tegas maupun tersirat agar dianggap sebagai 
penawaran. Jika demikian bisa saja kesimpulannya dikatakan 
bahwa kontrak dapat secara sah dibuat tanpa adanya proposal 
yang secara sah dianggap sebagai penawaran.  
Namun terlepas dari perdebatan yang demikian, di dalam 
praktik biasanya penasihat hukum para pihak akan sangat 
menganjurkan penentuan harga sebelum kontrak disepakati 
bersama. Apalagi jika transaksi mereka dalam jumlah yang cukup 
besar dan berlangsung lama, maka penentuan harga akan menjadi 
                                                           
74 CISG 1980. 
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lebih kompleks, dengan mempertimbangkan kenaikan biaya 
produksi, inflasi dan lain sebagainya. 
Kemudian, di dalam Pasal 15 ayat (1) CISG dikatakan 
bahwa penawaran mulai berlaku pada saat diterima oleh pihak 
yang menerima penawaran, hal ini menegaskan bahwa penawaran 
efektif bukan pada saat dikirim namun diterima, sebab waktu 
pengiriman yang berbeda-beda tergantung sarana yang digunakan, 
kemudian pada akhirnya nanti dapat mempengaruhi proses 
penawaran yang dilakukan. Selanjutnya di dalam ayat (2) terhadap 
pasal yang sama dikatakan bahwa meskipun penawaran bersifat 
tidak dapat ditarik kembali, namun masih tetap dapat ditarik kembali 
jika penarikan tersebut diterima oleh penerima tawaran sebelum 
atau pada saat yang bersamaan dengan diterimanya tawaran yang 
dikirimkan.  
Lebih lanjut mengenai penarikan penawaran diurai lagi 
dalam Pasal 16 CISG. Di dalam pasal ini terdapat dua ayat, yang 
mana pernyataan yang terdapat dalam ayat satu harus disyaratkan 
dengan pernyataan yang terdapat di dalam ayat dua. Dalam ayat 
(1) dikatakan bahwa penawaran dapat ditarik kembali apabila 
penarikan tersebut diterima oleh penerima penawaran sebelum 
surat penerimaan dikirimkan, namun di dalam ayat (2) poin (a) 
dikatakan bahwa penarikan tidak dapat dilakukan jika penawaran 
tersebut menyatakan tidak dapat ditarik kembali atau menunjukkan 
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jangka waktu tertentu untuk berlakunya penawaran tersebut. 
Misalnya dalam ilustrasi contoh, perusahaan “AB” (Penjual) pada 
tanggal 1 Januari 2013 mengirimkan proposal ke perusahaan “DG” 
(Pembeli) dengan turut mencantumkan jenis barang, jumlah, dan 
harga, serta ketentuan bahwa proposal penawaran ini berlaku 
sampai dengan 1 Februati 2013, kemudian pada tanggal 10 Januari 
2013 perusahaan “AB” mengirim surat dengan menyatakan bahwa 
dia menarik proposal penawarannya yang bertanggal 1 Januari 
2013, namun pada tanggal 20 Januari 2013 perusahaan “DG” 
mengirimkan surat penerimaan atas proposal penawaran 
perusahaan “AB” yang bertanggal 1 Januari 2013. Di dalam kondisi 
yang seperti ini maka, berdasarkan ketentuan CISG Pasal 16 ayat 
(2) poin (a) kesepakatan antara mereka telah terjadi, dan 
pencabutan proposal penawaran yang dilakukan oleh perusahaan 
“AB” pada tanggal 10 Januari 2013 tidak dapat diberlakukan. 
Kemudian masih terkait dengan Pasal 16, di dalam ayat (2) 
dikatakan bahwa suatu penawaran tidak dapat ditarik kembali 
dalam keadaan yang dinyatakan dalam poin (a) seperti uraian di 
atas, atau seperti pernyataan poin (b) “if it was reasonable for the 
offeree to rely on the offer as being irrevocable and the offeree has 
acted in reliance on the offer”. 75  Ini berarti jika proposal penawaran 
tersebut tidak menentukan jangka waktu untuk efektifnya sebuah 
                                                           
75 CISG, 1980. Pasal 16 (2(b)). 
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penerimaan, maka proposal penawaran itu tetap tidak dapat ditarik 
apabila penerima tawaran berkeyakinan bahwa tawaran tersebut 
tidak dapat ditarik kembali dan telah bertindak sesuai dengan 
kepercayaannya. Contoh ilustrasi seperti ini misalnya, yayasan 
“AB” yang memiliki beberapa rumah sakit swasta pada tanggal 1 
Januari 2013 mengirimkan proposal penawaran untuk membeli 
1.000.000 botol obat infus dari perusahaan farmasi “DG” dengan 
mencantumkan detail produk yang diinginkan, proses pengiriman, 
dan harga, kemudian sebelum menyampaikan penerimaan atas 
tawaran tersebut, pada tanggal 3 Januari 2013 perusahaan “DG” 
segera mempersiapkan stok bahan baku untuk pesanan yayasan 
“AB”, dan begitu stok bahan baku tersedia, yayasan “AB” pada 
tanggal 10 Januari 2013 mengirimkan surat pembatalan untuk 
pesanannya. Dalam hal seperti ini dan berdasarkan Pasal 16 ayat 
(2) poin (b) CISG maka perusahaan “AB” tidak dapat membatalkan 
penawaran tersebut. 
Namun jika diperhatikan masih terdapat celah antara 
penerapan Pasal 16 ayat (2) poin (a) dengan poin (b). misalnya 
saja mengambil ilustrasi contoh akan terlihat ilustrasi sebagai 
berkut: Perusahaan “AB” yang merupakan perusahaan distributor 
mobil di Canada berencana untuk memasarkan mobil berteknologi 
khusus yang memiliki keunggulan tersendiri khususnya untuk 
medan di daerah kutub utara, namun dikarenakan kendaraan 
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berteknologi seperti itu belum ada maka dibutuhkan penelitian 
terlebih dahulu, diapun menawarkan perusahaan “DG” sebuah 
produsen otomotif terkenal untuk menangani proyek tersebut, 
namun sebelum kesepakatan terjadi, perusahaan “AB” meminta 
perusahaan “DG” untuk membuat penelitian sesuai dengan konsep 
dasar dan alokasi dana yang dimiliki oleh perusahaan “AB” dan 
memberi jangka waktu untuk pembuatan konsep dan rincian dana 
itu selama 1 bulan, namun setelah satu bulan berjalan konsep 
kendaraan berteknologi tersebut dan rincian biaya yang dikerjakan 
oleh perusahaan “DG” baru selesai 90 persen. Dalam kondisi 
seperti ini apakah perusahaan “AB” berhak untuk menarik 
penawarannya karena telah melewati jangka waktu penawaran 
yang efektif sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) poin (a) CISG ? Atau 
bisa saja perusahaan “DG” mengatakan penawaran tidak dapat 
ditarik kembali karena dia mempercayai bahwa penawaran tersebut 
tidak dapat ditarik kembali dan pihaknya telah melakukan tindakan 
sesuai dengan kepercayaannya tersebut serta mengeluarkan 
sumber daya untuk melakukan penelitian, hal ini berdasarkan Pasal 
16 ayat (2) poin (b) CISG. Sebab yang perlu diperhatikan 
bahwasanya kalimat terakhir yang terdapat dalam poin (a) 
menyatakan “or” atinya salah satu dari kedua poin yang terdapat 
dalam ayat (2) tersebut yang harus digunakan, dan tidak keduanya 
secara bersamaan. 
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Pasal 17 CISG mengatakan “An offer, even if it is 
irrevocable, is terminated when a rejection reaches the offeror”. Di 
dalam pasal ini menegaskan bahwa meskipun penawaran itu tidak 
dapat ditarik kembali namun dapat diakhiri apabila penolakan 
tersebut diterima oleh pihak yang menawarkan. Jika diilustrasikan 
maka dapat dicontohkan sebagai berikut: pada tanggal 1 Januari 
2013 perusahaan “AB” (penjual) memberikan proposal penjualan 
kepada perusahaan “DG” (pembeli) dan berlaku sampai dengan 
tanggal 1 Februati 2013, kemudian pada tanggal 5 Januari 2013 
perusahaan “DG” mengirimkan surat penolakan dengan alasan 
harganya yang terlalu mahal, namun pada tanggal 7 Januari 2013 
perusahaan “DG” mengirimkan kembali surat penerimaan terhadap 
proposal yang bertanggal 1 Januari 2013 tersebut, perusahaan 
“AB” menginformasikan bahwa proposal tawaran dicabut karena 
telah ditolak terlebih dahulu oleh perusahaan “DG”, namun 
perusahaan “DG” menganggap penawaran tidak dapat dicabut atau 
masih berlaku sesuai dengan tenggang waktunya yakni sampai 
dengan 1 Februari 2013. Dalam kasus seperti ini maka sesuai 
dengan Pasal 17 CISG dapat dikatakan bahwa tidak terjadi 
kesepakatan antara para pihak sebab penolakan telah dilakukan 
oleh perusahaan “DG” dan penolakan tersebut telah diterima oleh 
perusahaan “AB”, maka tawaran diakhiri. 
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Selanjutnya Pasal 18 menetapkan aturan umum untuk 
penerimaan. Ayat (1) berkaitan dengan sifat dan cara penerimaan. 
Ayat (2) berkaitan dengan kebutuhan untuk komunikasi kepada 
pihak yang menawarkan. Ayat (3) membuat pengecualian terhadap 
aturan dalam ayat (2).76 
Pasal 18 ayat (1) CISG menyatakan “A statement made by 
or other conduct of the offeree indicating assent to an offer is an 
acceptance. Silence or inactivity does not in itself amount to 
acceptance”. Di dalam ketentuan ini cukup jelas dikatakan 
bahwasanya penerimaan itu dapat dilakukan dengan dua cara 
yakni dengan memberikan pernyataan persetujuan atas sebuah 
penawaran dan dengan cara melakukan tindakan lainnya yang 
menunjukkan persetujuan atas sebuah penawaran, kemudian di 
dalam ayat (1) ini juga dikatakan bahwa diam atau tidak adanya 
tindakan tidak dapat dikatakan sebagai penerimaan, namun terkait 
dengan ketentuan ini bisa saja para pihak menentukan dalam 
kontrak perdagangan yang mereka buat untuk mengesampingkan 
pemberlakuan pasal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat 
dalam Pasal 6 CISG. Jadi jika pihak yang memberi penawaran dan 
pihak yang diberi penawaran sepakat bahwa diam atau tidak 
adanya tindakan dapat dikatakan sebagai sebuah penerimaan, 
kesepakatan mereka itu akan efektif untuk mengubah aturan umum 
                                                           
76 E. Allan Farnsworth, “Article 18”, online, diakses dari 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/farnsworth-bb18.html, pata tanggal 20 Oktober 2012, 
pukul 19:01.  
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Pasal 18 ayat (1). Sebagai contoh, jika sebuah perjanjian waralaba 
jangka panjang menetapkan bahwa perintah pemegang waralaba 
dianggap diterima jika franchisor tidak menjawab dalam waktu 
sepuluh hari, diamnya franchisor selama sepuluh hari dalam 
menghadapi suatu penawaran tersebut akan berdampak menjadi 
sebuah penerimaan. Selanjutnya, dalam Pasal 9 juga, ditentukan 
bahwa para pihak terikat oleh setiap prosedur yang mereka telah 
sepakati dan oleh praktik-praktik yang telah mereka tentukan 
bersama. Oleh karena itu penggunaan atau praktik penerimaan 
dengan cara diam atau tidak adanya tindakan juga bisa 
dikesampingkan dari aturan umum.77  
Kemudian ayat (2) dari Pasal 18 CISG menyatakan: 
“An acceptance of an offer becomes effective at the moment 
the indication of assent reaches the offeror. An acceptance is 
not effective if the indication of assent does not reach the 
offeror within the time he has fixed or, if no time is fixed, 
within a reasonable time, due account being taken of the 
circumstances of the transaction, including the rapidity of the 
means of communication employed by the offeror. An oral 
offer must be accepted immediately unless the 
circumstances indicate otherwise”.  
 
Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) ini bahwa 
penerimaan itu mulai berlaku pada saat tanggapan yang 
menunjukkan penerimaan atas penawaran yang diberikan diterima 
oleh pihak yang memberikan penawaran, dan bukannya pada saat 
penerimaan itu dikirimkan oleh yang menerima penawaran seperti 
                                                           
77 Ibid. 
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ketentuan Common Law Singapura.78 Selain itu berdasarkan 
ketentuan ini juga bahwa penerimaan tidak berlaku ketika masa 
tenggang waktu yang diberikan telah habis dan jika tidak ditentukan 
batas waktu penerimaan maka ditentukan sesuai dengan batas 
waktu yang wajar, termasuk juga dengan mempertimbangkan 
waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman penerimaan. Di dalam 
kalimat terakhir ketentuan ini juga mensyaratkan sebuah 
penawaran yang dilakukan secara lisan untuk diterima dengan 
segera kecuali apabila keadaan menunjukkan lain, hal seperti ini 
tentunya sesuai dengan ketentuan Pasal 11 CISG yang 
menyatakan bahwa kontrak tidak harus dibuktikan secara tertulis.  
Kemudian Pasal 18 ayat (3) CISG menyatakan:  
“However, if, by virtue of the offer or as a result of practices 
which the parties have established between themselves or of 
usage, the offeree may indicate assent by performing an act, 
such as one relating to the dispatch of the goods or payment 
of the price, without notice to the offeror, the acceptance is 
effective at the moment the act is performed, provided that 
the act is performed within the period of time laid down in the 
preceding paragraph”.  
 
Dengan demikian, kondisi yang digambarkan oleh ketentuan 
ayat (3) ini cukup efektif berlaku antara para pihak yang telah 
menjalin hubungan bisnis yang cukup lama, sehingga ketika salah 
satu pihak diberikan penawaran maka cukup dengan langsung 
memberikan pembayaran atau mengirimkan barang sesuai dengan 
                                                           
78 Singapore Law, “Chapter 10 The Application In Singapore of The United Nations Convention 
On Contracts For The International Sale of Goods (CISG)”, online, diakses dari 
http://www.singaporelaw.sg/content/CISG.html, pada tanggal 26 Oktober 2012, pukul 19:58.  
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ketentuan yang ada di dalam penawaran tersebut hal ini sudah 
dapat dianggap penerimaan sejak pertama kali tindakan-tindakan 
tersebut dilakukan, jika menyimak antara Pasal 18 ayat (2) dengan 
ayat (3) maka ada perbedaan antara penerimaan tawaran yang 
dilakukan melalui surat penerimaan dengan penerimaan tawaran 
yang dilakukan dengan tindakan tertentu. Jika penerimaan 
penawaran melalui surat, maka berlakunya penerimaan tersebut 
ketikan pihak yang menawarakan menerima surat penerimaan dari 
pihak yang ditawarakan dan bukan pada waktu dikirim. Namun jika 
penerimaan dilakukan dengan tindakan tertentu seperti 
pembayaran atau pengiriman barang maka penerimaan penawaran 
mulai berlaku pada saat dilakukan tindakan itu, meskipun akibat 
dari tindakan tersebut belum sampai kepada pihak yang 
menawarkan. 
Selanjutnya, ketentuan Pasal 19 CISG, yang mana 
ketentuan di dalam pasal inilah yang sangat terkait erat dengan 
contoh kasus antara Hanwha Corporation Vs. Cedar Petrokimia, 
Inc. yang telah penulis paparkan di awal bab ini. Pasal 19 CISG ini 
menyangkut penawaran balik atau Counter-offer oleh pihak yang 
ditawarkan. Adapun bunyi Pasal 19 CISG yakni: 
(1) A reply to an offer which purports to be an acceptance 
but contains additions, limitations or other modifications 
is a rejection of the offer and constitutes a counter-offer. 
 
(2) However, a reply to an offer which purports to be an 
acceptance but contains additional or different terms 
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which do not materially alter the terms of the offer 
constitutes an acceptance, unless the offeror, without 
undue delay, objects orally to the discrepancy or 
dispatches a notice to that effect. If he does not so 
object, the terms of the contract are the terms of the offer 
with the modifications contained in the acceptance. 
 
(3) Additional or different terms relating, among other things, 
to the price, payment, quality and quantity of the goods, 
place and time of delivery, extent of one party's liability to 
the other or the settlement of disputes are considered to 
alter the terms of the offer materially. 
 
Pemahaman terhadap Pasal 19 CISG ini haruslah dilihat 
secara menyeluruh atara ayat (1), (2), dan (3). Sebab ketiganya 
terkait erat satu sama lain terhadap ketentuan yang diaturnya. Yang 
pada intinya menyatakan bahwa balasan atas sebuah penawaran 
yang memuat tambahan-tambahan, batasan-batasan, dan 
perubahan lainnya tidaklah dapat dikatakan sebagai penerimaan 
berdasarkan ayat (1), namun di dalam ayat (2) dinyatakan bahwa 
ketentuan-ketentuan tambahan atau ketentuan-ketentuan berbeda 
yang tidak mengubah unsur materil dari ketentuan penawaran dan 
pihak yang menawarkan tidak keberatan dengan perubahan yang 
tidak mengubah unsur materil dari penawaran tersebut maka 
balasan tersebut tetap dapat dikatakan sebagai penerimaan, 
namun jika pihak yang menawarkan keberatan atas perubahan 
yang bersifat imateril maka dia harus segera menginformasikan 
pihak yang menerima penawaran bahwa dia keberatan atas 
perubahan tersebut agar balasan atas penawaran tidak dianggap 
sebagai penerimaan oleh pihak yang ditawarkan. Selanjutnya di 
66 
 
dalam ayat (3) ditentukan hal-hal yang termasuk unsur materil yang 
dimaksud di dalam ayat (2), unsur-unsur materil itu yakni berkaitan 
dengan harga, pembayaran, kualitas, kuantitas barang, tempat dan 
waktu pengiriman, tingkat kewajiban satu pihak terhadap pihak 
lainnya, serta penyelesaian sengketa. 
Di dalam kasus antara Hanwha Vs. Cedar di atas, jelas 
terlihat bahwasanya salah satu ketentuan materil yang menjadi 
permasalahan utama, yakni ketika Hanwha tidak setuju dengan 
pemilihan hukum New York, dan UCC yang dilakukan oleh Cedar, 
kemudian Hanwha mengajukan untuk menggunakan hukum 
Singapura. Perselisihan memuncak ketika Cedar menyatakan 
bahwa tidak ada keterikatan kontrak telah terjadi di antara mereka 
dan dia bebas untuk menjual produk Toulena yang sebelumnya 
direncanakan akan dibeli oleh Hanwha untuk dijual kepada pihak 
lain, pernyataan Cedar ini dikeluarkan sebelum mereka 
menyepakati pilihan hukum yang mengatur, sehingga jika dikaitkan 
dengan Pasal 19 ini maka memang benar tidak ada kesepakatan 
ataupun kontrak yang mengikat antara mereka sebab salah satu 
unsur materil tidak berhasil disepakati oleh kedua belah pihak. 
Kemudian Pasal 20 CISG mengatur tentang hitungan 
terhadap tenggang waktu yang ditentukan sebagai waktu yang 
efektif untuk penerimaan sebuah penawaran. Di dalam Pasal 20 
ayat (1) dikatakan bahwa jangka waktu penerimaan yang 
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ditetapkan oleh pihak yang menawarkan kemudian dikirim melalui 
telegram atau surat mulai berlaku saat telegram tersebut 
diserahkan untuk dikirim atau mulai dari tanggal yang tertera pada 
surat, atau apabila tanggal tidak tertera di dalam surat penawaran 
tersebut, maka dimulai dari tanggal yang tertera pada amplop surat 
tersebut. Selain itu jangka waktu penerimaan yang ditetapkan oleh 
pihak yang menawarkan melalui telepon, teleks, atau sarana 
komunikasi cepat lainnya mulai berlaku sejak saat penawaran 
tersebut diterima oleh penerima penawaran. Selanjutnya di dalam 
ayat (2) dikatakan bahwa hari libur resmi atau hari-hari bukan hari 
kerja yang dilewati selama jangka waktu penerimaan, termasuk ke 
dalam jangka waktu penerimaan tersebut. Meskipun demikian, 
apabila pemberitahuan penerimaan tidak dapat dikirim ke alamat 
pihak yang menawarkan pada hari terakhir dari jangka waktu 
tersebut karena hari tersebut jatuh pada hari libur resmi atau pada 
hari yang bukan hari kerja di tempat usaha pihak yang 
menawarkan, maka jangka waktu diperpanjang sampai hari kerja 
pertama berikutnya. 
Pasal 21 ayat (1) CISG dikatakan bahwa penerimaan yang 
terlambat tetap berlaku sebagai penerimaan apabila pihak yang 
menawarkan, tanpa penundaan, langsung secara lisan 
memberitahukan kepada pihak penerima tawaran ataupun 
mengirimkan pemberitahuan berkaitan dengan pemberlakuan 
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penerimaan tawaran tersebut. Selanjutnya di dalam ayat (2) 
dikatakan lebih lanjut bahwa apabila sebuah surat atau tulisan yang 
memuat penerimaan yang terlambat namun menunjukkan bahwa 
surat atau tulisan tersebut telah dikirim dalam keadaan tertentu, 
yang mana surat atau tulisan tersebut akan dapat diterima oleh 
pihak yang menawarkan tepat pada waktunya apabila 
pengirimannya dilakukan dalam keadaan normal, maka pengiriman 
yang terlambat tersebut berlaku sebagai penerimaan, kecuali 
apabila tanpa penundaan, pihak yang menawarkan 
memberitahukan kepada penerima tawaran secara lisan bahwa ia 
menganggap penawarannya telah habis masa berlakunya atau 
mengirimkan pemberitahuan tentang habisnya masa berlaku 
penawaran.  
Sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) bahwasanya penerimaan 
mulai berlaku pada saat penerimaan itu diterima atau sampai 
kepada pihak yang menawarkan. Kemudian di dalam Pasal 22 
CISG dikatakan bahwa penerimaan dapat ditarik apabila penarikan 
tersebut diterima oleh pihak yang menawarkan sebelum atau pada 
saat yang sama dengan waktu mulai berlakunya penerimaan.  
Pasal 23 CISG menyatakan “A contract is concluded at the 
moment when an acceptance of an offer becomes effective in 
accordance with the provisions of this Convention”. Pasal ini 
memberikan kesimpulan akan arti pentingnya penawaran dan 
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penerimaan itu, mulai dari bentuk proposal yang harus 
mengandung unsur tertentu agar dapat dikatakan sebagai sebuah 
penawaran, dan penerimaan akan mengikat jika penerimaan itu 
terhadap sebuah penawaran bukannya undangan untuk 
menawarkan. Kemudian ketika penerimaan atas penawaran itu 
diterima oleh yang memberi penawaran sebagaimana yang 
terdapat dalam Pasal 18 ayat (2) maka pada saat itulah kontrak 
disepakati berdasarkan Pasal 23 ini. Ini juga menunjukkan 
bahwasanya kontrak disepakati bukan pada saat 
ditandatanganinya namun pada saat penerimaan atas sebuah 
penawaran berlaku. 
Selanjutnya pasal terakhir dari Bagian II CISG ini ialah Pasal 
24 yang terkait dengan penentuan alamat untuk tujuan komunikasi 
antara para pihak. Dalam pasal ini dikatakan bahwa untuk tujuan 
bagian dari konvensi ini, penawaran, pemberitahuan penerimaan, 
atau setiap maksud lainnya, menjadi diterima oleh pihak yang dituju 
apabila disampaikan kepadanya secara lisan atau dikirim langsung 
kepadanya melalui berbagai cara ke tempat usahanya, atau ke 
alamat suratnya, atau apabila ia tidak memiliki alamat tempat usaha 
dan alamat surat, maka dikirim ke tempat tinggal tetapnya. 
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Kemudian, secara lengkap terkait dengan status CISG 1980 
dapat dilihat dalam table di bawah ini:79 
 All dates: DD/MM/YYYY 
State Notes Signature 
Ratification, 
Accession(*), 
Approval(†), 
Acceptance(‡) 
or Succession(§) 
Entry into 
force 
Albania 
  
13/05/2009(*) 01/06/2010 
Argentina (a) 
 
19/07/1983(*) 01/01/1988 
Armenia (a), (e)  
 
02/12/2008(*) 01/01/2010 
Australia 
  
17/03/1988(*) 01/04/1989 
Austria 
 
11/04/1980 29/12/1987 01/01/1989 
Belarus (a) 
 
09/10/1989(*) 01/11/1990 
Belgium 
  
31/10/1996(*) 01/11/1997 
Benin 
  
29/07/2011(*) 01/08/2012 
Bosnia and 
Herzegovina   
12/01/1994(§) 06/03/1992 
Bulgaria 
  
09/07/1990(*) 01/08/1991 
Burundi 
  
04/09/1998(*) 01/10/1999 
Canada (b) 
 
23/04/1991(*) 01/05/1992 
Chile (a) 11/04/1980 07/02/1990 01/03/1991 
China (a), (e) 30/09/1981 11/12/1986(†) 01/01/1988 
Colombia 
  
10/07/2001(*) 01/08/2002 
Croatia (c) 
 
08/06/1998(§) 08/10/1991 
Cuba 
  
02/11/1994(*) 01/12/1995 
Cyprus 
  
07/03/2005(*) 01/04/2006 
Czech Republic (d), (e) 
 
30/09/1993(§) 01/01/1993 
Denmark (f) 26/05/1981 14/02/1989 01/03/1990 
Dominican Republic 
  
07/06/2010(*) 01/07/2011 
                                                           
79 UNCITRAL, “UNCITRAL Texts & Status”, online, diakses dari 
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html, pada 
tanggal 8 Oktober 2012, pukul 24:13.  
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Ecuador 
  
27/01/1992(*) 01/02/1993 
Egypt 
  
06/12/1982(*) 01/01/1988 
El Salvador 
  
27/11/2006(*) 01/12/2007 
Estonia (g) 
 
20/09/1993(*) 01/10/1994 
Finland (f) 26/05/1981 15/12/1987 01/01/1989 
France 
 
27/08/1981 06/08/1982(†) 01/01/1988 
Gabon 
  
15/12/2004(*) 01/01/2006 
Georgia 
  
16/08/1994(*) 01/09/1995 
Germany (h), (i) 26/05/1981 21/12/1989 01/01/1991 
Ghana 
 
11/04/1980 
  
Greece 
  
12/01/1998(*) 01/02/1999 
Guinea 
  
23/01/1991(*) 01/02/1992 
Honduras 
  
10/10/2002(*) 01/11/2003 
Hungary (a), (j) 11/04/1980 16/06/1983 01/01/1988 
Iceland (f) 
 
10/05/2001(*) 01/06/2002 
Iraq 
  
05/03/1990(*) 01/04/1991 
Israel 
  
22/01/2002(*) 01/02/2003 
Italy 
 
30/09/1981 11/12/1986 01/01/1988 
Japan 
  
01/07/2008(*) 01/08/2009 
Kyrgyzstan 
  
11/05/1999(*) 01/06/2000 
Latvia (a) 
 
31/07/1997(*) 01/08/1998 
Lebanon 
  
21/11/2008(*) 01/12/2009 
Lesotho 
 
18/06/1981 18/06/1981 01/01/1988 
Liberia 
  
16/09/2005(*) 01/10/2006 
Lithuania (a) 
 
18/01/1995(*) 01/02/1996 
Luxembourg 
  
30/01/1997(*) 01/02/1998 
Mauritania 
  
20/08/1999(*) 01/09/2000 
Mexico 
  
29/12/1987(*) 01/01/1989 
Mongolia 
  
31/12/1997(*) 01/01/1999 
Montenegro 
  
23/10/2006(§) 03/06/2006 
Netherlands 
 
29/05/1981 13/12/1990(‡) 01/01/1992 
New Zealand 
  
22/09/1994(*) 01/10/1995 
Norway (f) 26/05/1981 20/07/1988 01/08/1989 
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Paraguay (a) 
 
13/01/2006(*) 01/02/2007 
Peru 
  
25/03/1999(*) 01/04/2000 
Poland 
 
28/09/1981 19/05/1995 01/06/1996 
Republic of Korea 
  
17/02/2004(*) 01/03/2005 
Republic of Moldova 
  
13/10/1994(*) 01/11/1995 
Romania 
  
22/05/1991(*) 01/06/1992 
Russian Federation (a), (k) 
 
16/08/1990(*) 01/09/1991 
Saint Vincent and the 
Grenadines 
(e) 
 
12/09/2000(*) 01/10/2001 
San Marino 
  
22/02/2012(*) 01/03/2013 
Serbia (l) 
 
12/03/2001(§) 27/04/1992 
Singapore (e) 11/04/1980 16/02/1995 01/03/1996 
Slovakia (d), (e) 
 
28/05/1993(§) 01/01/1993 
Slovenia 
  
07/01/1994(§) 25/06/1991 
Spain 
  
24/07/1990(*) 01/08/1991 
Sweden (f) 26/05/1981 15/12/1987 01/01/1989 
Switzerland 
  
21/02/1990(*) 01/03/1991 
Syrian Arab Republic 
  
19/10/1982(*) 01/01/1988 
The former Yugoslav 
Republic of Macedonia   
22/11/2006(§) 17/11/1991 
Turkey 
  
07/07/2010(*) 01/08/2011 
Uganda 
  
12/02/1992(*) 01/03/1993 
Ukraine (a) 
 
03/01/1990(*) 01/02/1991 
United States of 
America 
(e) 31/08/1981 11/12/1986 01/01/1988 
Uruguay 
  
25/01/1999(*) 01/02/2000 
Uzbekistan 
  
27/11/1996(*) 01/12/1997 
Venezuela (Bolivarian 
Republic of)  
28/09/1981 
  
Zambia 
  
06/06/1986(*) 01/01/1988 
 Parties: 78  
Notes  
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(a)  This State declared, in accordance with articles 12 and 96 of 
the Convention, that any provision of article 11, article 29 or 
Part II of the Convention that allowed a contract of sale or its 
modification or termination by agreement or any offer, 
acceptance or other indication of intention to be made in any 
form other than in writing, would not apply where any party had 
his place of business in its territory. 
(b)  Upon accession, Canada declared that, in accordance with 
article 93 of the Convention, the Convention would extend to 
Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, 
Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, Ontario, Prince 
Edward Island and the Northwest Territories. (Upon accession, 
Canada declared that, in accordance with article 95 of the 
Convention, with respect to British Columbia, it will not be 
bound by article 1, paragraph (b), of the Convention. In a 
notification received on 31 July 1992, Canada withdrew that 
declaration.) In a declaration received on 9 April 1992, Canada 
extended the application of the Convention to Quebec and 
Saskatchewan. In a notification received on 29 June 1992, 
Canada extended the application of the Convention to the 
Yukon Territory. In a notification received on 18 June 2003, 
Canada extended the application of the Convention to the 
Territory of Nunavut. 
(c)  Upon succeeding to the Convention, Croatia has decided, on 
the basis of the Constitutional Decision on Sovereignty and 
Independence of the Republic of Croatia of 25 June 1991 and 
the Decision of the Croatian Parliament of 8 October 1991, and 
by virtue of succession of the Socialist Federal Republic of 
Yugoslavia in respect of the territory of Croatia, to be 
considered a party to the Convention with effect from 8 October 
1991, the date on which Croatia severed all constitutional and 
legal connections with the Socialist Federal Republic of 
Yugoslavia and took over its international obligations. 
(d) The former Czechoslovakia signed the Convention on 1 
September 1981 and deposited an instrument of ratification on 
5 March 1990, with the Convention entering into force for the 
former Czechoslovakia on 1 April 1991. On 28 May and 30 
September 1993, respectively, Slovakia and the Czech 
Republic, deposited instruments of succession, with effect from 
1 January 1993, the date of succession of both States. 
(e)  This State declared that it would not be bound by paragraph 1 
(b) of article 1. 
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(f)   Denmark and Norway declared that they would not be bound by 
Part II of the Convention ("Formation of the Contract"). 
Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden declared that 
the Convention would not apply to contracts of sale or to their 
formation where the parties have their places of business in 
Denmark, Finland, Iceland, Norway or Sweden. 
(g)  On 9 March 2004, Estonia withdrew the declaration made upon 
ratification mentioned in footnote (a). 
(h)  The Convention was signed by the former German Democratic 
Republic on 13 August 1981 and ratified on 23 February 1989 
and entered into force on 1 March 1990. 
(i)   Upon ratifying the Convention, Germany declared that it would 
not apply article 1, paragraph 1 (b) in respect of any State that 
had made a declaration that that State would not apply article 1, 
paragraph 1 (b). 
(j) Upon ratifying the Convention, Hungary declared that it 
considered the General Conditions of Delivery of Goods 
between Organizations of the Member Countries of the Council 
for Mutual Economic Assistance to be subject to the provisions 
of article 90 of the Convention. 
(k)  The Russian Federation continues, as from 24 December 1991, 
the membership of the former Union of Soviet Socialist 
Republics (USSR) in the United Nations and maintains, as from 
that date, full responsibility for all the rights and obligations of 
the USSR under the Charter of the United Nations and 
multilateral treaties deposited with the Secretary-General. 
(l)  The former Yugoslavia signed and ratified the Convention on 11 
April 1980 and 27 March 1985, respectively. On 12 March 2001, 
the former Federal Republic of Yugoslavia declared the 
following: "The Government of the Federal Republic of 
Yugoslavia, having considered [the Convention], succeeds to 
the same and undertakes faithfully to perform and carry out the 
stipulations therein contained as from April 27, 1992, the date 
upon which the Federal Republic of Yugoslavia assumed 
responsibility for its international relations." 
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2. Kontrak perdagangan (Sales Contract) 
Banyak para pakar telah mendefinisikan terkait dengan 
pengertian kontrak tersebut, namun sebagai bahan referensi 
penulis akan mengutip dua diantaranya. Pertama definisi yang 
dikemukakan oleh Redmond dengan mengatakan “a contract is a 
legally binding agreement: that is, an agreement which will be 
enforced by the courts”.80  Kemudian definisi yang keduan dari Sir 
William Anson dalam bukunya Principles of the Law of Contract  
beliau mengatakan “contract as a legally binding agreement made 
between two or more persons, by which rights are acquired by one 
or more acts or forbearances on the part of the other or others”.81 
Meskipun di dalam Pasal 11 CISG dikatakan bahwa kontrak 
tidak harus dalam bentuk tertulis, namun alangkah baiknya para 
pihak yang melakukan kegiatan ekspor dan impor membentuk 
kesepakatan kontrak dalam bentuk tertulis, sehingga dapat 
memberi kejelasan akan kewajiban dan hak antara para pihak. Hal 
yang sama juga dikatakan oleh Anders dan Kumpf dalam bukunya 
Business law dengan mengatakan “generally a contract is valid 
whether it is written or oral. By statute, however, some contracts 
must be evidenced by a writing”.82 Kemudian di dalam pembahasan 
                                                           
80 P. W. Redmond, Revised by R. G. Lawson, “Introduction to Business law (Seventh Edition)”, 
(London: Pitman Publishing, 1993), hal. 3.  
81 Ibid. 
82
 Ronald A. Anderson dan Walter A. Kumpf, “Business Law (Tenth Edition)”, (Cincinnati, Ohio: 
South-Western Publishing Co., 1977), hal. 187. 
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mengenai sales contract ini juga, penulis hanya akan membahas 
terkait dengan kontrak tertulis saja. 
Seperti yang telah penulis bahas di atas, bahwasanya 
kesepakatan kontrak terbentuk dari adanya penerimaan terhadap 
sebuah penawaran, dan sebuah penawaran juga berisi ketentuan-
ketentuan perdagangan antar para pihak yang kemudian semuanya 
itu dituangkan di dalam sales contract khususnya yang terkait 
dengan ketentuan materil sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 
19 ayat (3) CISG. Selain ketentuan-ketentuan materil itu, juga perlu 
ditambahkan ketentuan lainnya seperti jaminan, force majeure, dan 
ketentuan lainnya. 
Format kontrak perdagangan khususnya dalam kegiatan 
ekspor dan impor serta poin-poin ketentuan yang terdapat di 
dalamnya akan berbeda-beda tergantung dari keperluan, 
keinginan, dan keadaan para pihak. Menurut Beckmana sendiri 
dalam bukunya Law For Business and Management mengatakan 
“there are many ways in which contracts can be classified. For 
convenience, they can be differentianted according to the manner 
in which they were made or carried out”.83 Lebih lanjut beliau 
mengurai mengenai perbedaan kontrak yang dapat terjadi dengan 
mengatakan “some contracts are classified by the way in which 
                                                           
83
 Gail Mcknight Beckman, dkk, “Law For Business and Management”, (United States of America: 
McGraw-Hill, Inc, 1975), hal. 17. 
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courts will enforce them or the defenses available to the parties”84, 
kemudian dikatakan lagi bahwa “another method of classification is 
by the manner the reasonable expectations of the parties are 
obtained through the contract and the equities shown in the 
contractual relationship”.85 Namun terlepas dari perbedaan-
perbedaan tersebut, mengacu kepada pendapat Karla C. Shippey, 
beliau berpendapat bahwa ketentuan yang harus termuat di dalam 
suatu kontrak internasional yang lengkap dan sederhana untuk 
penjualan barang satu kali ialah:86 
2.1. Tanggal kontrak 
2.2. Identifikasi para pihak 
2.3. Barang (deskripsi, kuantitas, dan harga) 
2.4. Pembayaran (metode, media, dan nilai tukar mata uang) 
2.5. Kewajiban dan pajak 
2.6. Asuransi  
2.7. Penanganan bongkar muat (handling loading and uploading) 
2.8. Pengaturan pengemasan 
2.9. Penyerahan (tanggal, tempat, dan pengalihan kepemilikan) 
2.10. Pengangkutan  
2.11. Penyimpanan  
2.12. Ketentuan yang harus diperhatikan 
                                                           
84 Ibid.  
85 Ibid. 
86
 Karla C. Shippey, Menyusun Kontrak Bisnis Internasional, (Jakarta: Penerbit PPM, 2004), hal. 
36. 
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2.13. Waktu pengiriman  
2.14. Risiko perlindungan kehilangan 
2.15. Dokumen ekspor dan impor 
2.16. Persiapan dan pengiriman invoice (faktur) 
2.17. Pembatasan pengeksporan kembali 
2.18. Hak inspeksi 
2.19. Indemnitas (tanggung jawab) 
2.20. Hak milik intelektual 
2.21. Jaminan  
2.22. Ketentuan arbitrase 
2.23. Penegakan dan pemulihan 
2.24. Pentingnya waktu (time is essence) 
2.25. Modifikasi kontrak 
2.26. Pembatalan 
2.27. Pengantian kerusakan 
2.28. Biaya penasehat hukum 
2.29. Force majeure 
2.30. Pemberlakuan dan pelaksanaan 
2.31. Penyesuaian dan pengalihan 
2.32. Dasar hukum 
2.33. Pilihan forum 
2.34. Keterkaitan ketentuan 
2.35. Integrasi ketentuan 
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2.36. Pemberitahuan  
2.37. Wewenang mengikat 
2.38. Penasihat independen 
2.39. Akseptasi dan eksekusi 
Selanjutnya penulis akan mencoba mengurai beberapa 
ketentuan penting yang telah penulis kutip di atas. 
2.1. Tanggal kontrak 
Tanggal ditandatanganinya kontrak biasanya juga 
merupakan tanggal mulai berlakunya kontrak, kecuali kontrak 
menyebutkan tanggal lain.87 Sebab sesuai dengan Pasal 23 CISG 
bahwa kontrak disepakati pada saat penerimaan penawaran, dan 
kemungkinan terbesar ialah waktu ini berbeda dengan waktu pada 
saat ditandatanganinya kontrak. Penentuan tanggal ini sangat 
penting apalagi jika terkait dengan waktu pembayaran dan 
pengiriman yang mengacu kepada tanggal yang terdapat di dalam 
kontrak. Sehingga cara yang mungkin ditempuh ialah menentukan 
tanggal disepakatinya kontrak serta tanggal ditandatanganinya 
kontrak, sehingga jika para pihak akan menentukan waktu 
pengiriman dan pembayaran dapat mengacu kepada salah satu 
tanggal yang ada, apakah akan mengacu kepada tanggal 
disepakatinya kontrak atau tanggal ditandatanganinya kontrak. 
                                                           
87 Ibid. hal 37. 
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2.2. Identifikasi para pihak 
Di dalam mencantumkan identitas para pihak haruslah 
sejelas-jelasnya menggunakan nama penuh atau nama badan 
usaha, alamat tempat usahanya yang terkait, negara para pihak, 
dan jika pihak ataupun para pihak menggunakan perwakilan maka 
harus pula dijelaskan kewenangannya untuk mewakili. Hal ini guna 
meminimalisir kesalah pahaman dikemudian hari. 
2.3. Barang (deskripsi, kuantitas, dan harga) 
Deskripsi barang harus jelas mengurai hal-hal yang 
substansial terhadap barang tersebut, hal ini tentu juga tergantung 
dari jenis dan penggunaan dari barang yang diperdagangkan, 
misalnya seperti warna, tipe, tahun pembuatan, dan lain 
sebagainya. Selain itu yang tidak boleh terlupakan juga terkait 
dengan jumlah barang dan harga, di dalam penentuan harga harus 
disepakati penentuan mata uang, yang pada umumnya 
menggunakan satuan mata uang yang stabil misalnya seperti US $ 
(Dolar Amerika Serikat).  
2.4. Pembayaran (metode, media, nilai tukar mata uang) 
Dalam hal pembayaran sudah menjadi kebiasaan umum 
bahwasanya pembeli menginginkan barangnya sampai dahulu baru 
membayar sedangkan penjual menginginkan dibayar terlebih 
dahulu sebelum mengirimkan barang. Jika para pihak baru pertama 
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kali melakukan transaksi maka pertimbangan utamanya ialah terkait 
dengan keamanan, dan jika mereka telah menjalin hubungan bisnis 
yang telah berjalan lama, hal seperti ini biasanya tidak menjadi 
masalah yang rumit kecuali jika salah satu pihak membutuhkan 
modal kerja segera mungkin, sebab proses pengiriman barang 
ekspor memakan waktu yang lama dan bukan hal yang efektif jika 
harus menunggu proses pengiriman selesai baru memulai 
pekerjaan yang lain hanya karena kekurangan modal kerja. Untuk 
menjebatani kesenjangan ini maka sangatlah bijak jika para pihak 
memilih metode pembayaran menggunakan letter of credit (L/C) 
yang sudah umum dilakukan oleh sebagian besar transaksi 
perdagangan internasional saat ini. Selain itu para pihak juga harus 
mempertimbangkan nilai tukar mata uang yang cenderung fluktuatif 
untuk mata uang tertentu terhadap mata uang negara lain, 
sehingga memilih mata uang yang cukup kuat dan stabil dapat 
menjadi pilihan yang tepat. 
2.5. Kewajiban dan pajak 
Dalam proses ekspor dan impor, ada biaya-biaya yang akan 
timbul sehubungan dengan proses tersebut, sehingga para pihak 
harus merinci terkait dengan pihak mana yang akan membayar 
biaya dan beban tambahan terkait dengan jual beli tersebut. 
Meskipun para pihak telah menggunakan suatu persyaratan 
perdagangan dalam kontrak untuk menunjukkan siapa pihak yang 
82 
 
bertanggung jawab terhadap pembayaran biaya dan beban, para 
pihak masih harus mengelaborasi kewajiban masing-masing. Butir-
butir yang perlu dipertimbangkan mencakup biaya ekspor, impor, 
atau berbagai biaya kepabeanan dan pengiriman lain, pajak ad 
valoren88 dan pajak lainnya, serta pengeluaran untuk mendapatkan 
lisensi yang diwajibkan.89 
2.6. Asuransi 
Pihak yang paling berkepentingan terhadap barang tersebut 
akan sangat membutuhkan jaminan atas risiko yang mungkin 
terjadi, hal ini tentunya dapat dilihat dari waktu penyerahan barang 
tersebut. Sebuah kontrak harus merinci dengan jelas pihak mana 
yang akan menanggung asuransi terhadap barang yang akan 
dikirim. Di dalam CISG sendiri pengaturan tentang aruransi 
terdapat pada Pasal 32 ayat (3) dengan menyatakan bahwa 
apabila penjual tidak terikat untuk memberikan asuransi berkaitan 
dengan pengangkutan barang, maka atas permintaan pembeli, 
penjual harus memberikan kepada pembeli semua informasi yang 
tersedia yang memampukan pembeli untuk memperoleh asuransi 
tersebut. 
                                                           
88 Pajak ad valoren adalah pajak yang dikenakan berdasarkan angka persentase tertentu dari nilai 
barang-barang yang diimpor misalnya suatu negara mengenakan tarif 25% atas nilai atau harga 
dari setiap unit mobil yang diimpor. 
89 Karla C. Shippey. Op. Cit. Hal. 40. 
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Kemudian para pihak juga harus menyebutkan asuransi 
yang dipersyaratkan, pemegang polis, pihak mana yang mengurus 
asuransi, siapa yang akan membayarnya, dan kapan asuransi 
terebut diperoleh. Para pihak juga harus menyepakati dokumen 
apa saja yang bisa dijadikan bukti asuransi.90 
2.7. Penanganan bongkar muat (handling loading and uploading) 
Sebuah kontrak juga harus menjelaskan secara tegas pihak 
yang bertanggung jawab untuk menangani barang dalam hal 
bongkar muatan atau menaikkan muatan ke atas alat trasportasi, 
mulai dari tempat barang tersebut berada sampai dengan tujuan 
akhir barang tersebut, bila perlu juga harus merinci terkait dengan 
proses transit barang di negara lain jika hal itu terjadi. 
2.8. Pengaturan pengemasan 
Pengemasan perlu dilakukan sebaik mungkin dan rinciannya 
dimasukkan kedalam kontrak, sebab jenis dan bentuk produk akan 
membedakan dalam bahan, sifat, serta cara pengemasan. Selain 
itu sarana trasportasi yang akan digunakan dan peraturan negara 
tujuan akan turut menentukan bentuk pengemasan suatu produk. 
Jika diperlukan pengemasan khusus maka para pihak harus 
menentukan spesifikasinya, pengemasan khusus biasanya 
diperlukan untuk memenuhi persyaratan legal maupun harapan 
pasar di negara pembeli. Oleh karena itu, produk yang dikirim 
                                                           
90 Ibid. Hal. 42. 
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mungkin menjadi subjek hukum dalam peraturan impor, trasportasi, 
kesehatan, pertanian, lingkungan, navigasi, kostruksi, dan 
konsumen. Untuk memenuhi aturan hukum dan ketentuan tersebut, 
mungkin mengharuskan salah satu pihak mendapatkan lisensi atau 
izin, pengaturan inspeksi, penggunaan kemasan dan label yang 
sesuai, bukti asuransi, dan penyerahan dokumen masuk yang 
sesuai untuk penyelesaian kepabeanan.91 Kemudian sarana 
pengangkutan juga akan sangat menentukan cara pengemasan, 
seperti misalnya jika pengangkutannya menggunakan pesawat 
udara tentu akan berbeda pengemasannya jika menggunakan 
angkutan kapal laut. Dan juga jenis produk seperti produk cair, 
buah-buahan, daging segar, dan lain sebagainya yang tentunya 
membutuhkan pengemasan yang berbeda-beda. 
2.9. Penyerahan (tanggal, tempat, dan pengalihan kepemilikan) 
Jika penerimaan atas penawaran menjadi titik terbentuknya 
kesepakatan kontrak, maka tanggal dan tempat penyerahan barang 
dapat menjadi salah satu titik beralihnya tanggung jawab antara 
para pihak, sehingga sangat penting di dalam kontrak untuk 
menentukan tanggal, dan tempat penyerahan barang, serta 
mencantumkan klausul terkait dengan waktu pengalihan 
kepemilikan barang tersebut dari penjual kepada pembeli. Hal ini 
juga diamanatkan di dalam CISG Pasal 30 dengan menyatakan: 
                                                           
91 Ibil. Hal. 40. 
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“The seller must deliver the goods, hand over any documents 
relating to them and transfer the property in the goods, as required 
by the contract and this Convention”. 
2.10. Pengangkutan  
Sudah menjadi hal yang umum dalam perdagangan 
internasional untuk menggunakan persyaratan atau ketentuan 
khusus dalam hal pengangkutan, misalnya ketentuan yang banyak 
digunakan ialah Incoterms dengan versi terakhirnya sekarang ialah 
Incoterms 2010. Ketentuan semacam ini harus termuat dengan 
jelas di dalam kontrak, jika diperlukan juga dapat dijelaskan lebih 
rinci lagi terkait tanggung jawab masing-masing pihak terhadap 
barang baik sebelum ataupun sesudah penyerahan, biaya yang 
dikeluarkan untuk pengangkutan dan hal-hal lainnya yang dianggap 
perlu, sebab meskipun persyaratan perdagangan internasional 
telah distandarisasi, namun di dalam praktik maknanya bisa 
bervariasi. Kemudian para pihak juga dapat menentukan sarana 
pengangkutan, serta pihak atau perusahaan yang akan melakukan 
pengangkutan tersebut, hanya saja ketika menentukan perusahaan 
yang akan mengangkut sebaiknya para pihak mempertimbangkan 
fleksibilitas pemilihan perusahaan angkutan khususnya terkait 
dengan layanan dan biaya yang diperlukan. 
2.11. Penyimpanan 
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Pengaturan terkait dengan penyimpanan ini penting terkait 
dengan siapa yang bertanggung jawab pada saat penyimpanan 
tersebut, apakah penjual atau pembeli. Misalnya saja jika pembeli 
terlambat mengambil barangnya di pelabuhan tujuan tentu akan 
membutuhkan tempat penampungan yang membutuhkan biaya 
sewa, atau jika para pihak sepakat bahwa pembeli akan mengambil 
barang di gudang penjual, namun pembeli terlambat mengambilnya 
dari tanggal yang ditentukan, maka keamanan terhadap barang 
harus dipastikan siapa yang bertanggung jawab. 
2.12. Ketentuan yang harus diperhatikan 
  Misalnya saja ketentuan yang dikeluarkan oleh negara 
tujuan ekspor yang dikeluarkan tiba-tiba ketika barang berada 
dalam perjalanan. Maka harus dimasukkan klausul di dalam kontrak 
terkait dengan siapa yang akan bertanggung jawab guna 
melakukan tindakan antisipasi, atau adanya ketentuan tertentu di 
negara tujuan ekspor terhadap barang yang diekspor namun tidak 
diketahui oleh pihak pengimpor sehingga menyebabkan barang 
bermasalah pada saat melewati pemeriksaan bea dan cukai, maka 
penting pula untuk melakukan tindakan antisipasi terkait dengan 
pihak mana yang akan memikul tanggung jawab. 
2.13. Waktu pengiriman 
  Waktu pengiriman dapat menjadi hal yang esensial dalam 
suatu transaksi perdagangan internasional, sebab keterlambatan 
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pengiriman dapat menyebabkan kerugian baik itu terhadap 
kesepakatan penjualan antara pihak pembeli dengan pihak lain, 
ataupun dikarenakan fluktuasi harga barang tersebut di pasaran. 
Sehingga sangat diperlukan penentuan waktu dalam sebuah 
kontrak perdagangan, penentuannyapun dapat mengacu kepada 
tanggal kesepakatan kontrak terjadi ataupun tanggal 
ditandatanganinya kontrak. Di dalam CISG waktu pengiriman 
barang ditentukan di dalam Pasal 33 dengan menyatakan penjual 
harus mengirim barang apabila tanggal ditetapkan oleh atau dapat 
ditetukan dari kontrak, maka pengiriman dilakukan pada tanggal 
tersebut. Apabila yang ditetapkan ialah jangka waktu pengiriman 
oleh kontrak, maka pengiriman dapat dilakukan pada setiap saat 
dalam jangka waktu tersebut kecuali apabila keadaan menunjukkan 
bahwa pembeli yang akan menentukan tanggalnya. Atau dalam hal 
lain, dalam jangka waktu yang wajar setelah pengakhiran kontrak. 
2.14. Perlindungan risiko kehilangan 
  Meskipun pengaturan tentang penyerahan dan asuransi 
telah ada, namun alangkah lebih baiknya jika merincikan juga 
terkait dengan risiko jika barang tersebut hilang dalam perjalanan 
atau tertukar pada saat transit, maka pihak mana yang harus 
bertanggung jawab. 
 
88 
 
2.15. Dokumen ekspor dan impor 
  Akan banyak sekali dokumen yang di terbitkan dalam proses 
ekspor dan impor, sebab setiap tindakan yang dilakukan sering kali 
dibuktikan dengan penerbitan sebuah dokumen, kemudian 
dokumen-dokumen inilah yang biasanya disyaratkan oleh masing-
masing otoritas pabean baik itu di negara pengekspor maupun di 
negara pengimpor, selain itu dokumen-dokumen itu juga akan 
diperlukan untuk pelengkap berkas dalam proses pembayaran jika 
menggunakan L/C, sehingga di dalam kontrak perdagangan 
internasional sebaiknya mencantumkan kewajiban para pihak untuk 
mengurus dokumen tertentu yang paling mungkin baginya, 
misalnya pihak yang mengekspor mengurus semua dokumen 
ekspor yang diperlukan bila perlu dengan menyebutkan satu 
persatu nama dokumen tersebut, begitu juga dengan pihak 
pengimpor agar mengurus semua dokumen impor yang dibutuhkan 
dengan merinci nama masing-masing dokumen tersebut. 
2.16. Invoice 
  Dalam transaksi internasional, invoice berfungsi untuk 
mengkonfirmasikan pengapalan, memberitahu pembeli mengenai 
pengapalan tersebut, dan melengkapi bukti-bukti dokumen untuk 
urusan kepabeanan. Kontrak juga mensyaratkan bahwa invoice 
harus sesuai dengan persyaratan khusus yang diatur oleh hukum 
dan peraturan negara pembeli atau penjual, dan akan bijaksana jika 
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persyaratan-persyaratan tersebut dilampirkan dalam kontrak untuk 
mempermudah mengikuti persyaratan tersebut.92 
2.17. Pembatasan ekspor kembali 
  Klausul ini sangat penting jika barang yang diperjual belikan 
menjadi subjek pembatasan ekspor atau impor, termasuk embargo 
perdagangan di suatu negara tertentu. Di bawah hukum beberapa 
negara, seperti Amerika Serikat, menjual barang kepada seorang 
pembeli yang pada gilirannya akan mengirimkan kembali barang 
tersebut ke negara lain, dimana penjualan ke negara lain tersebut 
dilarang maka penjual pertama bisa dikenai hukuman kriminal oleh 
negara penjual. Oleh karena itu, jika penjual mencurigai bahwa 
pembeli akan mengirim atau mengekspor kembali barangnya ke 
negara yang dilarang, penjual harus menghindari keseluruhan 
transaksi. Klausul ini bisa diubah menjadi memperbolehkan peng-
eksporan kembali kepada satu atau lebih negara tertentu yang 
diizinkan.93 
2.18. Hak inspeksi 
  Hak inspeksi ini sangat perlu untuk pembeli, agar dia dapat 
mengecek barang yang akan dijual sebelum dikirim untuk 
memastikan kesesuaian barang tersebut dengan spesifikasi yang 
tercantum di dalam sales contract. Di dalam klausul tentang hak 
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 Ibid. Hal. 43. 
93 Ibid. Hal. 44. 
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inspeksi ini juga harus menyebutkan siapa yang akan melakukan 
inspeksi, apakah itu pembeli, agen, pihak ketiga yang netral, atau 
inspektorat yang berlisensi. Kemudian dicantumkan juga tempat 
untuk melakukan inspeksi apakah itu di pabrik penjual, di gudang 
penjual, atau di dok penerimaan, serta yang terkait dengan waktu 
pelaksanaan inspeksi juga harus dicantumkan di dalam klausul 
ini.94 Nantinya pihak yang melakukan inspeksi ini akan 
mengeluarkan dokumen penunjang ekspor berupa Inspection 
Certificate atau Surveyor Report. 
2.19. Indemnitas (ganti rugi) 
  Klausul ganti kerugian sifatnya tidak harus. Dalam kontrak 
internasional, penjual kadang sepakat untuk mengganti kerugian 
dari kerusakan akibat dari sebab tertentu, kekeliruan desain atau 
cacat pembuatan, untuk mendorong pembeli memasukkan produk 
penjual ke pasar baru. Jika perlindungan kerugian diberikan, 
penjual harus mendesak ketentuan bahwa tidak akan ada 
perubahan dalam hal spesifikasi barangnya, kemasan, labeling, 
atau tanda sebelum penjualan. Namun Jika pembeli yang 
melakukan pelanggaran maka perlindungan kerugian tersebut 
batal, kecuali pelanggaran tersebut disetujui oleh penjual.95  
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 Ibid. 
95 Ibid. Hal. 45. 
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2.20. Hak milik intelektual 
  Berbagai bentuk pelanggaran hak milik intelektual, merek 
dagang, merek jasa, nama dagang, paten, desain, dan hak-hak 
sejenis lainnya, sebisa mungkin dicegah sejak pertama kali 
dibentuk hubungan antara para pihak. Sering terjadi sebuah 
perusahaan melakukan penjualan kecil ke pembeli luar negeri, dan 
pembelinya tidak pernah melakukan pesanan lagi. Kemudian 
beberapa tahun kemudian, perusahaan tersebut memutuskan 
berekspansi ke pasar luar negeri tempat pembeli kecil tersebut, 
namun dia tidak bisa mendaftarkan hak milik intelektualnya karena 
mantan pembelinya telah mendaftarkan merek dagang, atau paten 
yang sama ataupun hampir sama. Jika perusahaan tersebut 
berusaha menjual produknya ke negara tadi, maka akan dianggap 
melakukan pelanggaran. Cara untuk mengatasinya ialah dengan 
membeli perusahaan pelanggar yang dapat diperkirakan akan 
memiliki posisi tawar yang lebih, atau mengalokasikan banyak 
waktu dan biaya untuk memerangi pelanggaran tersebut melalui 
pengadilan. Maka sebaiknya para pihak tidak meremehkan nilai hak 
milik intelektual, bahkan untuk penjualan yang hanya dilakukan satu 
kali. Pemulihan secara hukum untuk melawan pelanggar sering 
tidak memadai sehingga menyebabkan kerugian, maka dari itu 
sikap yang cukup bijak ialah dengan memasukkan klausul 
92 
 
penggantian kerugian untuk pemulihan hukum atas pelanggaran 
hak milik intelektual.96 
2.21. Jaminan  
  Klausul tentang jaminan ini bisa berupa ketentuan yang 
mensyaratkan penyerahan suatu dokumen tertentu sebelum 
pengiriman barang, atau pembayaran uang muka dalam 
persentase tertentu. Hal ini tentunya guna meminimalisir hal-hal 
yang tidak diinginkan dapat terjadi. 
2.22. Ketentuan arbitrase 
  Para pihak dapat menentukan arbitrase sebagai alternatif 
penyelesaian sengketa. Secara prosedural arbitrase memang tidak 
seformal sidang di pengadilan, namun tetap memberikan 
kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan pendapatnya di 
depan panel yang netral untuk mendapatkan keputusan yang 
objektif. Perkembangan dunia usaha menunjukkan bahwasanya 
penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi semakin populer 
dalam persengketaan komersial, terutama dikarenakan prosesnya 
yang tidak begitu rumit, biaya yang dikeluarkan tidak begitu tinggi, 
dan relatif lebih cepat prosesnya dibandingkan dengan 
penyelesaian di pengadilan. Meskipun demikian para pihak harus 
serius jika akan memasukkan klausul arbitrase di dalam kontrak 
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mereka, sebab jika nantinya terjadi masalah dan mereka justru 
mengajukan sengketa tersebut ke pengadilan, maka bisa saja 
pengadilan menguatkan klausul arbitrase yang ada dan memaksa 
para pihak untuk menyelesaikannya melalui proses arbitrase. 
  Klausul arbitrase harus menyebutkan apakah arbitrase 
tersebut mengikat atau tidak mengikat kepada para pihak, di 
negara mana arbitrase akan dilakukan, dasar peraturan untuk 
melakukan arbitrase misalnya seperti United Nations Commission 
on International Trade Law Model Rules, lembaga yang akan 
mengatur seperti misalnya International Chamber of Commerce 
(ICC) di Paris, hukum yang mengatur prosedur dan kualitas 
persengketaan, berbagai pembatasan dalam pemilihan arbitrator, 
kualifikasi atau keahlian arbitrator, bahasa yang akan digunakan 
dalam proses arbitrase, dan ketersediaan penerjemah apabila 
dibutuhkan.97 
2.23. Penegakan dan pemulihan 
Klausul ini dapat berisi pernyataan para pihak untuk 
mengambil langkah-langkah tertentu yang paling dimungkinkan jika 
terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan, dan tentunya 
dengan lebih mempertimbangkan hubungan bisnis. 
 
                                                           
97 Ibid. Hal. 48-49. 
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2.24. Pentingnya waktu (time is essence) 
  Di beberapa negara seperi Amerika Serikat, para pihak yang 
berkontrak sering menetapkan persyaratan bahwa kinerja waktu 
sebagai sesuatu yang mutlak. Jika tidak dipenuhinya klausul ini 
memungkinkan satu pihak untuk mengklaim bahwa pihak lain telah 
melakukan pelanggaran hanya karena pelaksanaan melewati batas 
waktu yang telah ditentukan dalam kontrak. Namun di negara-
negara lain, klausul ini tidak dianggap begitu penting karena para 
pihak yang berkontrak sering membebaskan ataupun 
merenegosiasikan persyaratan-persyaratan yang ada di dalam 
kontrak, daripada menuntut atas tidak dilaksanakannya klausul di 
dalam kontrak. Sehingga sebaiknya para pihak memasukkan 
klausul yang memungkinkan untuk melakukan perubahan pada 
klausul ini agar lebih mencerminkan praktik internasional.98 
2.25. Modifikasi kontrak 
  Klausul ini penting dimasukkan sejak awal yang 
mensyaratkan para pihak yang menginginkan perubahan kontrak 
agar membuat modifikasinya dalam bentuk tertulis. Ketentuan ini 
berlaku umum pada semua kontrak. Ini merupakan upaya 
perlindungan yang bijaksana terhadap perubahan lisan. Upaya ini 
juga merupakan perlindungan dari anggapan bahwa jika terdapat 
pelepasan dari suatu hak baik secara lisan maupun tertulis, maka 
                                                           
98 Ibid. Hal. 46. 
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secara otomatis hak lain juga ikut dilepas. Para pihak harus 
mendesak untuk memasukkan klausul ini dalam kontrak agar 
terhindar dari kesalah pahaman yang dapat timbul dari modifikasi 
secara lisan.99 
2.26. Pembatalan  
Terkait dengan klausul pembatalan, harus dinyatakan 
dengan tegas apakah salah satu pihak berhak membatalkan 
kontrak atau tidak, jika berhak harus dirincikan pula dasar-dasar 
yang membolehkan tindakan pembatalan ini. Kemudian pihak yang 
membatalkan diwajibkan untuk memberitahu pembatalan terlebih 
dahulu kepada pihak lainnya. 
2.27. Penggantian kerusakan 
  Para pihak bisa menetapkan jumlah kerusakan yang akan 
ditanggung jika salah satu pihak melanggar perjanjian, dan 
ketentuan tersebut biasanya dapat dibawa ke pengadilan 
sepanjang perkiraan kerusakan masuk akal. Perkiraan yang masuk 
akal tersebut terkait dengan kerugian yang sesungguhnya akibat 
dari pelanggaran tersebut. Biasanya, membuktikan kerusakan akan 
sangat sulit atau tidak praktis, atau pemulihan terhadap kerusakan 
                                                           
99 Ibid. Hal. 49. 
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tersebut tidak akan memadai karena kerugiannya dapat terus 
terjadi kecuali jika dipaksakan.100 
2.28. Biaya penasehat hukum 
  Aturan yang mengatur mengenai pertanggungan biaya 
hukum dan biaya pengacara yang harus dikeluarkan berkaitan 
dengan transaksi mereka berbeda-beda antara negara yang satu 
dengan negara lain. Di beberapa negara, pihak yang diuntungkan 
menanggung biaya hukum dari sebagian besar tindakan pihak lain. 
Di negara lain, penggantian biaya ini hanya untuk jenis tindakan 
tertentu, seperti gugatan akibat tindakan ketidak pastian, 
kesalahan, atau kecurangan. Pengadilan biasanya mengharuskan 
untuk mencantumkan kesepakatan biaya pemulihan dan hukum, 
meskipun tidak ada hukum yang mengatur hal tersebut.101 
2.29. Force majeure 
  Force majeure merupakan klausul yang umum pada semua 
kontrak. Klausul ini mengekpresikan keinginan dari para pihak yang 
berkontrak jika pelaksanaan kontrak terhalang oleh bencana alam 
atau peristiwa bencana lain yang berada di luar kontrol para pihak, 
maka perjanjian otomatis batal.102 
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 Ibid. Hal. 52. 
102 Ibid. Hal. 47. 
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2.30. Pemberlakuan dan pelaksanaan 
  Klausul ini terkait dengan tanggal pemberlakuan kontrak dan 
tanggal pelaksanaan kontrak yang biasanya berbeda, misalnya saja 
kontrak mulai berlaku pada saat ditandatanganinya, dan 
pelaksanaannya lima hari setelah di tandatanganinya kontrak, atau 
para pihak juga dapat menentukan waktu tertentu terhadap masing-
masing klausul kontrak yang membutuhkan waktu pelaksanaan, 
apakah itu dalam bentuk tanggal yang pasti atau rentang waktu 
tertentu. 
2.31. Penyesuaian dan pengalihan 
  Dalam penjualan satu kali, kecil kemungkinan salah satu 
pihak memiliki kesempatan mengalihkan urusan kontrak ini kepada 
orang lain. Namun demikian, kemungkinan ini tetap ada. Dalam 
bertransaksi dengan mitra di mana kondisi politik dan ekonomi 
pemerintahnya tidak stabil, klausul pengalihan menjadi sangat 
penting.103 
2.32. Dasar hukum 
  Dasar hukum bisa dipilih dari hukum yang berlaku di salah 
satu negara pihak, namun alangkah lebih baiknya jika yang 
digunakan ialah hukum internasional misalnya seperti CISG 1980, 
Incoterms 2010, UCP 600, dan lain-lain untuk mengontrol 
                                                           
103 Ibid. Hal. 50. 
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ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam kontrak. Pemilihan 
hukum ini juga harus dengan tegas dinyatakan di dalam kontrak 
atau jika kedua negara merupakan negara pihak dalam CISG 1980 
dan para pihak tidak ingin memberlakukan CISG maka sesuai 
dengan Pasal 6 CISG bahwa para pihak dapat menolak 
pemberlakuan konvensi ini, atau hanya memberlakukan sebagian 
dari ketentuannya. Hal-hal semacam ini harus dinyatakan dengan 
tegas di dalam kontrak. 
2.33. Pilihan forum 
  Para pihak harus menentukan forum yang akan digunakan 
untuk menyelesaikan sengketa jika terjadi, misalnya pengadilan di 
negara salah satu pihak, atau di negara lain yang ditentukan dan 
disepakati bersama, atau melalui forum arbitrase, yang semuanya 
itu harus dinyatakan secara jelas dan tegas di dalam kontrak. 
2.34. Keterkaitan ketentuan  
  Klausul ini dimaksudkan agar klausul yang satu dengan 
klausul yang lainnya dapat dipisahkan, sehingga masing-masing 
klausul bisa dihilangkan dari kontrak tanpa mempengaruhi validitas 
kontrak secara keseluruhan. Pentingnya klausul ini dapat terlihat 
jika salah satu klausul ditetapkan sebagai tidak valid dan tidak bisa 
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dijalankan karena alasan tertentu, maka dengan klausul ini kontrak 
tersebut masih bisa dijalankan.104 
2.35. Integrasi ketentuan 
  Dalam kontrak yang nilainya cukup besar dan diharapkan 
berlangsung lama, proses negosiasi kadang berlangsung beberapa 
kali dan melalui beberapa pertemuan. Dalam kontrak luar negeri, 
pedagang mungkin bertemu dalam berbagai situasi mulai dari 
situasi bisnis sampai situasi sosial untuk mematangkan hubungan 
mereka sebelum mengikatnya. Klausul ini, menyatakan bahwa 
kontrak hanya terkait dengan ketentuan yang ada di dalam kontrak 
saja, tidak terkait dengan kata-kata atau kesepakatan yang 
diucapkan selama bernegosiasi atau kesempatan lain.105 
2.36. Pemberitahuan 
  Meskipun bukan merupakan persyaratan yang esensial 
dalam sebuah kontrak perdagangan internasional, ketentuan 
mengenai pemberitahuan ini cukup penting untuk mengklarifikasi 
prosedur yang disepakati. Persyaratan ini mengharuskan adanya 
pemberitahuan tertulis, dengan demikian pemberitahuan tertulis 
harus dikonfirmasi dalam bentuk tertulis agar pemberitahuan 
tersebut menjadi berlaku.106 
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2.37. Wewenang mengikat 
  Klausul yang terkait dengan wewenang mengikat ini perlu 
untuk dimasukkan ke dalam kontrak baik itu pihak-pihak yang 
merupakan perorangan maupun badan usaha, sebab klausul ini 
akan memberi kepastian kepada masing-masing pihak bahwa pihak 
yang menandatangani kontrak berwenang untuk melakukannya. 
Jika penanda tangan tidak memiliki wewenang maka dengan 
sendirinya kontrak tersebut tidak mengikat. Jika pihak adalah 
indifidu maka dia harus secara hukum berwenang untuk membuat 
kontrak, dan jika pihak adalah badan usaha maka penanda tangan 
haruslah seorang wakil yang berwenang.  
  Jika pelaksanaan perjanjian meliputi lebih dari satu 
transaksi, wewenang personal untuk bertransaksi dengan 
perusahaan asing harus dibuktikan dengan salinan sertifikat yang 
menyatakan kemampuan orang tersebut yang dikeluarkan oleh 
pejabat pemerintah di negara tersebut. Jika perusahaan asing 
tersebut adalah korporasi atau badan sejenis, wewenang untuk 
bertindak harus ditetapkan dengan sebuah resolusi badan yang 
berwenang di perusahaan tersebut, seperti dewan direkturnya. 
Perusahaan asing mungkin juga meminta sertifikat sejenis sebagai 
bukti wewenang dari pihak terkait. Kontrak para pihak harus 
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menjelaskan dokumen yang bisa dijadikan bukti kuat mengenai 
wewenang.107 
2.38. Penasihat independen 
  Kontrak internasional dibuat oleh para pihak yang menjadi 
subjek hukum yang berbeda, dan salah satu pihak sering memiliki 
kemampuan bisnis yang lebih dibandingkan pihak lain. Untuk 
kepentingan penegakan perjanjian, sangat bijaksana untuk 
memasukkan ketentuan yang para pihak memiliki hak untuk 
mendapatkan nasihat hukum terpisah mengenai hak dan 
kewajibannya dalam perjanjian tersebut.108 
2.39. Akseptasi dan eksekusi 
  Jika kontrak menyebutkan syarat tanda menyetujui 
penawaran, pihak yang menyetujui harus mengikuti persyaratan 
tersebut, apabila tidak mengikuti maka tidak akan ada kontrak. 
Ketentuan ini mensyaratkan akseptan untuk menerima tanpa 
modifikasi, yang berarti apabila melakukan modifikasi, berarti tidak 
menerima tawaran tersebut. 
  Nama lengkap orang yang berwenang menandatangani 
harus ditulis di bawah tanda tangannya untuk menghindari 
pertanyaan, siapa yang sebenarnya mewakili masing-masing pihak 
dalam transaksi tersebut. Jika pihak tersebut bukan individu, 
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hubungan antar pihak yang bertransaksi dengan penandatangan 
harus disebutkan.109 
Pada akhirnya, meskipun ketentuan kontrak telah dibuat 
serapi mungkin, namun tidak akan menghilangkan kemungkinan 
perselisihan antar para pihak. Kontrak dibuat untuk mengatur 
transaksi perdagangan yang dinamis, mengalami perubahan dari 
waktu ke waktu, sulit untuk memperkirakan secara pasti kondisi 
kedepanya. Perbedaan penafsiran masih menjadi hal yang utama 
penyebab sengketa timbul, kemudian jika telah muncul potensi 
sengketa atau telah terjadi sengketa, menjadi pilihan untuk kedua 
belah pihak, apakah tetap bersikap keras mempertahankan 
pendapatnya, atau bersikap lunak dan kooperatif untuk mencari 
solusi yang sama-sama meringankan guna kelangsungan bisnis. 
Sebab ada kalanya kelangsungan bisnis lebih penting daripada 
pertikaian akan sengketa sesaat. 
3. Pengiriman produk (delivery of produck) 
  Di dalam pembahasan tentang pengiriman barang ini, 
penulis akan fokus untuk membahas ketentuan pengiriman barang 
yang diatur di dalam International Commercial terms (Incoterms) 
2010. International Chamber of Commerce (ICC) telah menerbitkan 
delapan kali revisi terhadap Incoterms, dimulai dengan yang 
pertama diterbitkan pada tahun 1936, kemudian perubahan dan 
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penambahan dalam bentuk revisi, secara berturut-turut dibuat pada 
tahun 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 dan terakhir pada tahun 
2010 dalam rangka untuk membawa aturan agar sesuai dengan 
praktik-praktik perdagangan internasional.110 Sejak tanggal 1 
Januari 2011, edisi kedelapan yakni Incoterms 2010 mulai 
diberlakukan.  
 Perbedaan mendasar antara Incoterms 2000 dengan 
Incoterms 2010 ialah terkait dengan jumlah ketentuan yang ada di 
dalamnya, jika pada Incoterms 2000 terdapat 13 ketentuan yang 
mengatur terkait dengan pengiriman barang, sedangkan pada 
Incoterms 2010 dikurangi menjadi 11 ketentuan. Adapun yang 
mengalami perubahan yakni ketentuan Delivered Ex Quay (DEQ) 
dalam Incoterms 2000 diganti dengan Delivered at Terminal (DAT) 
dalam Incoterms 2010, kemudian ketentuan Delivered At land 
Frontier (DAF), Delivered Ex Ship (DES), dan Delivered Duty 
Unpaid (DDU) dalam Incoterms 2000 dilebur menjadi Delivered at 
Place of Destination (DAP) dalam Incoterms 2010.111  
 Pada dasarnya Incoterms hanyalah sebuah ketentuan yang 
bersumber dari kebiasaan dan praktik perdagangan internasional, 
kemudian distandarnisasi melalui kesepakatan umum, sehingga 
membentuk ketentuan dan istilah tertentu yang mengikat para pihak 
                                                           
110 MDM Studio Legal, “Incoterms 2010”, online, diakses dari 
http://www.internationalcommerciallawblog.com/2010/11/incoterms-2010/, pada tanggal 28 
Oktober 2012, pukul 22:01.  
111 Incoterms 2010. 
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yang tunduk pada ketentuan-ketentuan tersebut. Sehingga di dalam 
Incoterms 2010 sendiri tidaklah berisi pasal demi pasal namun 
berisi istilah-istilah tertentu yang masing-masing istilah 
mengandung ketentuan yang menjadi hak dan kewajiban dari para 
pihak. 
 Agar para pihak terikat dengan aturan yang ada dalam 
Incoterms 2010 maka harus dinyatakan dengan tegas di dalam 
kontrak perdagangan yang dibuat oleh para pihak. Penulisannya 
pun harus jelas, yang pertama ditulis pilihan istilah yang ada dalam 
Incoterms 2010, kemudian nama tempat yang diikuti dengan 
menuliskan “Incoterms 2010”. Dalam memilih aturan Incoterms 
2010 ada baiknya para pihak menyesuaikan dengan barang yang 
akan diangkut, sarana pengangkutan yang akan digunakan, dan 
kesepakatan akan pembayaran asuransi, biaya, serta tanggung 
jawab pengangkutan. Penentuan nama tempat atau nama 
pelabuhan yang terkait akan menjadi sangat penting dalam 
penerapan Incoterms 2010 misalnya dengan menuliskan (FCA 
Tanjung Priuk, Jakarta, Indonesia, Incoterms 2010).  
 Kemudian hal lain yang perlu untuk diperhatikan yakni 
penentuan tempat sebagaimana dimaksud di atas. Untuk kategori 
EXW, FCA, DAT, DAP, DDP, FAS, dan FOB nama tempat 
ditentukan dimana penjual akan menyerahkan barang tersebut dan 
tempat dimana perpindahan risiko antara penjual dengan pembeli, 
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dalam hal ini penjual menanggung biaya pengangkutan sampai di 
tempat tersebut. Berbeda halnya untuk kategori ketentuan CPT, 
CIP, CFR, dan CIF. Untuk empat kategori ini penentuan tempat 
didasarkan pada tempat dimana batas pertanggungan biaya 
angkutan oleh penjual dan bukannya di tempat batas risiko 
ditanggung oleh penjual. 
 Seperti yang telah penulis singgung di atas, bahwa di dalam 
Incoterms 2010 terdapat 11 ketentuan, semuanya itu yakni:  
Rules for any mode or modes of transport:  
 EXW   Ex Works  
 FCA    Free Carrier  
 CPT    Carriage Paid To  
 CIP     Carriage And Insurance Paid To  
 DAT   Delivered At Terminal  
 DAP   Delivered At Place  
 DDP   Delivered Duty Paid  
Rules for sea and inland waterway transport:  
 FAS   Free Alongside Ship  
 FOB   Free On Board  
 CFR   Cost And Freight  
 CIF    Cost, Insurance and Freight  
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3.1. EXW: Ex Works   
EXW (insert named place of delivery) Incoterms 2010 
Tanggung jawab penjual adalah mempersiapkan barang 
untuk pembeli, di tempatnya sendiri yang telah ditentukan 
sebelumnya. Misalnya seperti di tempat kerja, pabrik, atau di 
gudang penjual, kemudian dikemas agar sesuai untuk tujuan 
pengiriman ekspor. Pembeli bertanggung jawab untuk semua biaya 
dan risiko yang terlibat dalam pengiriman barang, mulai dari saat 
barang dimuat ke atas sarana pengangkutan di gudang penjual 
hingga mencapai tempat tujuan.  
Istilah EXW memberikan kewajiban minimal bagi penjual. 
Namun, jika para pihak setuju bahwa penjual melakukan pemuatan 
barang pada titik keberangkatan "EXW Loaded", dan bertanggung 
jawab atas risiko dan biaya, maka harus dengan tegas dinyatakan 
di dalam klausul kontrak perdagangan antara para pihak. Atas 
permintaan pembeli, maka penjual diharapkan dapat memberikan 
informasi kepada pembeli terkait dengan, biaya dan risiko yang bisa 
timbul, semua bantuan yang diperlukan untuk mendapatkan lisensi 
ekspor, asuransi dan menyediakan semua informasi yang berguna 
dalam pelaksanaan ekspor barang oleh penbeli. 
Spesifikasi EXW Biaya  Risiko  
Pengemasan  S  S  
Pra-carriage  B  B  
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Pabean ekspor B  B  
Loading ke angkutan utama (penanganan)  B  B  
Transportasi utama  B  B  
Asuransi trasportasi  B  B  
Bongkar dari angkutan utama (penanganan)  B  B  
Pabean impor  B  B  
Pasca-carriage  B  B  
B = Buyer 
S = Seller 
3.2. FCA : Free Carrier 
FCA (insert named place of delivery) Incoterms 2010  
Penjual berkewajiban untuk melakukan pengemasan, 
verifikasi, kontrol, menyediakan dokumen-dokumen tertentu terkait 
dengan barang, pengurusan formalitas serta izin ekspor, dan 
melakukan pemuatan ke atas angkutan di gudang miliknya. Terkait 
dengan biaya dan risiko angkutan dari gudang penjual ke 
pelabuhan tempat sarana pengangkutan utama, maka hal ini 
merupakan tanggung jawab pembeli, hanya saja penyediaannya 
atau tindakan untuk melakukan contracts of carriage tidak harus 
selamanya dilakukan oleh pembeli, dalam keadaan tertentu sesuai 
dengan ketentuan A3 dalam FCA maka penjual dapat membuat 
contracts of carriage namun tetap dengan biaya dan risiko pembeli. 
Pembeli bertanggung jawab untuk menyediakan trasportasi 
termasuk biaya dan risiko trasportasi dari gudang penjual ke tempat 
angkutan utama beserta seluruh biaya dan risiko pengangkutan 
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sampai ke tempat tujuannya. Pengalihan biaya dan risiko 
berlangsung pada saat ketika pembeli mengambil barang tersebut. 
Para pihak harus menyetujui penamaan tempat di mana akan 
dilakukan menyerahkan barang. Untuk proses handling di 
pelabuhan asal baik itu pembongkaran maupun pemuatan 
sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari pihak pembeli.  
Spesifikasi FCA Biaya Risiko 
Pengemasan  S  S  
Pra-carriage  B  B  
Pabean ekspor  S  S  
Loading ke angkutan utama (penanganan)  B  B  
Transportasi utama  B  B  
Asuransi transportasi  B  B  
Bongkar dari angkutan utama (penanganan)  B  B  
Pabean impor  B  B  
Pasca-carriage  B  B  
B= Buyer 
S= Seller 
3.3. FAS : Free Alongside Ship 
FAS (insert named port of shipment) Incoterms 2010.  
Ketentuan ini hanya digunakan untuk trasportasi laut dan 
sungai. Kewajiban dan risiko penjual berakhir saat barang 
ditempatkan, setelah bea cukai, di samping kapal di dermaga atau 
di loading terminal peti kemas dari pelabuhan yang ditunjuk untuk 
pengiriman barang. 
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Mulai pada saat penjual menyerahkan barang di samping 
kapal atau di terminal peti kemas, pembeli bertanggung jawab 
untuk semua biaya dan risiko kehilangan atau kerusakan, terutama 
dalam kasus keterlambatan jadwal kapal atau pembatalan 
pemuatan. Pembeli juga yang menunjuk operator untuk melakukan 
handling ke atas kapal, mengatur kontrak transportasi utama 
sampai di tujuan dan membayar semua biaya itu.  
Pengurusan lisensi ekspor atau izin resmi lainnya 
dibebankan kepada penjual termasuk biaya dan risiko. Dengan 
cara yang sama, pembeli bertanggung jawab untuk mengurus izin 
impor. Pembeli harus menyediakan semua informasi mengenai 
nama kapal yang memuat, tempat dan waktu yang dipilih untuk 
mengirimkan barang, atau dalam jangka waktu yang diberikan.  
Spesifikasi FAS Biaya Risiko 
Pengemasan  S  S  
Pra-carriage  S  S  
Pabean Ekspor  S  S  
Loading ke angkutan utama (penanganan)  B  B  
Transportasi utama  B  B  
Transportasi, asuransi  B  B  
Bongkar dari angkutan utama (penanganan)  B  B  
Pabean impor  B  B  
Pasca-carriage  B  B  
B= Buyer 
S= Seller 
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3.4. FOB: Free on Board 
FOB (insert named port of shipment) Incoterms 2010.  
Ketentuan ini juga hanya digunakan untuk sarana trasportasi 
laut dan sungai. Penjual harus menyerahkan barang di pelabuhan 
muat yang ditunjuk, di atas kapal dari kapal yang dipilih oleh 
pembeli dan memenuhi semua formalitas kepabeanan ekspor. 
Pembeli berkewajiban memilih kapal, membayar biaya 
angkutan laut, asuransi, dan dia mengurus semua izin impor dan 
formalitas lainnya di pelabuhan kedatangan. Dia juga bertanggung 
jawab untuk semua biaya dan risiko kerugian serta kerusakan yang 
dapat timbul untuk barang dagangan dari saat barang tersebut 
diserahkan di atas kapal di pelabuhan muat. 
Incoterms 2010 mengatakan bahwa tidak tepat jika 
pengangkutan barang yang menggunakan kontainer dan diterapkan 
FOB, sebab jika pengangkutan barang yang menggunakan 
kontainer, dia tidak langsung dibawa ke atas kapal namun dibawa 
ke terminal peti kemas terlebih dahulu. Tidak secara rinci 
dijelaskan, namun bisa saja dikarenakan pertimbangan biaya yang 
akan dikeluarkan dalam proses handling di terminal nantinya. 
Ada hal lain yang juga perlu diperhatikan dalam ketentuan 
FOB ini. Meskipun di dalam Incoterms 2000 maupun Incoterms 
2010 mencantumkan ketentuan FOB, namun telah terdapat 
perbedaan pengertian. Jika dalam ketentuan Incoterms 2000, 
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paraggraf pertama ketentuan FOB dikatakan “Free on Board means 
that the seller delivers when the goods pass the ship's rail at the 
named port of shipment”.112 Itu artinya tanggung jawab penjual 
berakhir setelah barang melewati pagar kapal yang menjadi sarana 
angkutan utama di pelabuhan muat. Namun di dalam ketentuan 
Incoterms 2010 dikatakan “free on board means that the seller 
delivers the goods on board the vessel nominated by the buyer at 
the named port of shipment or procures the goods already so 
delivered”.113 Degan demikian berarti tanggung jawab penjual 
bukan lagi pada saat barang melewati pagar kapal, namun pada 
saat barang tersebut diletakkan di atas kapal. 
Spesifikasi FOB Biaya Risiko 
Pengemasan  S  S  
Pra-carriage  S  S  
Pabean Ekspor   S  S  
Loading ke angkutan utama (penanganan)  S  S  
Transportasi utama  B  B  
Asuransi transportasi  B  B  
Bongkar dari angkutan utama (penanganan)  B  B  
Pabean impor  B  B  
Pasca-carriage  B  B  
B= Buyer 
S= Seller 
 
                                                           
112
 Incoterms 2000, FOB, Paraggraf I. 
113 Incoterms 2010, FOB, paraggraf I. 
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3.5. CFR: Cost and Freight 
CFR (insert named port of destination) Incoterms 2010 
Ketentuan ini juga hanya berlaku untuk trasportasi laut dan 
sungai. Penjual berkewajiban mengurus formalitas dan izin ekspor, 
mengurus bea cukai, memilih transportasi, melakukan kontrak 
pengangkutan dan membayar biaya trasportasi sampai ke 
pelabuhan tujuan, menaikkan barang ke atas kapal, namun 
membongkar muatan barang dari atas kapal di pelabuhan tujuan 
tidak termasuk dalam kewajiban penjual.  
Selain itu terkait dengan risiko, yang mana dalam ketentuan 
CFR ini maka penjual hanya menanggung risiko sampai barang 
berada di atas kapal di pelabuhan asal, kemudian setelah itu risiko 
beralih kepada pembeli. Pembeli bertanggung jawab terhadap 
risiko transportasi dari saat barang yang dikirim berada di atas 
kapal di pelabuhan muat, kemudian ia mengambil barang di 
pelabuhan tujuan yang telah ditunjuk dengan biaya yang 
ditanggungnya sendiri.  
Penjual harus menyediakan dokumen yang dibutuhkan oleh 
pembeli untuk kelancaran pengurusan nantinya di pelabuhan 
tujuan, termasuk menginformasikan risiko yang mungkin terjadi 
dalam proses pengangkutan utama. Dia juga harus memberikan 
semua informasi yang diperlukan dalam rangka untuk mengambil 
langkah yang tepat dalam menerima barang tersebut.  
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Spesifikasi CFR Biaya Risiko 
Pengemasan  S  S  
Pra-carriage  S  S  
Pabean Ekspor  S  S  
Loading ke angkutan utama (penanganan)  S  S  
Transportasi utama S  B  
Asuransi transportasi  B  B  
Bongkar dari angkutan utama (penanganan)  B  B  
Pabean impor  B  B  
Pasca-carriage  B  B  
B= Buyer 
S= Seller 
3.6. CIF: Cost Insurance Freight  
CIF (insert named port of destination) Incoterms 2010. 
Ketentuan ini identik dengan CFR. Namun terdapat 
tambahan yakni penjual berkewajiban juga untuk menutup biaya 
asuransi selama proses pengangkutan terhadap risiko kerusakan 
dan kehilangan mulai dari pelabuhan tempat memuat sampai 
pelabuhan tujuan. 
Dengan demikian penjual menanggung semua biaya mulai 
dari gudangnya sampai biaya pengapalan ke pelabuhan tujuan 
yang telah ditentukan di dalam kontrak perdagangan, penjual juga 
berkewajiban mengurus dokumen ekspor, dan berbagai dokumen 
penunjang lainnya yang terkait. Terkait dengan penyerahan barang, 
penjual hanya berkewajiban menyerahkan di atas kapal di 
pelabuhan muat, kemudian mulai dari titik tersebut penjual tidak 
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memiliki tanggung jawab lagi meskipun dia harus membayar biaya 
pengapalan sampai ke pelabuhan tujuan. 
Untuk asuransi penjual hanya berkewajiban untuk 
memberikan perlindungan minimal terhadap barang tersebut. Jika 
pembeli menginginkan perlindungan lebih maka pembelilah yang 
harus meberikan asuransi tambahan. 
Kemudian pembeli sendiri bertanggung jawab terhadap risiko 
barang mulai dari pelabuhan muat sampai ke tempatnya. Dan juga 
pembeli mengurus kelengkapan dokumen dan izin impor serta 
mengambil barang di pelabuhan tujuan yang tentunya termasuk 
juga biaya bongkar muatan yang menjadi tanggung jawab dari 
pembeli. 
Spesifikasi CIF Biaya Risiko 
Pengemasan  S  S  
Pra-carriage  S  S  
Pabean ekspor  S  S  
Loading ke angkutan utama (penanganan)  S  S  
Transportasi utama S  B  
Asuransi trasportasi S  B  
Bongkar dari angkutan utama (penanganan)  B  B  
Pabean impor  B  B  
Pasca-carriage  B  B  
B= Buyer 
S= Seller 
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3.7. CPT: Carriage Paid To 
CPT (insert named place of destination) Incoterms 2010.  
Terhadap ketentuan ini penjual harus menyerahkan barang 
di atas sarana pengangkutan utama atau di tempat tertentu yang 
disepakati dan penjual berkewajiban menanggung biaya 
pengangkutan sampai di tempat tujuan yang disepakati dalam 
kontrak atau pelabuhan tujuan. Untuk risiko terhadap barang, maka 
tanggung jawab penjual berakhir setelah dia menempatkan barang 
di atas sarana angkutan utama. 
Kemudian pembeli berkewajiban mengambil barang tersebut 
di pelabuhan tujuan, atau di tempat tujuan yang disepakati. Dan 
juga menanggung risiko mulai dari barang tersebut ditempatkan di 
atas sarana trasportasi utama di pelabuhan muat, atau di tempat 
tertentu yang disepakati di dalam kontrak.  
Dalam pengurusan izin dan dokumen lainnya maka penjual 
bertanggung jawab mengurus dokumen ekspor dan pembeli 
berkewajiban untuk mengurus dokumen impor. Penjual juga 
berkewajiban mengurus kepabeanan di negara penjual dan 
pembeli mengurus kepabeanan di negara tujuan barang.  
Untuk asuransi sendiri tidak ada kewajiban secara spesifik 
terhadap para pihak sesuai dengan Incoterms 2010, sehingga hal 
ini sebaiknya ditentukan secara spesifik di dalam kontrak 
perdagangan terkait dengan pihak yang akan menanggung biaya 
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asuransi. Namun jika dilihat dari risiko yang ada maka pembelilah 
yang seharusnya menanggung biaya asuransi. 
Pada dasarnya ketentuan ini hampir mirip dengan CFR, yang 
mana batas kewajiban penjual berbeda terkait dengan risiko dan 
biaya. Namun perbedaannya ialah penerapan ketentuan terhadap 
sarana trasportasi utama yang akan digunakan. 
Spesifikasi CPT Biaya Risiko 
Pengemasan  S  S  
Pra-carriage  S  S  
Pabean ekspor S  S  
Loading ke angkutan utama (penanganan)  S  S  
Transportasi utama S  B  
Asuransi Transportasi  B  B  
Bongkar dari kereta utama (penanganan)  B  B  
Pabean impor  B  B  
Pasca-carriage  B  B  
B= Buyer 
S= Seller 
3.8. CIP: Carriage and Insurance Paid To 
CIP (insert named place of destination) Incoterms 2010.  
Ketentuan ini pada dasarnya hampir sama dengan ketentuan 
CPT, satu-satunya yang menjadi perbedaan ialah bahwa penjual 
harus menanggung asuransi dengan tanggungan minimal. 
Sehingga jika pembeli ingin asuransi dengan pertanggungan 
maksimal, maka pembelilah yang harus menambahkan asuransi 
lagi. 
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Penyerahan barang oleh penjual dilakukan di atas sarana 
angkutan utama di pelabuhan muat, serta penjual menanggung 
biaya angkutan sampai di pelabuhan tujuan. Namun risiko yang di 
tanggungnya hanya sampai pada saat barang tersebut diletakkan 
di atas sarana pengangkutan utama di pelabuhan muat. 
Untuk biaya bongkar barang di pelabuhan tujuan, itu 
merupakan tanggung jawab pembeli. Disamping itu pembeli juga 
menanggung risiko sejak dimuatnya barang ke atas sarana 
pengangkutan utama di pelabuhan muat. 
Untuk pengurusan formalitas, izin serta dokumen yang 
dibutuhkan lainnya, maka penjual mengurus kelengkapan dan 
persyaratan ekspor sekaligus mengurus bea cukai. Sedangkan 
pembeli mengurus kelengkapan dan persyaratan impor serta 
kepabeanan di negaranya.  
Spesifikasi CIP Biaya Risiko 
Pengemasan   S  S  
Pra-carriage   S   S  
Pabean ekspor  S  S  
Loading ke angkutan utama (penanganan)   S   S  
Transportasi utama  S   B  
Asuransi   S   B 
Bongkar dari angkutan utama (penanganan)   B   B 
Pabean impor   B   B 
Pasca-carriage   B   B 
B= Buyer 
S= Seller 
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3.9. DAT: Delivered at terminal  
DAT (insert named terminal at port or place of destination) 
Incoterms 2010. 
Dengan ketentuan ini, maka penjual berkewajiban untuk 
mengantarkan barang ke pelabuhan tujuan termasuk juga 
menanggung biaya dan risiko untuk membongkar muatan dari atas 
kapal dan menempatkannya di terminal penampungan barang di 
pelabuhan tujuan. Para pihak harus menentukan dengan jelas di 
dalam kontrak perdagangan mereka terkait dengan tempat yang 
dituju. Selain itu penjual juga berkewajiban untuk mengurus semua 
dokumen ekspor barang, kepabeanan di negara pengekspor, dan 
menanggung risiko atas kerusakan dan kehilangan sampai barang 
tersebut berada di penampungan barang baik itu di pelabuhan laut, 
terminal kereta api, pelabuhan udara, atau tempat tertentu jika 
pengangkutannya menggunakan sarana lain seperti misalnya truk. 
Pembeli sendiri berkewajiban untuk mengurus dokumen dan 
izin impor di negara tujuan barang,  mengurus formalitas 
kepabeanan, serta mengambil barang dari tempat penampungan di 
pelabuhan atau terminal yang telah disepakati bersama. Kemudian 
mulai dari tempat barang tersebut diambil maka seluruh biaya dan 
risiko menjadi beban pembeli. 
Spesifikasi DAT Biaya Risiko 
Pengemasan  S  S  
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Pra-carriage  S  S  
Ekspor pabean  S  S  
Loading ke kereta utama (penanganan)  S  S  
Main transportasi  S  S  
Transportasi, asuransi  S  S  
Bongkar dari kereta utama (penanganan)  S  S  
Pabean impor  B  B  
Pasca-carriage  B  B  
B= Buyer 
S= Seller 
3.10.   DAP: Delivered at place 
  DAP (insert named place of destination) Incoterms 2010. 
Ketentuan ini mensyaratkan penjual menyerahkan barang di 
tempat yang telah disepakati dalam wilayah pembeli, misalnya di 
gudang pembeli. Dalam hal ini penjual menanggung biaya dan 
risiko mulai dari gudang penjual, kemudian mengangkutnya, 
membongkar muatan dari alat angkut utama di pelabuhan tujuan, 
kemudian mengantarkannya ke tempat tertentu yang telah 
disepakati, penjual juga berkewajiban untuk mengurus semua 
formalitas dan dokumen ekspor serta mengurus kepabeanan di 
negara pengekspor. Sedangkan pembeli masih harus bertanggung 
jawab untuk mengurus formalitas impor serta biaya yang timbul 
dalam pengurusan tersebut, juga terkait dengan kepabeanan. 
Kemudian terkait dengan siapa yang harus membongkar 
barang ketika barang tersebut sampai di tempat yang telah 
120 
 
disepakati, maka mengacu kepada ketentuan DAP, bagian A4, 
dikatakan:  
“the seller must deliver the goods by placing them at the 
disposal of the buyer on the arriving means of transport 
ready for unloading at the agreed poit, if any, at the named 
place of destination on the agreed date or within the agreed 
period”.  
 
Ini artinya penjual hanya mengantarkan barang dalam 
kondisi siap untuk dibongkar, dan tidak dikatakan bahwa penjual 
juga berkewajiban untuk membongkarnya. Namun di dalam 
ketentuan DAP berikutnya yakni bagian A6, poin  (b) dikatakan “any 
charges for unloading at the place of destination that were for the 
seller‟s account under the contract of carriage”. Dengan demikian 
maka para pihak harus menyatakan dengan jelas di dalam kontrak 
terkait dengan pihak mana yang harus menanggung biaya dan 
risiko untuk pembongkaran di tempat yang telah disepakati 
tersebut. 
Spesifikasi DAP Biaya  Risiko  
Pengemasan  S  S  
Pra-carriage  S  S  
Pabean ekspor  S  S  
Loading ke angkutan utama (penanganan)  S  S  
Transportasi utama S  S  
Asuransi trasportasi S  S  
Bongkar dari angkutan utama (penanganan)  S  S  
Pabean impor  B  B  
Pasca-carriage  S  S  
B= Buyer,        S= Seller 
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3.11. DDP: Delivered Duty Paid 
DDP (insert named place of destination) Incoterms 2010. 
Di dalam ketentuan ini penjual memikul beban maksimal 
terhadap proses pengiriman barang, sebab penjual harus 
mengurus semua hal yang diperlukan untuk melakukan proses 
ekspor di negaranya maupun mengurus proses impor di negara 
tujuan barang. Sebab tanggung jawab penjual berakhir sampai dia 
mengantarkan barang tersebut ke tempat gudang pembeli atau 
tempat yang dinyatakan di dalam kontrak. Hanya saja seperti 
ketentuan DAP di atas, terkait dengan pembongkaran muatan 
setelah kendaraan pengangkut tiba di gudang pembeli, hal ini harus 
dinyatakan juga di dalam kontrak perdagangan agar pihak penjual 
memiliki patokan dalam membuat kontrak pengangkutan nantinya. 
Dengan ketentuan seperti ini, maka sangat tidak disarankan 
bagi eksportir pemula untuk menerapkannya. Sebab beban dan 
risiko yang perlu direncanakan dengan matang, serta eksportir 
yang akan menerapkan aturan ini haruslah memiliki jaringan bisnis 
yang bagus di negara tujuan ekspor. 
Spesifikasi DAP Biaya  Risiko  
Pengemasan  S  S  
Pra-carriage  S  S  
Pabean ekspor  S  S  
Loading ke angkutan utama (penanganan)  S  S  
Transportasi utama S  S  
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Asuransi trasportasi S  S  
Bongkar dari angkutan utama (penanganan)  S  S  
Pabean impor  S  S  
Pasca-carriage  S  S  
B= Buyer 
S= Seller 
4. Pengapalan (Shipping) 
4.1. Proses pengapalan 
Proses pengapalan barang untuk tujuan ekspor memiliki 
kerumitan tersendiri. Terdapat banyak cara atau prosedur dalam 
proses mengapalkan barang, hal ini dipengaruhi oleh jenis 
angkutan dan cara pembayaran yang akan digunakan oleh para 
pihak, misalnya yang paling umum dilakukan dalam praktik ialah 
pembayaran dengan menggunakan latter of credit (L/C). Menurut 
Amir M.S. tahap-tahap dalam proses pengapalan itu yakni:114 
a) Setelah eksportir menerima L/C confirmative yang sifatnya 
operatif (sah sebagai landasan pembayaran) kemudian 
mempersiapkan barang ready for export, melakukan booking 
atau memesan ruangan/tempat kepada perusahaan pelayaran 
(shipping company) yang kapalnya akan berangkat ke 
pelabuhan tujuan yang dimaksud dalam sale‟s contract serta 
sesuai dengan waktu pengapalan (shipment date) yang 
disepakati dalam sale‟s contract tersebut. Eksportir kemudian 
                                                           
114 Amir M.S., Op. Cit. Hal. 32. 
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mengurus formalitas ekspor seperti mengisi pemberitahuan 
ekspor barang, membayar pajak ekspor (PE) dan pajak ekspor 
tambahan (PET) melalui advising bank, mengurus izin muat 
kepada Kantor Inspeksi Bea dan Cukai di pelabuhan muat. 
Setelah semua formalitas ekspor selesai, eksportir 
menyerahkan barang kepada perusahaan pelayaran (shipping 
company) untuk dimuat pada waktu yang disepakati. 
b) Shipping company, setelah selesai melakukan pemuatan 
barang ke atas kapal, menyerahkan bukti penerimaan barang, 
bukti kontrak angkutan, dan bukti pemilikan barang dalam 
bentuk Bill of Lading atau transport document lainnya kepada 
eksportir yang dalam pengangkutan ini disebut sebagai shipper.  
c) Shipping company selanjutnya bertanggung jawab mengangkut 
muatan itu sampai ke pelabuhan tujuan, serta menyerahkannya 
dengan selamat dan utuh kepada penerima barang yang 
disebut dalam B/L di pelabuhan tujuan (destination port) yang 
juga disebut di dalam B/L itu. 
d) Importir selaku penerima barang (consignee), bila telah 
menerima dokumen pengapalan (shipping document) dari 
opening bank, mengurus izin impor (import clearance) kepada 
pihak Bea Cukai di pelabuhan tujuan. Kemudian importir 
menghubungi agen pelayaran (shipping agent) di pelabuhan 
tujuan di negaranya untuk menerima muatan itu. 
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e) Shipping agent menyerahkan muatan kepada importir segera 
setelah pelunasan biaya yang menjadi hak shipping agent 
bersangkutan. 
Sementara itu tahap pemuatan barang ke atas kapal akan 
terdapat perbedaan yang didasarkan baik itu karena volume barang 
maupun sifat barang itu sendiri. Perbedaan alat angkutan juga akan 
membedakan proses pemuatan barang ke atas kapal. Adapun 
secara umum tahap-tahap pemuatan barang ke atas kapal itu 
yakni: 
4.1.1. Proses pembukuan muatan. 
Shipper yang lazimnya adalah eksportir atau pemilik barang 
(cargo owner) yang memerlukan ruangan kapal untuk mengirimkan 
barang-barangnya kepada pembeli menghubungi salah satu 
perusahaan pelayaran atau agennya baik itu melalui  telepon, surat 
atau secara lisan. Selain itu bisa juga dengan perantara petugas 
canvasser dari perusahaan pelayaran yang selalu berkunjung 
mencari muatan kepada shipper dan calon-calon shipper. 
Biasanya urusan pembukuan ruangan (booking space) 
diurus oleh bagian operasional muatan keluar dari perusahaan 
pelayaran. Dalam proses ini juga shiper memberitahukan terkait 
data muatan seperti:115 
a) Jenis dan jumlah muatan. 
                                                           
115 Ibid. hal. 228-229. 
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b) Pelabuhan tujuan yang diinginkan, lengkap dengan pelabuhan 
alternatif (optional). 
c) Tanggal pengapalan yang diharapkan (estimated time of 
departure). 
d) Keterangan lainnya yang dibutuhkan oleh perusahaan 
pelayaran, misalnya mengenai berat dan volume barang. 
Dengan informasi-informasi ini, maka perusahaan pelayaran 
akan memberitahu kepada shipper tentang sailing schedule atau 
jadwal perjalanan kapal samudra yang diageninya. Selanjutnya 
pihak pelayaran memberikan konfirmasi mengenai pembukuan 
muatan ini dengan cara:116 
a) Memberitahukan nama kapal, tanggal batas terakhir menerima 
penyerahan muatan dari shipper (closing date) dan tanggal 
perkiraan keberangkatan kapal. 
b) Menyerahkan blangko resi mualim (maste‟s receipt) atau resi 
gudang (dock‟s receipt) untuk diisi oleh shipper. 
c) Menyerahkan blangko formulir bill of lading untuk diisi oleh 
shipper. 
 
 
                                                           
116 Ibid. hal. 229. 
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4.1.2. proses penyerahan muatan dari shipper  kepada perusahaan 
pelayaran 
   Dalam bidang trasportasi, pada umumnya barang-barang 
dibagi ke dalam dua kelompok yaitu: 
a) barang-barang berbahaya dan pecah-belah (dangerous and 
dusty cargo, fragile) 
b) barang-barang niaga umum (general cargo). 
Kemudian sesuai dengan pengelompokan di atas, maka 
penyerahan barang dari shipper kepada pengangkut (carriage) di 
pelabuhan muat pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara 
yaitu: 
a) melalui gudang yang ditunjuk perusahaan pelayaran 
(shed/godown). 
b) langsung di dermaga di samping kapal (alongside). 
Barang-barang yang termasuk ke dalam kelompok general 
cargo, seperti tekstil, terigu, kakao, kopi, karet, teh, dan hasil 
industri lainnya lazim diserahkan melalui gudang. Sedangkan 
barang-barang yang termasuk kelompok dangerous and dusty 
cargo & fragile, seperti amunisi, bahan kimia yang mudah terbakar 
(frammable), semen, dapat diserahkan langsung di dermaga di 
samping kapal. 
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Untuk menghemat biaya seperti sewa gudang, ada kalanya 
shipper lebih menyukai untuk menyerahkan langsung di dermaga di 
samping kapal. Bagi barang khusus lainnya juga, yang karena 
volume dan beratnya tidak mungkin digarap dengan fasilitas-
fasilitas pergudangan yang biasa, seperti forklift, crane, dan alat 
berat lainnya, secara umum diserahka langsung di dermaga, baik 
itu di dermaga umum maupun khusus dan tidak melalui gudang. 
4.1.3. Penyerahan muatan melalui gudang dalam proses 
pengapalan 
Setelah perusahaan pelayaran memberikan shipper satu set 
blangko formulir resi gudang dan satu set blangko formulir bill of 
lading. Kemudian setelah shipper mengisi dengan lengkap formulir-
formulir tersebut, diapun mengembalikan formulir yang telah diisi itu 
ke bagian operasi muatan keluar perusahaan pelayaran tersebut. 
Selanjutnya bagian operasilah yang berwenang memberikan cap 
terkait dengan kapal yang mengangkut, nomor gudang tempat 
penimbunan, batas akhir penyerahan barang.  
Dengan resi gudang yang sudah dicap tersebut shipper 
membawa barang ke gudang yang telah ditunjuk sebelum batas 
akhir tanggal yang telah ditentukan. Barang yang diserahkan oleh 
shipper akan diterima oleh petugas gudang. Kemudian petugas 
gudang akan mencocokkan barang secara fisik dengan data yang 
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tercantum di dalam resi gudang. Bila sesuai maka kepala gudang 
akan mengecapnya dengan stempel conform serta 
menandatanganinya sebagai tanda terima barang yang diserahkan 
kembali kepada shipper, dokumen inilah kemudian yang disebut 
sebagai dock‟s receipt. 
Setelah barang diterima, kemudian disusun dan ditumpuk di 
dalam gudang sampai kapal yang akan mengangkutnya tiba. 
Selanjutnya Shipper membawa resi gudang yang telah 
ditandatangani kepala gudang kepada bagian operasional 
perusahaan pelayaran untuk ditukarkan dengan received for 
shipment bill of lading (bila dibutuhkan). Bila barang telah dimuat ke 
atas kapal, maka resi gudang atau R/S bill of lading ditukarkan oleh 
shiper dengan original shipped on board bill of lading di perusahaan 
pelayaran. 
Shipped on board bill of lading merupakan dokumen yang 
sangat penting dalam perdagangan internasional, oleh karena itu 
memerlukan penanganan yang teliti dan seksama, baik oleh 
shipper maupun perusahaan pelayaran. Dalam B/L ini ada kalanya 
juga dicatat jumlah uang tambang yang dibayarkan (freight paid).  
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4.1.4. Penyerahan muatan di samping kapal dalam proses 
pengapalan 
Proses ini awalnya sama dengan proses penyerahan barang 
melalui gudang, hanya saja mulai berbeda pada saat 
mengembalikan blangko yang sudah diisi oleh shipper tersebut. 
Pada saat blangko tersebut dikembalikan, bagian operasi 
perusahaan pelayaran memberikan cap dan konfirmasi tentang: 
nama kapal, penegasan tentang penyerahan di samping kapal, 
tanggal, jam, dan dermaga.117 
Bila tanggal untuk penyerahan barang telah tiba, maka 
shipper membawa barang ke sisi lambung kapal disertai dengan 
resi mualim yang sudah dicap komfirmasi sewaktu penyerahan 
dokumen oleh bagian operasi. Kemudian kerani penerima barang 
(receiving clerk) dari bagian terminal memeriksa barang yang 
diserahkan dengan cara mencocokkannya dengan data yang 
dicantumkan dalam formulir resi mualim. Bila ternyata cocok 
(conform), maka barang boleh diangkut ke samping kapal sambil 
menunggu giliran dimuat sesuai dengan rencana pemuatan 
sementara (tentative stowage plan). Namun bila tidak cocok maka 
resi mualim dicap “tahan di dermaga” atau “hold on dock”. 
Bila keadaan barang tidak cocok sepenuhnya atau terdapat 
sedikit cacat terhadap barang seperti kerusakan kemasan dan tidak 
                                                           
117 Ibid. hal. 232-233. 
130 
 
sesuai dengan resi mualim, maka mualim memberikan catatan 
mengenai keadaan itu pada resi mualim. Resi mualim yang diberi 
catatan ini disebut resi mualim kotor (unclean/foul mate‟s recipt).  
Setelah barang selesai dimuat ke atas kapal maka mualim I 
menandatangani resi mualim berikut catatan dan 
mengembalikannya kepada shipper. 
Shipper membawa resi mualim yang sudah ditandatangani 
oleh Mualim I ditukarkan ke bagian operasi perusahaan pelayaran 
dengan original shipped on board bill of lading. Namun jika di dalam 
resi mualim terdapat catatan-catatan khusus terkait dengan ketidak 
sesuaian barang maka B/L yang dikeluarkan disebut unclean/foul 
bill of lading, dan B/L tersebut kurang disukai oleh pengusaha, 
perbankan, maupun perusahaan asuransi. 
4.2. Aturan Hukum 
4.2.1. United Nation Convention on The carriage of Goods by Sea 
(1978) “the Hamburg Rules” 
Pada  bidang hukum maritim internasional, masyarakat 
hukum internasional seperti negara-negara, telah berusaha 
menseragamkan dan mengharmonisasi hak dan kewajiban para 
pihak untuk mengatasi kepentingan yang sering bertentangan 
antara pengirim dengan operator. Aturan  ini terutama bekaitan 
dengan masalah yang timbul atara pemilik kapal dengan pemilik 
barang terkait dengan siapa yang akan bertanggung jawab 
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terhadap barang yang diangkut. Selama tahun 1970-an tekanan 
datang dari negara-negara berkembang untuk pemeriksaan ulang 
rezim hukum Hague-visby Rules (1968) kemudian menetapkan 
rezim hukum yang relatif seragam yang mengatur hak dan 
kewajiban dari pengirim, operator dan penerima barang di bawah 
kontrak pengangkutan barang melalui laut. Kemudian diadakanlah 
konferensi diplomatik pada tanggal 31 Maret 1978,118 Konvensi 
menetapkan suatu rezim hukum yang seragam yang mengatur hak 
dan kewajiban dari pengirim, operator dan penerima barang di 
bawah kontrak pengangkutan barang melalui laut yang mana 
perancangan konvensi dipersiapkan oleh UNCITRAL. Selanjutnya 
pengadopsian konvensi ini didukung oleh  organisasi-organisasi 
antar pemerintah seperti United Nations Conference on Trade and 
Development (UNCTAD), the Organization of American States 
(OAS) dan Asian-African Legal Consultative Committee (AALCO). 
ada beberapa negara telah menggabungkan Hamburg Rules ke 
dalam hukum nasional mereka seperti Cina, Australia, Newzealand 
dalam mencari perlindungan yang lebih baik bagi pemilik barang.119 
                                                           
118 UNCITRAL, “(1978)United Nation Convention on The carriage of Goods by Sea ‘the Hamburg 
Rules’”, online, diakses dari 
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/transport_goods/Hamburg_rules.html, pada 
tanggal 30 Oktober 2012, pukul 20:30.  
119 Lawessays, “Hamburg Rules for International Carriage”, online, diakses dari http://www.law-
essays-uk.com/resources/sample-essays/international-law/hamburg-rules-for-international-
carriage.php, pada tanggal 30 Oktober 2012, pukul 21:07.  
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Hamburg Rules mengadopsi pendekatan baru untuk 
tanggung jawab kargo. Berdasarkan Hamburg rules, pembawa 
barang bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang 
selama pengangkutan, kecuali pembawa dapat membuktikan 
bahwa semua langkah yang wajar untuk menghindari kerusakan 
atau kerugian telah diambil. Kewajiban operator diperluas untuk 
mencerminkan perkembangan berbagai kategori kargo sekarang 
ini, teknologi baru dan loading metode, serta masalah praktis 
lainnya yang dikeluhkan oleh pengirim seperti kerugian yang timbul 
karena keterlambatan pengiriman.   
Hamburg Rules mulai berlaku pada tanggal 1 November 
1992 ketika jumlah pra-syarat seperti ratifikasi dari negara-negara 
telah mencapai jumlah minimum yang dipersyaratkan. Namun, tidak 
satupun dari negara-negara besar di dunia perdagangan telah 
menyetujui Hamburg Rules, sehingga Hamburg Rules mungkin 
mencakup kurang dari 5% dari perdagangan maritim dunia.120 
Meskipun berlaku sejak tahun 1992, Hamburg Rules belum 
diterima dengan antusias oleh perusahaan pelayaran besar di 
seluruh dunia. Perhatian dasarnya adalah bahwa aturan-aturan ini 
cenderung meningkatkan kewajiban carrier, yang pada akhirnya 
                                                           
120 OECD, “UN Hamburg Rules of 1978”, online, diakses dari 
http://www.oecd.org/sti/transport/maritimetransport/unhamburgrulesof1978.htm, pada 
tanggal 30 Oktober 2012, pukul 21:47.  
133 
 
mempengaruhi biaya asuransi dan biaya keseluruhan pengiriman. 
Dalam upaya untuk mencegah fragmentasi lebih lanjut antara 
negara-negara maritim, Rotterdam Rules telah diumumkan untuk 
memberikan kerangka hukum yang memperhitungkan 
perkembangan teknologi di industri transportasi maritim, yaitu 
pertumbuhan containerisation, pengembangan dokumen 
transportasi elektronik, dan keinginan untuk door to door carriage di 
bawah satu kontrak. 
Secara lengkap terkait dengan status Hamburg Rules dapat 
dilihat dalam table di bawah ini:121 
    All dates: DD/MM/YYYY 
State Not
es 
Signature Ratification, 
Accession (*), 
Approval(†), 
Acceptance (‡) 
or Succession 
(§) 
Entry into 
force 
Albania   20/07/2006(*) 01/08/2007 
Austria  30/04/1979 29/07/1993 01/08/1994 
Barbados   02/02/1981(*) 01/11/1992 
Botswana   16/02/1988(*) 01/11/1992 
Brazil  31/03/1978   
Burkina Faso   14/08/1989(*) 01/11/1992 
Burundi   04/09/1998(*) 01/10/1999 
Cameroon   21/10/1993(*) 01/11/1994 
Chile  31/03/1978 09/07/1982 01/11/1992 
Czech Republic (a),(
b) 
02/06/1993 23/06/1995 01/07/1996 
Democratic  19/04/1979   
                                                           
121 UNCITRAL, “UNCITRAL Texts and Status”, online, diakses dari 
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/transport_goods/Hamburg_status.html, pada 
tanggal 30 Oktober 2012, pukul 20:30.  
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Republic of the 
Congo 
Denmark  18/04/1979   
Dominican 
Republic 
  28/09/2007(*) 01/10/2008 
Ecuador  31/03/1978   
Egypt  31/03/1978 23/04/1979 01/11/1992 
Finland  18/04/1979   
France  18/04/1979   
Gambia   07/02/1996(*) 01/03/1997 
Georgia   21/03/1996(*) 01/04/1997 
Germany  31/03/1978   
Ghana  31/03/1978   
Guinea   23/01/1991(*) 01/11/1992 
Holy See  31/03/1978   
Hungary  23/04/1979 05/07/1984 01/11/1992 
Jordan   10/05/2001(*) 01/06/2002 
Kazakhstan   18/06/2008(*) 01/07/2009 
Kenya   31/07/1989(*) 01/11/1992 
Lebanon   04/04/1983(*) 01/11/1992 
Lesotho   26/10/1989(*) 01/11/1992 
Liberia   16/09/2005(*) 01/10/2006 
Madagascar  31/03/1978   
Malawi   18/03/1991(*) 01/11/1992 
Mexico  31/03/1978   
Morocco   12/06/1981(*) 01/11/1992 
Nigeria   07/11/1988(*) 01/11/1992 
Norway  18/04/1979   
Pakistan  08/03/1979   
Panama  31/03/1978   
Paraguay   19/07/2005(*) 01/08/2006 
Philippines  14/06/1978   
Portugal  31/03/1978   
Romania   07/01/1982(*) 01/11/1992 
Saint Vincent and 
the Grenadines 
  12/09/2000(*) 01/10/2001 
Senegal  31/03/1978 17/03/1986 01/11/1992 
Sierra Leone  15/08/1978 07/10/1988 01/11/1992 
Singapore  31/03/1978   
Slovakia (a) 28/05/1993   
Sweden  18/04/1979   
Syrian Arab   16/10/2002(*) 01/11/2003 
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Republic 
Tunisia   15/09/1980(*) 01/11/1992 
Uganda   06/07/1979(*) 01/11/1992 
United Republic of 
Tanzania 
  24/07/1979(*) 01/11/1992 
United States of 
America 
 30/04/1979   
Venezuela 
(Bolivarian 
Republic of) 
 31/03/1978   
Zambia   07/10/1991(*) 01/11/1992 
 
4.2.2. United Nations Conventions on Contracts for the 
International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea 
(2008) “Rotterdam Rules” 
Inisiatif terbaru di bidang pengangkutan barang melalui laut 
datang dari United Nations Commission On International Trade Law 
(UNCITRAL) yang telah melahirkan United Nations Conventions on 
Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly 
by Sea (2008). Konvensi ini telah menarik banyak minat serta kritik, 
karena efek penerapannya diperkirakan akan berdampak bagi para 
pihak di industri maritim. Konvensi ini juga dikenal sebagai 
Rotterdam Rules.  
Sebuah rezim hukum internasional baru yang mengatur 
pengangkutan barang melalui laut dan didorong oleh kebutuhan 
untuk harmonisasi beragam aturan yang diterapkan oleh negara-
negara di dunia, kemudian rezim hukum pengangkutan barang 
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internasional saat ini oleh beberapa kalangan dianggap tidak 
memenuhi persyaratan terhadap adanya modernisasi di berbagai 
aspek pengangkutan. Dalam rangka untuk melawan situasi ini 
Comite Maritime International (CMI) merumuskan Draft Instrument 
on Transport Law yang diminta oleh UNCITRAL dan menyerahkan 
kepadanya kembali pada bulan Desember 2001.  
Pembacaan pertama draf selesai pada Maret 2003 
sementara review ketiga dan terakhir dilakukan di Wina antara 
tanggal 14 sampai 25 Januari 2008. Teks ini diadopsi oleh Majelis 
Umum PBB di Athena, Yunani pada bulan Oktober 2008 dan 
konvensi terbuka untuk diratifikasi pada bulan September 2009 di 
Rotterdam.  
Aturan yang terdapat di dalam konvensi ini pada dasarnya 
merupakan penggabungan dari beberapa bagian The Hague Visby 
Rules dan Hamburg Rules dengan beberapa penambahan 
ketentuan tentunya. Aturan yang terdapat di dalam konvensi ini 
cukuplah luas, terdiri dari 18 bab dan 96 pasal. Secara ringkas 
ketentuan-ketentuannya yakni: 
a) Aturan berlaku untuk kontrak pengangkutan internasional yang 
meliputi laut internasional.122 Karena itu aturan ini berlaku untuk 
angkutan multimodal internasional serta angkutan maritim 
                                                           
122 Roterdam Rules, Pasal 5. 
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internasional yang disediakan baik oleh penerima barang, 
pemuat, pengirim barang.123 Aturan ini tidak berlaku untuk 
charterparty atau, dalam perdagangan kapal, untuk kontrak 
penggunaan kapal atau ruang di kapal.124 
b) Ada beberapa kebebasan untuk menyimpang dari Peraturan 
sehubungan dengan “volume contract” yang didefinisikan 
dalam Pasal 1 (2) dan untuk serangkaian pengiriman barang 
dalam sejumlah tertentu.125 Namun, kewajiban tentang anak 
buah kapal, kelayakan dan memperlengkapi kapal Pasal 14 (a) 
& (b), penyediaan informasi Pasal 29, barang berbahaya Pasal 
32, batas-batas kewajiban dan hilangnya hak karena batasan 
itu, tidak dapat diubah atau dihilangkan. 
c) Tanggung jawab pengangkut dimulai pada saat barang diterima 
olehnya atau pihak yang melakukan (didefinisikan dalam Pasal 
1 (6a)) dan berakhir pada saat barang diserahkan.126 karena itu 
aturan ini akan menerapkan layanan "door to door". meskipun 
perlu dicatat bahwa jika kerugian, kerusakan atau 
keterlambatan hanya terjadi sebelum pemuatan atau setelah 
pembongkaran, aturan ini tidak menggantikan konvensi 
internasional lainnya untuk wajib berlaku seperti CMR 
(Convention on the Contract for the International Carriage of 
                                                           
123 Ibid. 
124 Ibid, Pasal 6. 
125
 Ibid, Pasal 80. 
126 Ibid, Pasal 12. 
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Goods by Road) atau CIM (International Convention concerning 
the Carriage of Goods by Rail).127 
d) Dalam Pasal 13 tugas umum pengangkut adalah, tunduk pada 
cakupan Rotterdam Rules yang diperpanjang, sama seperti di 
dalam Pasal III R.2 dari Den Haag-Visby Rules. Namun, 
kewajiban pengangkut terhadap kelayakan laut diperluas untuk 
mencakup pelaksanaan kewajiban yang seharusnya selama 
pelayaran dan operator wajib untuk membuat dan menjaga 
kapal layak laut.128 
e) Pengangkut bertanggung jawab atas kehilangan atau 
kerusakan pada barang atau keterlambatan dalam pengiriman 
jika penuntut membuktikan bahwa ini disebabkan selama 
periode tanggung jawab pengangkut.129 
f) Pengangkut akan terbebas dari semua atau sebagian 
kewajibannya jika terbukti bahwa penyebab kerugian tidak 
disebabkan kesalahannya atau kesalahan setiap orang yang 
tercantum dalam Pasal 18, atau jika penyebabnya termasuk 
dalam daftar upaya pertahanan yang terdapat dalam Pasal 17 ( 
3). Ketentuan pertahanan yang terdapat dalam Pasal 17 (3), 
mirip dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal IV R.2 dari 
Den Haag-Visby Rules. Perbedaan yang paling relevan ialah 
bahwa: "kesalahan navigasi atau pengelolaan kapal" sesuai 
                                                           
127 Ibid, Pasal 26. 
128
 Ibid, Pasal 14. 
129 Ibid, Pasal 17 (1). 
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dengan Pasal IV R.2 (a) telah dihilangkan dalam Rotterdam 
Rules. 
g) Namun, jika penggugat dapat membuktikan bahwa kesalahan 
operator, atau orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, 
menyebabkan atau berkontribusi terhadap hilangnya muatan, 
maka pengangkut akan tetap bertanggung jawab untuk seluruh 
atau sebagian dari kerugian meskipun setiap upaya pertahanan 
yang berlaku dalam Pasal 17 (3) telah diupayakan. 
h) Jika pembawa dibebaskan dari bagian tanggung jawabnya 
berdasarkan Pasal 17, misalnya dengan mengandalkan 
pertahanan yang tercantum dalam Pasal 17 (3), operator akan 
tetap bertanggung jawab untuk bagian dari kerugian yang dia 
tidak bisa lepas untuk bertanggung jawaban. Ketentuan ini 
akan berlaku jika ada lebih dari satu penyebab kerugian. 
i) Aturan ini juga berisi ketentuan rinci mengenai pilihan yurisdiksi 
dan arbitrase yang terdapat dalam Pasal 66 sampai dengan 
Pasal 78 untuk dipertimbangkan secara penuh. Sebagai 
gambaran, kecuali kontrak pengangkutan berisi klausul 
yurisdiksi eksklusif sesuai dengan Pasal 67 atau 72, penggugat 
dapat memulai proses terhadap pengangkut dalam pengadilan 
yang berwenang di yurisdiksi: (i) domisili pengangkut, (ii) 
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tempat penerimaan, (iii) tempat pengiriman, atau (iv) pelabuhan 
muat atau pelabuhan bongkar.130 
j) Pasal 67 menetapkan kriteria yang harus dipenuhi untuk 
klausul yurisdiksi eksklusif yang akan dilaksanakan dalam 
kontrak volume. Setelah sengketa telah timbul para pihak dapat 
setuju untuk menyelesaikannya di pengadilan yang kompeten 
(didefinisikan oleh Pasal 1 (30)) dan pengadilan yang 
berwenang juga akan memiliki yurisdiksi jika tergugat muncul 
sebelum itu, tanpa ada perdebatan yurisdiksi.131 
k) Aturan yang memungkinkan kesepakatan untuk menengahi 
sengketa. Ketentuan Pasal 75 sampai Pasal 78 yang rinci dan 
membentuk mekanisme mirip dengan persyaratan atas 
yurisdiksi. Seharusnya, meskipun, perlu dicatat bahwa 
yurisdiksi dan arbitrase dapat dilarang dan suatu negara pihak 
harus secara khusus memilih dengan cara deklarasi.132 
Konvensi ini membatasi tanggung jawab pengangkut dari 
ketika pembawa atau pihak pengangkut menerima barang untuk 
diangkut dan berakhir pada saat barang diserahkan. Berdasarkan 
konvensi ini para pihak dalam kontrak pengangkutan dapat setuju 
bahwa kegiatan-kegiatan tertentu seperti loading, penanganan, dan 
stowing, proses tersebut dapat dilakukan pada risiko pengirim atau 
                                                           
130 Ibid, Pasal 66. 
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 Ibid, Pasal 72. 
132 Ibid, Pasal 74. 
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penerima, bukan dari pengangkut. Hal ini berbeda dengan posisi 
dalam konvensi internasional sebelumnya, dimana para pihak tidak 
bisa melepaskan tanggung jawab, tetapi ini dapat dilihat sebagai 
alat tawar-menawar untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan dari 
kedua pihak yakni pengirim dan pengangkut.  
Banyak pihak beranggapan bahwasanya Rotterdam Rules 
akan memberatkan pihak pengangkut, sebab jika dibandingkan 
dengan konvensi-konvensi sebelumnya, ada kecenderungan 
peningkatan tanggung jawab dari pihak pengangkut, hal inilah yang 
menyebabkan adanya kesan bahwa negara-negara banyak yang 
masih memikirkan untuk melakukan ratifikasi terhadap aturan ini. 
Dihawatirkan konvensi ini akan lebih memperburuk situasi di 
industri pengangkutan dan bukannya memberikan harmonisasi atau 
babak baru dunia trasportasi barang yang lebih moderen. Namun 
jika dibandingkan dengan Hamburg Rules 1978 yang baru mulai 
diberlakukan 14 tahun kemudian yakni 1992 maka mungkin terlalu 
dini untuk mengambil kesimpulan bahwa Rotterdam Rules telah 
gagal dalam upayanya melakukan pembaharuan di bidang hukum 
angkutan barang. 
Terlepas dari itu semua International Chamber of Commers 
(ICC) yang terhadap ketentuan-ketentuanya banyak diterima di 
dunia perdagangan internasional seperti Incoterms dan UCP, turut 
memberikan dukungan terhadap berlakunya Rotterdam Rules, 
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seperti dalam salah satu publikasi artikelnya dengan 
mengatakan:133  
“The convention aims to provide uniformity for the 
international carriage of goods, which at the current time is 
governed by a number of maritime liability regimes, absent of 
a global convention for multimodal transport. As the World 
Business Organization, the International Chamber of 
Commerce (ICC), recognizes the importance of developing a 
harmonized, international ocean cargo regime, that is both 
sound and balanced, and takes into account modern 
developments such as containerization, multimodal transport 
and e-commerce”.  
Hingga saat ini, dari 24 negara penandatangan baru dua 
negara yang meratifikasi Rotterdam Rules, sementara kebutuhan 
jumlah minimum ratifikasi untuk dapat berlakunya konvensi ini yakni 
20 negara. Selengkapnya dapat dilihat di bahwah ini:134 
All dates: DD/MM/YYYY 
State Notes Signature Ratification, 
Accession(*), 
Approval(†), 
Acceptance(‡) or 
Succession(§) 
Entry 
into 
force 
Armenia  29/09/2009   
Cameroon  29/09/2009   
Congo  23/09/2009   
                                                           
133 ICC, “ICC Comments on the UN Convention on Contracts for the International Carriage of 
Goods Wholly or Partly by Sea (the ‘Rotterdam Rules’)”, online, diakses dari 
http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Document-centre/1999/ICC-Comments-on-
the-UN-Convention-on-Contracts-for-the-International--Carriage-of-Goods-Wholly-or-Partly-by-
Sea-%28the-%E2%80%9CRotterdam-Rules%E2%80%9D%29/, pada tanggal 31 Oktober 2012, 
pukul 00:05.  
134 UNCITRAL, “Status  United Nations Convention on Contracts for the International Carriage 
of Goods Wholly or Partly by Sea (2008)- the ‘Rotterdam Rules’”, online, diakses dari 
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/transport_goods/rotterdam_status.html, 
pada tanggal 31 Oktober 2012, pikul 11:04.  
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Democratic Republic 
of the Congo 
 23/09/2010   
Denmark  23/09/2009   
France  23/09/2009   
Gabon  23/09/2009   
Ghana  23/09/2009   
Greece  23/09/2009   
Guinea  23/09/2009   
Luxembourg  31/08/2010   
Madagascar  25/09/2009   
Mali  26/10/2009   
Netherlands  23/09/2009   
Niger  22/10/2009   
Nigeria  23/09/2009   
Norway  23/09/2009   
Poland  23/09/2009   
Senegal  23/09/2009   
Spain  23/09/2009 19/01/2011  
Sweden  20/07/2011   
Switzerland  23/09/2009   
Togo  23/09/2009 17/07/2012  
United States of 
America 
 23/09/2009   
Parties: 2 
(20 Actions Are Required For Entry Into Force) 
5. Asuransi (Insurance) 
5.1. Asuransi Ekspor dan Impor  
Bisa dikatakan hampir semua transaksi ekspor dan impor di 
seluruh dunia menggunakan asuransi. Asuransi sudah menjadi hal 
yang umum di kalangan eksportir dan importir, sebab asuransi tidak 
hanya terkait dengan kepentingan risiko semata, namun proses–
proses lain dalam transaksi perdagangan juga mensyaratkan 
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adanya asuransi, misalnya seperti proses pembayaran yang 
menggunakan L/C. 
Asuransi atau pertanggungan, di dalamnya selalu 
mengandung pengertian adanya suatu risiko. Risiko yang dimaksud 
belum pasti terjadi karena masih tergantung pada suatu peristiwa 
yang belum pasti pula.135 
Asuransi juga dapat mempengaruhi industri ekspor baik itu di 
satu kawasan maupun negara, contoh seperti adanya keputusan 
yang dikeluarkan oleh Uni Eropa terhadap larangan untuk 
memberikan asuransi terhadap kapal-kapal yang mengangkut 
minyak dari Iran. Kapal-kapal pengangkut minyak biasanya 
membeli asuransi untuk mengantisipasi kecelakaan dan hal-hal lain 
mulai dari cedera awak kapal hingga ke masalah lingkungan. 
Namun, sebagian besar perusahaan yang menjual asuransi kapal 
angkut berada di wilayah Uni Eropa. Ini berarti sejak embargo 
diberlakukan pada 1 Juli 2012, maka akan sulit bagi perusahaan-
perusahaan perkapalan mendapatkan asuransi untuk tanker 
pengangkut minyak mentah Iran. Dengan keputusan ini maka 
Korea Selatan menjadi negara Asia pertama yang menunda impor 
minyak Iran. Menurut kantor berita Reuters, India telah meminta 
Teheran untuk mengatur pengiriman dan asuransi untuk ekspor 
minyak ke India. Selain itu, China yang merupakan importir utama 
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 Sri Rejeki Hartono, “Hukum Asuransi dan Perusahaan Auransi”, (Sinar Grafika: Jakarta, 1992), 
hal. 12.   
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minyak Iran juga meminta pengaturan pengiriman minyak ke negeri 
itu. Sedangkan Jepang memberikan "jaminan kedaulatan" untuk 
semua pengiriman minyak Iran.136 Hal ini menunjukkan betapa 
pentingnya peran asuransi dalam kegiatan ekspor dan impor.  
Dalam kegiatan ekspor dan impor dikenal istilah cargo 
insurance ada juga pihak yang hanya menyebutnya sebagai 
asuransi ekspor. Asuransi ini termasuk jenis asuransi kerugian, 
bukan asuransi jiwa.137 Sebab yang dijadikan pertanggungan 
adalah barang ekspor, berbeda halnya jika asuransi yang diberikan 
untuk anak buah kapal. Persetujuan untuk mengasuransikan 
barang ekspor tersebut dicantumkan secara rinci dalam sebuah 
kontrak bernama “Polis Asuransi” yang ditandatangani oleh pihak 
penanggung (perusahaan asuransi) dan pihak tertanggung (pemilik 
barang). Atas jasanya memberikan pertanggungan maka 
perusahaan asuransi berhak mendapatkan pembayaran iuran atau 
premi asuransi dari pihak tertanggung.138 
Prinsip utama dalam dunia asuransi meliputi tiga hal, yaitu 
prinsip iktikad baik (good faith), prinsip kepentingan pihak 
tertanggung (insurable interest), dan prinsip ganti rugi (principle of 
indemnity).139 Prinsip iktikad baik maksudnya ialah pihak 
                                                           
136 BBC, “Korea Selatan Tunda Impor Minyak Iran” online, diakses dari 
http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/06/120626_koreaniranoil.shtml, pada tanggal 31 
Oktober 2012, pukul 19:23.  
137 Iswi Hariani, dan Serfianto, op, cit, hal. 100. 
138
 Ibid, hal. 100-101. 
139 Radiks Purba, “Asuransi Angkutan Laut”, (Rineka Cipta: Jakarta, 1998), hal. 8. 
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tertanggung harus memberikan informasi yang jujur terkait dengan 
objek yang dipertanggungkan sebab pemberian informasi yang 
tidak jujur dapat menyebabkan pihak penanggung menolak 
membayar ganti rugi, sedangkan pihak penanggung harus memiliki 
komitmen untuk membayar ganti rugi sesuai kesepakatan. Untuk 
prinsip kepentingan pihak tertanggung maksudnya ialah pihak 
tertanggung setuju menandatangani polis asuransi karena memiliki 
kepentingan untuk melindungi barangnya. Kemudian prinsip ganti 
rugi mengisyaratkan kepada penanggung untuk mengganti 
kerugian pihak tertanggung jika terjadi musibah.140  
Jenis dan bentuk dari kontrak asuransi dapat berbeda-beda 
antar satu negara dengan negara lain, namun tujuan dan fungsinya 
secara umum tetap sama yakni melindungi pihak tertanggung dari 
ketidak pastian. Secara umum kontrak asuransi dapat berupa tiga 
macam bentuk, yakni polis asuransi, sertifikat asuransi, dan surat 
penutupan. 
Polis asuransi merupakan kontrak perjanjian antara pihak 
penanggung dengan pihak tertanggung. Polis asuransi ada yang 
besifat tertutup yaitu diterbitkan hanya untuk menutup satu kali 
pengiriman barang, dan ada juga yang bersifat terbuka (open 
policy/open cover) yang diterbitkan dalam satu polis namun dapat 
dipakai dalam beberapa kali pengangkutan. Sertifikat asuransi yaitu 
                                                           
140 ISwi Hariani, dan Sefrindo, op, cit, hal. 101. 
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surat keterangan yang dibuat oleh perusahaan asuransi yang 
menjelaskan bahwa terhadap barang-barang tertentu telah 
dilakukan penutupan asuransi dalam bentuk open policy. Kemudian 
surat penutupan atau cover note ialah surat pemberitahuan yang 
dibuat oleh perusahaan asuransi atau agen asuransi yang 
menyatakan bahwa sebuah kontrak asuransi telah ditutup 
sementara menunggu keluarnya sertifikat asuransi dan atau polis 
asuransi.141 
Risiko kerugian dalam bidang perasuransian dibagi menjadi 
tiga kelompok utama yakni: risiko kerugian yang secara umum 
ditanggung oleh perusahaan asuransi, risiko kerugian yang 
ditanggung oleh perusahaan asuransi dengan persyaratan khusus, 
dan risiko kerugian yang menjadi tanggungan pemilik barang. 
Untuk kerugian yang secara umum ditanggung oleh 
perusahaan asuransi meliputi bencana alam dan perbuatan 
manusia. Untuk kategori bencana alam sendiri juga terbagi menjadi 
bencana laut atau peril of the sea yang meliputi bencana angin, 
badai, gelombang, kabut, batu karang, gunung es, dan kilat. Dan 
bencana di laut atau peril on the sea yang diakibatkan oleh 
tabrakan kapal dan kebakaran. Kemudian yang tergolong akibat 
dari perbuatan manusia terdiri dari perbuatan awak kapal seperti 
pembuangan atau pengurangan muatan (jettison), kejahilan awak 
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kapal (barratry), penggantian arah pelayaran (deviation), dan 
perbuatan pihak ketiga yang terdiri dari bajak laut, penyamu, serta 
pencuri.142 
Risiko kerugian yang ditanggung oleh perusahaan asuransi 
dengan persyaratan khusus meliputi: yang pertama kerugian akibat 
peperangan (war risks) yang terdiri dari kapal perang, 
pembeslahan, perampasan, penahanan, penangkapan, penculikan;  
kedua kerugian akibat pemogokan (strikes) seperti pemogokan, 
kerusuhan, pemberontakan; ketiga kerugian akibat sifat muatan 
sendiri seperti penyusutan; dan keempat kerugian akibat pencurian 
di darat (thieves on shore).143 
Untuk risiko kerugia yang menjadi tanggungan pemilik 
barang meliputi: kerusakan akibat hama penggerek, perubahan 
harga di pelabuhan tujuan, kerugian karena kelalaian atau itikad 
buruk pemilik barang.144 
Jenis penanggungan asuransi dalam pengangkutan laut 
meliputi Free of Particular Average (FPA), With Average (WA), All 
Risks, Total Loss Only (TLO), dan Franchise Clause. Dalam FPA 
(Free of Particular Average) perusahaan asuransi bebas dari 
tuntutan pembayaran atas kerugian tertentu dan hanya 
menanggung kerugian karena total loss dan kerugian umum, syarat 
                                                           
142 Amir M.S., Ekspor Impor: Teori & Penerapannya (cetakan ke-5), (Jakarta: Pustaka Binaman 
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FPA lazim digunakan untuk asuransi kapal dan jarang terjadi dalam 
asuransi barang.145  
WA (With Average) dengan jenis ini perusahaan asuransi 
wajib membayar ganti rugi atas sebagian kerusakan dan kerugian 
yang terjadi selama pelayaran. Kerugian tersebut dapat meliputi 
general average, atau particular average yang tidak disengaja.146 
Dalam All Risk, perusahaan asuransi wajib memberikan 
ganti rugi atas kerusakan atau kerugian sekecil apapun, premi 
asuransi ini ialah yang paling mahal dibanding jenis pertanggungan 
lainnya. Barang-barang yang dijamin dengan model ini umumnya 
ialah barang berharga seperti emas, perak, barang mewah dan 
barang yang bernilai seni.147 
Kemudian dalam Total Loss Only, perusahaan asuransi 
hanya menaggung kerugian jika barang tersebut rusak total atau 
hilang total, kerusakan total dapat diakibatkan oleh barang atau 
kapal hilang secara fisik atau seluruh nilai barang hilang karena 
rusak, kerusakan total juga dapat diakibatkan karena biaya untuk 
menyelamatkan barang atau kapal lebih besar dari nilai barang 
atau kapal tersebut. Jenis penanggungan ini lazim digunakan untuk 
barang yang tidak dibungkus seperti batu bara, kayu, dan lain 
sebagainya.148 
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Kemudian yang terakhir dalam Franchise Clause pihak 
tertanggung tidak akan mendapatkan ganti rugi untuk kerugian-
kerugian kecil sampai jumlah tertentu yang dapat dikurangi. Disebut 
dengan Francise karena untuk mendapatkan ganti rugi harus 
dicapai angka kerugian minimum.149 
5.2. Aturan Hukum. 
Pengaturan hukum internasional terhadap asuransi kargo 
banyak didasarkan oleh ketentuan MIA (Marine Insurance Act 
1906), ICC (Institute Cargo Clause 1982, A, B, and C), Institute 
Time Clauses - Hulls 1995, dan  The York - Antwerp Rules 1994. 
Namun penulis tidak akan membahas ketentuan-ketentuan itu 
sebab di dalam skripsi ini penulis hanya akan fokus untuk 
membahas ketentuan yang ada di ICC (International Chamber of 
Commerce) dan UNCITRAL. 
Di dalam CISG 1980 hanya terdapat satu pasal yang 
menyinggung terkait dengan asuransi yakni Pasal 32 ayat (3) yang 
menyatakan: 
“If the seller is not bound to effect insurance in respect of the 
carriage of the goods, he must, at the buyer's request, 
provide him with all available information necessary to 
enable him to effect such insurance”.  
Di dalam pasal ini tidak ditentukan apakah penjual atau 
pembeli yang memiliki kewajiban untuk mengasuransikan barang, 
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selain itu pasal ini seolah-olah memberikan makna bahwa 
pengasuransian barang itu merupakan kehendak dari para pihak 
baik itu penjual maupun pembeli. Namun pasal ini dengan tegas 
mengatakan bahwa apabila penjual tidak berkewajiban memberikan 
asuransi barang tersebut berdasarkan kontrak perdagangan, 
kemudian jika pembeli meminta informasi terkait dengan upayanya 
untuk memperoleh asuransi tersebut maka akan timbul kewajiban 
penjual untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pembeli 
tersebut. 
Kemudian di dalam UCP 600 ketentuan terkait dengan 
asuransi dirinci lebih luas khususnya terkait dengan syarat 
pembayaran yang menggunakan Letter of Credit (L/C). Di dalam 
Pasal 28 UCP 600 dirinci mengenai ketentuan-ketentuan tentang 
asuransi yang dapat diterima sebagi dokumen persyaratan L/C.  
Dokumen-dokumen asuransi seperti insurance policy, 
insurance certificate, atau declaration under an open cover, wajib 
untuk terlihat bahwa dokumen tersebut diterbitkan dan 
ditandatangani oleh perusahaan asuransi, penanggung atau agen, 
atau perwakilan mereka. Kemudian setiap tanda tangan oleh agen 
atau perwakilan wajib mengindikasikan apakah agen atau 
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perwakilan telah menanda tangani untuk atau atas nama 
perusahaan asuransi atau penanggung.150 
Jika dokumen asuransi mengindikasikan bahwa dokumen 
asuransi tersebut diterbitkan lebih dari satu kali, maka semua 
dokumen asli wajib untuk ditunjukkan.151 Sementara itu surat 
pemberitahuan yang dibuat oleh perusahaan asuransi atau agen 
asuransi yang menyatakan bahwa sebuah kontrak asuransi telah 
ditutup sementara menunggu keluarnya sertifikat asuransi dan atau 
polis asuransi, yang mana hal ini dikenal dengan istilah surat 
penutupan atau cover note tidak akan dapat diterima sebagai 
prasyarat dokumen L/C.152 Namun insurance policy dapat diterima 
sebagai pengganti dari insurance certificate atau declaration under 
an open cover.153 
Tanggal yang terdapat di dalam dokumen asuransi tidak 
boleh lebih lama dari tanggal pengiriman barang, kecuali terlihat 
dari dokumen asuransi bahwa pertanggungan mulai efektif dari 
suatu tanggal yang tidak lebih lama dari tanggal pengiriman.154 
Kemudian dokumen asuransi wajib untuk mengindikasikan nilai 
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pertanggungan asuransi dan dalam satuan mata uang yang sama 
dengan mata uang yang tercantum di dalam L/C.155 
Persyaratan dalam L/C untuk perhitungan jumlah 
pertanggungan asuransi dihitung berdasarkan persentase dari nilai 
barang, nilai invoice atau yang serupa dan dapat dianggap menjadi 
nilai minimal pertanggungan yang disyaratkan. Jika dalam L/C tidak 
terdapat indikasi jumlah pertanggungan yang disyaratkan, nilai 
pertanggungan asuransi wajib paling sedikit 110% (seratus sepuluh 
persen) dari nilai CIF (cost, insurance and freight) atau CIP 
(carriage and insurance paid to) atas barang tersebut. Namun 
bilamana nilai CIF atau CIP tidak dapat ditentukan dari dokumen-
dokumen, maka jumlah pertanggungan asuransi wajib dihitung atas 
dasar jumlah pembayaran atau negosiasi yang dimohonkan atau 
nilai kotor barang sebagimana ditunjukkan pada invoice.156  
Selanjutnya ditentukan bahwa dokumen asuransi wajib 
mengindikasikan bahwa risiko yang ditanggung minimal antara 
tempat pengambilan barang atau pengiriman sampai dengan 
tempat pembongkaran atau tujuan akhir sebagaimana dinyatakan 
dalam L/C.157 
L/C harus menyatakan jenis asuransi yang disyaratkan, dan 
jika ada, terhadap risiko tambahan yang ditanggung. Dokumen 
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asuransi akan diterima tanpa melihat pada risiko-risiko yang tidak 
ditanggung jika L/C menggunakan istilah-istilah yang tidak jelas 
seperti “usual risks” atau “customary risks”.158 Kemudian, bilamana 
L/C mengsyaratkan asuransi terhadap “all risks” dan dokumen 
asuransi dipresentasikan dengan memuat klausul atau catatan 
terhadap setiap “all risks”, apakah menunjukkan judul “all risks” 
atau tidak, dokumen asuransi tersebut dapat diterima tanpa 
pertimbangan terhadap setiap risiko yang dinyatakan untuk 
dikecualikan.159 Selain itu dokumen asuransi juga dapat memuat 
rujukan pada setiap exclusion clause. Dan juga dokumen asuransi 
boleh mengindikasikan bahwa pertanggungan tunduk pada 
franchise clause atau excess (deductible).160 
Selain ketentuan yang terdapat di dalam CISG 1980 dan 
UCP 600, ketentuan lain juga dapat dilihat di dalam Incoterms 
2010. Dari 11 ketentuan yang terdapat di dalam Incoterms 2010, 
hanya ada dua saja ketentuan yang secara tegas mensyaratkan 
keharusan pihak penjual untuk mengasuransikan barang yang dia 
jual. Ketentuan itu yakni, CIP (charriage insurance paid to) dan CIF 
(cost, insurance and freight), sementara sembilan ketentuan yang 
lain tidak dengan tegas dinyatakan keharusan salah satu pihak 
untuk mengasuransikan barang yang mereka perdagangkan, hanya 
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saja dapat dilihat dengan jelas siapa yang memiliki tanggung jawab 
yang lebih besar. Dengan demikian terhadap sembilan ketentuan 
lainnya yang terdapat di dalam Incoterms 2010 cukup membuka 
peluang bagi para pihak untuk menegosiasikan terkait dengan 
pihak mana yang harus menanggung asuransi dan tentunya 
dengan melihat pertimbangan terhadap besarnya risiko yang 
ditanggung oleh masing-masing pihak. Sebab sudah tentu pihak 
yang menanggung risiko lebih besarlah yang paling berkepentingan 
terhadap perlindungan asuransi terkait dengan barangnya tersebut. 
6. Pembayaran (Payment) 
6.1. Metode pembayaran 
6.1.1. Pembayaran dimuka (advanced payment) 
Dengan pembayaran ini importir diharuskan melakukan 
pembayaran dimuka sebelum barang ekspor dikapalkan atau 
dikirim. Pembayaran dengan cara ini dapat dilakukan dengan cara 
tunai ataupun dalam bentuk cek, banker‟s draft, mail payment 
order, cable payment order, atau international money order. 
Dengan metode pembayaran yang seperti ini, akan lebih 
memberatkan importir dibandingkan eksportir, sehingga metode ini 
hanya biasa digunakan jika kedua belah pihak telah saling 
mengenal dengan baik atau karena adanya jaminan dari pihak 
ketiga atau lembaga yang berwenang bahwa eksportir pasti akan 
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mengirimkan barang yang diperjanjikan.161 Selain itu pembayaran 
seperti ini juga sering dilakukan dalam transaksi perdagangan 
dalam jumlah kecil. 
6.1.2. Pembayaran di belakang (open account) 
Dengan metode ini berarti importir baru membayar pada saat 
barang sudah diterima. Pembayaran dengan metode ini merupakan 
kebalikan dari advanced payment. Baik eksportir maupun importir 
sepakat untuk menyelesaikan transaksi yang akan diperhitungkan 
berdasarkan pembukuan masing-masing sehingga importir baru 
akan melunasi pembayarannya di kemudian hari pada tanggal yang 
telah disepakati. Kesepakatan ini biasanya dicantumkan dalam 
kontrak bisnis ekspor atau dalam surat pesanan yang dikirim oleh 
importir.162 
Dalam metode pembayaran ini biasanya dilakukan dengan 
melibatkan kantor cabang atau perwakilan di luar negeri atau 
dengan mitra dagang yang sudah dipercaya. Setelah pengapalan 
barang, eksportir akan mengirimkan faktur dengan mencantumkan 
tanggal untuk importir harus membayar harga barang. Barang, 
dokumen pengapalan, dan dokumen lainnya dikirim langsung 
kepada importir sehingga importir dapat langsung mengambil 
barang di pelabuhan tujuan. Untuk pembayaran sendiri importir 
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 Iswi Hariani, dan Serfianto, op. cit. hal. 72-73. 
162 Ibid, hal. 73. 
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dapat melakukannya dengan cara transfer bank, mengirim wesel 
atau dengan cara lainnya.163 
6.1.3. Pembayaran model konsinyasi (consignment) 
Ini berarti pihak pemilik barang (consigner) menitipkan 
barangnya untuk dijual oleh pihak lain (consignee) dan jika barang 
tersebut laku maka pihak consignee wajib menyetor uang hasil 
penjualan kepada pemilik barang, dan tentunya dengan imbalan 
komisi tertentu. Pemilik barang berhak untuk menentukan harga 
jual dari barang tersebut karena masih merupakan miliknya, dan 
jika barang tersebut tidak laku maka akan dikembalikan kepada 
consigner. Sistem seperti ini umumnya dilakukan jika eksportir dan 
importir adalah perusahaan afiliasi.164 
6.1.4. Pembayaran dengan wesel dan promes 
Wesel atau draft atau bill of exchange merupakan surat 
tagihan dari penjual kepada pembeli yang dalam surat tagihan 
tersebut penjual meminta pembeli untuk membayar tagihan dengan 
cara memindah bukukan (inkaso) atau mentrasfer uang sesuai 
jadwal waktu yang ditentukan di dalam wesel. Penjual disebut pihak 
penarik wesel (drawer) dan pembeli disebut pihak tertagih atau 
tertarik (drawee). Wesel yang diterbitkan oleh penjual atau eksportir 
dapat berupa wesel atas unjuk (sight draft) yakni wesel yang harus 
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segera dibayarkan manakala wesel tersebut ditunjukkan oleh 
eksportir kepada bank, atau wesel berjangka (time draft/usance 
draft) yakni wesel yang pembayarannya ditentukan dalam wesel 
tersebut.165 Pembayaran dengan wesel dilakukan setelah eksportir 
mengirimkan dokumen yang diminta oleh importir, dan setelah 
importir mengaksep/menyetujui wesel tersebut sehingga model 
semacam ini lazim disebut documentary collection.  
Pembayaran ekspor dengan wesel dapat berupa 
documentary collection yang terbagi menjadi dua yakni D/P 
(documentary against payment) dan D/A (documents against 
acceptance). Dalam model D/P penyerahan dokumen dilakukan 
setelah adanya pembayaran dari importir. Sedangkan dalam model 
D/A penyerahan dokumen dilakukan setelah importir mengaksep 
wesel atau promes.166 
Di samping itu dikenal juga adanya clean atau bill collection 
yakni pembayaran wesel tanpa diikuti penyerahan dokumen. Serta 
model cash against documents yaitu tagihan kepada importir 
dengan hanya mengirimkan dokumen pengapalan saja.167 Adapun 
cara pembayaran ekspor yang senada dengan wesel ialah 
menerbitkan promes (promissory note) yakni surat kesanggupan 
membayar yang dibuat pembeli dan ditujukan kepada eksportir 
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agar eksportir dapat mengambil pembayaran via bank yang 
ditunjuk.168 
6.1.5. Pembayaran dengan kredit berdokumen (letter of credit atau  
L/C) 
Sistem pembayaran ini yang paling umum digunakan dalam 
perdagangan internasional, keamana dan jaminan kepastian untuk 
kedua belah pihak yang menjadi salah satu pertimbangan 
pemilihan metode pembayaran ini. Letter of credit (L/C) dapat 
dianggap sebagai “jaminan berkondisi” yang dikeluarkan oleh bank 
pembuka atas nama importir yang ditujukan kepada eksportir. L/C 
dipakai untuk memastikan pembayaran apabila eksportir telah 
memenuhi semua syarat yang tercantum dalam L/C, sementar itu 
importir membuka L/C dengan menyerahkan jaminan yang 
ditentukan oleh bank pembuka (opening bank).169 
Letter of credit (L/C) berfungsi sebagai kontrak jaminan bagi 
eksportir maupun importir dan secara praktis menghilangkan risiko 
kredit bagi kedua belah pihak, serta mengurangi keterlambatan 
pembayaran, juga memberikan jaminan keamanan yang tinggi bagi 
eksportir. L/C sangat berguna ketika importir belum dikenal dengan 
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baik oleh eksportir atau kemungkinan ada hambatan dalam 
transaksi perdagangan internasional.170 
Pada umumnya proses yang harus ditempuh dalam 
pembukaan L/C hingga pembayaran dan pengambilan barang oleh 
importir meliputi:171 
 Eksportir dan importir membuat serta menyepakati kontrak 
bisnis ekspor. 
 Importir mengajukan pembukaan L/C via bank devisa (opening 
bank) di negaranya. 
 Bank pembuka memeriksa pengajuan L/C dari nasabahnya 
yang dalam hal ini ialah importir. 
 Jika bank pembuka setuju, maka importir akan dimintai jaminan 
oleh bank pembuka tersebut. 
 Bank pembuka meneruskan L/C kepada bank penerus 
(advising bank) yang ada di negara eksportir. 
 Bank penerus kemudian meneruskan L/C kepada eksportir, 
disertai surat pengantar dari advising bank atau yang dikenal 
dengan sebutan L/C ad-vise. 
 Eksportir mengirim barang dan mengurus dokumen yang 
dipersyaratkan. 
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 Andi Susilo, “Buku Pintar Ekspor-Impor”, (Jakarta: TransMedia Pustaka, 2008), hal. 67. 
171 Iswi Hariani, dan Serfianto, op. cit. hal. 79. 
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 Eksportir menyerahkan dokumen pengiriman barang dan 
dokumen lain yang dipersyaratkan oleh L/C kepada bank 
penerus. 
 Bank penerus mengirimkan dokumen yang diserahkan oleh 
eksportir tersebut kepada bank pembuka. 
 Bank pembuka meneliti keabsahan dokumen dan kesesuaian 
dokumen dengan kontrak bisnis ekspor. 
 Setelah dinyatakan sah, maka bank pembuka melakukan 
pembayaran melalui bank penerus. 
 Bank penerus membayar kepada eksportir. 
 Bank pembuka menagih pembayaran kepada importir. 
 Importir membayar tagihan kepada bank pembuka. 
 Semua dokumen yang dipersyaratkan diserahkan kepada 
importir. 
 Importir mengambil barang di pelabuhan yang ditunjuk dengan 
menggunakan dokumen tersebut. 
Kemudian pihak-pihak yang terkait dalam proses penerbitan 
L/C yakni:172 
 Pembeli selaku pembuka L/C dan biasa juga disebut: importir, 
opener, applicant, buyer, account party, atau accountee. 
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 Penjual selaku penerima L/C, biasa disebut juga dengan 
sebutan: beneficiary, seller, shipper, party to be paid, atau 
exporter. 
 Bank pembuka L/C yang juga sering disebut: bank penerbit, 
opening bank, nominated bank, issuing bank, atau importer‟s 
bank. 
 Bank penerus L/C yang juga sering disebut: advising bank, 
seller‟s bank, exporter‟s bank, atau foreign correspondent bank. 
 Bank penjamin L/C, yang juga sering disebut: confirming bank. 
 Bank pembayar L/C, yang sering juga disebut: paying bank. 
 Bank negosiasi atau negotiating bank. 
 Bank reimburse (bank yang dapat menjadi perantara antara 
bank pembuka dengan bank penerus jika mereka tidak ada 
hubungan). 
Adapun jenis-jenis L/C yakni: 
 Revocable, yakni L/C yang memungkinkan adanya perubahan, 
modifikasi, dan pembatalan persyaratan yang dituangkan di 
dalam L/C kapan saja dan tanpa perlu mendapatkan 
persetujuan dari eksportir atau penerima L/C.173 
 Irrevocable, jenis L/C ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak, 
sehingga pembatalan atau perubahan syarat L/C harus 
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berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, atau pembatalan 
L/C dapat terjadi karena masa berlakunya telah habis. 
 Confirmed, jenis L/C ini tergolong yang paling aman karena 
dijamin oleh bank pembuka maupun bank penerus. 
 Unconfirmed, yakni L/C yang hanya menanggung jaminan dari 
bank penerbit. Atau dengan kata lain tidak ada jaminan 
pembayaran dari bank penerus. 
 Back to back L/C, ini merupakan dua L/C yang berbeda tapi jika 
digunakan bersamaan bisa dijadikan alternatif seperti L/C 
transferable.174 
 Trasferable, dengan L/C jenis ini eksportir dapat mengalihkan 
semua atau sebagian haknya kepada pihak lain, L/C ini 
biasanya digunakan ketika eksportir bertindak sebagai buying 
agent atau broker antara suplayer dan buyer, bukan suplayer 
langsung dari barang yang diperdagangkan.175 
 L/C Standby, ini merupakan bentuk jaminan bank. L/C jenis ini 
bisa digunakan jika diperlukan untuk menutupi ketidak 
mampuan atau kemacetan pembayaran dari suatu kewajiban 
finansial.176 
Kemudian terkait dengan dokumen-dokumen yang umumnya 
dipersyaratkan di dalam L/C dapat dibagi menjadi dua kategori 
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utama yakni, dokumen pokok dan dokumen tambahan. Dokumen 
pokok yang harus ada dalam setiap L/C meliputi dua jenis, yakni 
dokumen pengangkutan (umumnya dokumen pengapalan atau bill 
of lading atau konosemen), dan faktur perdagangan (commercial 
invoice).177 
Kemudian untuk jenis dokumen tambahan yang biasanya 
dipersyaratkan di dalam L/C yakni: daftar pengepakan (packing 
list), nota timbangan (weight note), daftar kubikasi (measurement 
list), sertifikat asuransi (insurance certificate), faktur konsulat 
(consular invoice), brosur atau selebaran, laporan supervisor 
(surveyor report), sertifikat manufaktur (manufacturer‟s certificate), 
surat keterangan asal (certificate of origin), lisensi pengolahan 
(processing licence), dan petunjuk pemakaian atau pemasangan 
(instruction manual).178 
6.2. UCP 600 (Uniform Customs and Practice for Documentary 
Credits) 
UCP 600 mulai berlaku sejak 1 Juli 2007 dan seterusnya, 
aturan ini memiliki sejumlah perubahan besar yang mempengaruhi 
tidak hanya terkait dengan kewajiban bank saja, tetapi juga terkait 
dengan bagaimana pengaturan letter of credit dalam transaksi 
perdagangan. Beberapa pasal baru dalam UCP 600 telah 
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mengadopsi praktik International Standard Banking Practices 
(ISBP) dan prinsip-prinsip yang mengikuti International Standby 
Practices (ISP), selain memberikan peraturan baru dalam hal 
pemeriksaan dan dokumentasi, juga memberikan aspek lain seperti 
misalnya dalam hal mengeluarkan surat kredit bagi bank yang 
terlibat dalam valuta asing.179 
Uniform Customs and Practices (UCP) untuk kredit 
berdokumen pertama kali diterbitkan pada tahun 1933 oleh 
International Chamber of Commerce (ICC). Tujuannya adalah untuk 
mengatasi pertentangan hukum nasioanl masing-masing negara 
tentang letter of credit serta mewujudkan keseragaman dalam 
praktik perbankan. Aturan ini telah direvisi beberapa kali. Revisi 
terakhir yakni UCP 600 membutuhkan waktu lebih dari tiga tahun 
konsultasi dan konsolidasi yang dilakukan oleh Consulting Group, 
yang terdiri dari 40 perwakilan dari 26 negara dan mengusulkan 
untuk membuat draf perubahan terhadap UCP sebelumnya. 
Pertemuan yang berlangsung mulai dari tanggal 24 Oktober sampai 
dengan tanggal 25 Oktober 2006 menghasilkan perkembangan 
baru dalam pengaturan kredit berdokumen. Melalui ICC 
Commission on Banking Technique and Practice disetujuilah UCP 
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600 sebagai peraturan baru yang akan diterapkan dalam praktik 
perbankan khususnya terkait dengan kredit berdokumen.180  
Terdapat beberapa perubahan yang dilakukan terhadap UCP 
500 yang telah digunakan dalam praktik perbankan di sebagian 
besar negara-negara di dunia. Beberapa perubahan yang tampak 
terjadi dari UCP 500 ke UCP 600 secara umum dapat terlihat 
dari:181 
 Penurunan jumlah pasal dari 49 pasal menjadi 39 pasal.  
 artikel baru tentang "definisi" dan "interpretasi" dapat 
memberikan kejelasan yang lebih. 
 Penggantian frase "waktu yang wajar" untuk penerimaan atau 
penolakan dokumen menjadi jangka waktu maksimum lima hari 
perbankan.  
 Ketentuan baru memungkinkan untuk diberikannya diskon 
kredit terhadap pembayaran yang ditangguhkan.  
 Bank sekarang dapat menerima dokumen asuransi yang berisi 
referensi ke setiap klausul pengecualian. 
Pasal 1 dari UCP 600 menegaskan bahwa UCP 600 tidak 
dapat begitu saja diberlakukan tanpa adanya pernyataan secara 
tegas untuk terikat dengan UCP 600.182 Yang menarik untuk dilihat 
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juga yakni ketentuan Pasal 2 yang mengatakan bahwa sebuah 
kredit bersifat tidak dapat dibatalkan, begitu juga dalam Pasal 3 
paraggraf ke dua yang mengatakan kredit bersifat tidak dapat 
dibatalkan walaupun jika tidak ada indikasi untuk tujuan itu. Namun 
di dalam Pasal 10 (a) dikatakan “Except as otherwise provided by 
article 38, a credit can neither be amended nor cancelled without 
the agreement of the issuing bank, the confirming bank, if any and 
the beneficiary”. Pasal 10 (a) ini seakan melunakkan ketentuan 
yang ada di Pasal 2 dan Pasal 3, sehingga mungkin alangkah lebih 
baiknya jika para pihak membuat kesepakatan apakah kredit 
tersebut dapat diubah atau tidak. 
Dalam Pasal 2 dan 3 UCP 600 menjelaskan tentang definisi 
dan istilah yang akan banyak digunakan dalam kontak. Yang mana 
definisi-difini ini lebih lengkap dibandingkan dengan UCP 500 versi 
sebelumnya.  
Pasal 4 UCP 600 berisi penegasan terkait dengan sifat 
keterpisahan antara kredit dengan kontrak penjualan, atau kontrak 
lain yang menjadi dasar kredit. Dan di dalam Pasal 5 UCP juga 
ditegaskan terkait dengan keterpisahan antara kredit dengan 
barang yang diperdagangkan. Hal seperti ini memungkinkan pihak 
bank untuk tidak terikat terhadap kesalahan teknis di lapangan. 
Misalnya saja, jika L/C telah dicairkan oleh pihak bank dan barang 
yang dikirim belum sampai di pelabuhan tujuan, kemudian sebelum 
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kapal sandar di pelabuhan tujuan, pihak perusahaan pelayaran 
memberitahu pembeli untuk membayar uang ongkos angkutan 
kapal karena  belum sepenuhnya dibayarkan oleh eksportir, maka 
jika dalam kondisi demikian bank tidak bertanggung jawab atas 
peristiwa tersebut seandainya pihak pembeli (importir) meminta 
kepada bank untuk menarik kembali pembayaran atau tindakan 
lainnya. 
Pasal 6 UCP 600, terkait dengan ketersedianan kredit, 
tanggal jatuh tempo dan tempat presentasi. Dalam Pasal 6 ini 
menjelaskan tentang jenis kredit yang tersedia dan jenis 
pembayaran yang harus disesuaikan antara bank pembuka dengan 
bank penerus. Kredit juga wajib mencantumkan tanggal jatuh 
tempo untuk pembayaran ataupun negosiasi. Dan Pasal 6 poin (d 
(ii)) dan poin (e) menjelaskan tentang tempat presentasi dapat 
dilakukan. 
Pasal 7 UCP 600 menjelaskan terkait dengan tanggung 
jawab issuing bank yang secara garis besar meliputi: mengambil 
alih risiko kredit nasabahnya, mempunyai hubungan koresponden 
dengan bank di luar negeri, termasuk salah satu bank yang 
mempunyai reputasi sebagai bank yang tidak pernah ingkar dalam 
menyelesaikan pembayaran L/C pada masa-masa lalu, 
bertanggung jawab atas pembayaran L/C yang dibukanya 
berdasarkan atas dokumen saja bukan atas dasar barangnya, dan  
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menyediakan jumlah uang dalam currency yang sama dengan L/C 
untuk pembayaran. 
Pasal 8 UCP 600 mengatur tentang tanggung jawab dari 
confirming bank yang mana Confirming Bank berkewajiban untuk 
melakukan pembayaran atau menegosiasi sepanjang dokumen-
dokumen yang diserahkan kepadanya sesuai dengan persyaratan 
L/C. Pada kondisi normal dalam tataran praktiknya alur dokumen 
suatu L/C yang dikonfirmasi (Confirmed L/C) adalah dokumen dari 
Negotiating Bank diserahkan kepada Confirming Bank dan 
selanjutnya diserahkan kepada Issuing Bank, sehingga alur 
pembayarannya adalah Confirming Bank langsung melakukan 
pembayaran kepada Negotiating Bank tanpa menunggu 
pembayaran dari Issuing Bank, kemudian baru Issuing Bank 
membayar kepada Confirming Bank, sehingga apabila Issuing Bank 
wanprestasi tidak akan mempengaruhi kewajiban Confirming Bank 
untuk membayar kepada Negotiating Bank. 
Pasal 9 UCP 600 merinci terkait dengan prosedur, batasan, 
penentuan pihak yang dapat dan mungkin terlibat dalam proses 
penerusan L/C dari bank pembuka kepada bank penerus. 
Kemudian pasal ini juga mengatur terkait dengan ketentuan untuk 
meneruskan L/C yang dilakukan perubahan. 
170 
 
Pasal 10 UCP 600, sebagaimana telah penulis singgung di 
bagian awal bahwa pasal ini memberikan kesempatan kepada para 
pihak untuk mengubah atau membatalkan L/C yang telah ada, 
meskipun di dalam Pasal 2 dan 3 dinyatakan bahwa L/C bersifat 
tidak dapat dibatalkan. Kemudian pasal ini juga masih terkait 
dengan Pasal 9 yang mengatur tentang penerusan L/C yang telah 
diubah kepada bank penerus. 
Pasal 11 UCP 600 mengatur tentang proses pengiriman 
dokumen, termasuk pengiriman dokumen yang sudah mengalami 
perubahan. Pasal 12 dan 13 UCP 600 mengatur tentang ketentuan 
bank lain yang dapat terlibat di dalam proses penerbitan sampai 
dengan pembayaran L/C, seperti nominated bank (Pasal 12), dan 
aturan reimbursement (Pasal 13). 
Pasal 14 UCP 600, di sini diatur mengenai standar 
pemeriksaan dokumen oleh pihak bank. Pasal ini juga yang 
mengalami perubahan mendasar dibandingkan dengan ketentuan 
UCP 500 sebelumnya. Yang mana di dalam UCP 600 Pasal 14 (b) 
menentukan maksimal waktu untuk memeriksa dokumen yakni 
selama lima hari kerja bank, sementara itu, ketentuan sebelumnya 
yang terdapat di dalam UCP 500 Pasal 13 (b) dan Pasal 14 (d) 
mengatakan dengan ketentuan waktu yang wajar dan tidak lebih 
dari tujuh hari kerja bank. 
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Pasal 15 UCP 600, berisi ketentuan terkait dengan 
kewajiban bank-bank yang terkait dengan L/C jika kondisi L/C 
tersebut sesuai dengan dokumen yang disyaratkan setelah 
dilakukan pemeriksaan. Pasal 16 UCP 600, pasal ini mentukan 
sebaliknya terhadap ketentuan Pasal 15, yang mana mengatur hal-
hal yang bisa, harus dan boleh dilakukan  oleh pihak bank terkait 
jika setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan ternyata 
dokumen tersebut tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan di 
dalam L/C. Pasal ini juga memuat sedikit perbedaan dengan UCP 
500, yang mana dalam ketentuan Pasal 16 (c) mengatakan jika 
bank memutuskan untuk menolak dokumen karena ada perbedaan, 
maka bank dapat menahan dokumen sambil menunggu instruksi 
lebih lanjut dari pemohon atau sampai menerima pengabaian dari 
pemohon dan setuju untuk menerimanya dan memberikan 
pemberitahuan tentang hal tersebut. Sedangkan di dalam UCP 500 
Pasal 14 (d) menyatakan jika Issuing bank dan / atau Confirming 
bank atau bank yang ditunjuk memutuskan untuk menolak 
dokumen, maka pihak bank harus memberitahukan tentang hal itu. 
Ini artinya ketentuan dalam UCP 600 lebih merinci hal-hal yang 
dapat dilakukan baik itu oleh pihak yang mengajukan dokumen 
maupun pihak bank. 
Pasal 17 UCP 600, mengatur tentang keaslian dokumen dan 
juga terkait dengan dokumen yang merupakan salinan. Pasal 18 
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UCP 600, mengatur tentang komersial invois yang mana 
mensyaratkan bahwa komersial invois wajib diterbitkan oleh 
beneficiary, wajib dibuat atas nama applicant, wajib dibuat dengan 
mata uang yang sama dengan L/C, tidak perlu ditanda tangani, 
serta uraian barang, jasa, dan pelaksanaannya wajib sesuai 
dengan L/C. 
Pasal 17 – 27 UCP 600, mengatur tentang dokumen 
trasportasi. Pada pasal tentang transportasi ini telah dirancang 
ulang dengan berdasarkan pada nasihat dari sekelompok ahli 
transportasi. Persyaratan bahwa bill of lading harus menunjukkan 
bahwa barang dinaikan ke atas kapal dengan menyebutkan nama 
kapal. Hal ini telah dibuat jauh lebih sederhana dengan harapan 
agar dapat mengurangi kebingungan pada saat melakukan 
interpretasi. Pilihan bahwa Operator Transportasi Multimoda dapat 
menandatangani dokumen transport multimoda telah dihapus, 
dengan alasan bahwa pilihan ini tidak dimanfaatkan. Kemudian 
ketentun itu diganti dengan menyatakan bahwa penyewa (atau 
agen atas nama penyewa tersebut) dapat menanda tangani Bill of 
Lading. Jika agen bertanda tangan atas nama master di Bill of 
Lading maka nama master tidak perlu muncul di dalam dokumen. 
Berdasarkan UCP 600 telah disusun aturan umum yang 
berlaku untuk semua dokumen transportasi (selain charterparty bills 
of lading). Hal tersebut meliputi:  
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 Dokumen tersebut harus menunjukkan nama operator dan 
ditanda tangani oleh: pembawa atau agen untuk atau atas 
nama pengangkut, atau master atau agen untuk atau atas 
nama master.  
 Setiap tanda tangan oleh master, carrier atau agen harus 
diidentifikasi sebagai bahwa dari master, carrier atau agen.  
 Setiap tanda tangan dari agen harus mengindikasikan apakah 
agen telah menanda tangani untuk atau atas nama pembawa 
atau untuk atau atas nama master.  
 Tidak perlu untuk atas nama master.  
 Dalam hal charterparty bill of lading, maka tidak perlu lagi untuk 
menunjukkan nama dari carrier.  
 Dokumen transportasi juga tidak perlu lagi menanggung klausul 
bersih untuk mematuhi setiap L/C yang membutuhkan dokumen 
“clean on board”.   
Pasal 28 UCP 600, terkait dengan syarat-syarat dokumen 
asuransi dan pencakupannya sebagaimana yang telah penulis urai 
di sub bab bagian asuransi terdahulu. Pasal 29 UCP 600, 
menyangkut perpanjangan tanggal jatuh tempo atau hari terakhir 
untuk presentasi. Pasal 30 UCP 600, terkait dengan toleransi dalam 
nilai kredit, kuantitas, dan harga satuan.  
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Pasal 31 UCP 600, Partial Drawings or Shipments. 
Ketentuan dalam pasal ini memungkinkan untuk pengiriman barang 
yang bersumber dari banyak tempat, asalkan menggunakan alat 
angkut yang sama, perjalanan yang sama (searah), dan tujuan 
yang sama, sehingga jika kapal memuat barang yang sama di tiga 
pelabuhan muat kemudian membawanya ke satu pelabuhan tujuan, 
tentu proses ini akan menghasilkan 3 B/L. Selanjutnya berdasarkan 
pasal ini maka ketiga B/L tersebut disatukan dan tanggal 
pengiriman terakhir atau tanggal pemuatan terakhir yang akan 
dianggap sebagai tanggal pengiriman, satu set dokumen seperti ini 
akan dianggap sah oleh pihak bank berdasarkan pasal ini. 
Pasal 32 UCP 600 terkait penarikan atau pengiriman 
bertahap. Pasal 33 UCP 600 menyangkut waktu presentasi. Pasal 
34 UCP 600 mejelaskan tentang pembebasan tanggung jawab atas 
efektivitas dokumen. Pasal 35 UCP 600 mengatur tentang 
pembebasan tanggung jawab atas transmisi dan terjemahan. Pasal 
36 UCP 600 terkait dengan Force Majeure. Pasal 37 UCP 600 
mengatur tentang pembebasan tanggung jawab atas tindakan 
penerima instruksi. Pasal 38 UCP 600 mengurai tentang kredit 
yang dapat ditransfer. dan Pasal 39 UCP 600 mengatur tentang 
pengalihan hasil pembayaran. 
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7. Penyelesaia sengketa (Dispute Setlement) 
7.1. UNCITRAL Arbitration Rules 
Menengok sedikit sejarah ke belakang tentang arbitrase, 
dengan adanya Consuler Mercatorium, sebuah institusi yang telah 
menjadi salah satu bukti melembaganya penyelesaian sengketa 
melalui arbitrase diantara para pedagang atau kaum merkantilisme. 
Lembaga ini semakin berkembang dan melembaga di berbagai 
negara Eropa, seperti Inggris, Prancir, dan Belanda. Kemudian 
Pada tahun 1250 berdiri lembaga Judge et Consul, yang akhirnya 
menjadi lembaga arbitrase di Belanda.183 Kini pengaturan-
pengaturan arbitrase banyak dipopulerkan oleh organisasi-
organisasi internasional, salah satunya yakni UNCITRAL melalui 
peraturan arbitrase dengan versi terbarunya yakni UNCITRAL 
Arbitration Rules 2010. 
Peraturan arbitrase UNCITRAL menyediakan seperangkat 
aturan prosedural yang mana para pihak dapat menyepakati untuk 
penerapannya terhadap proses pelaksanaan arbitrase yang timbul 
dari hubungan komersial. UNCITRAL Arbitration Rules juga telah 
digunakan secara luas dalam arbitrase ad hoc untuk menetapkan 
aturan prosedural seperti penunjukan arbiter, pelasanaan proses 
                                                           
183 Ade Maman Suherman, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, (Bogor: Ghalia Indonesia, 
2005), hal. 49. 
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arbitrase, menetapkan aturan hukum yang akan digunakan, dan 
proses pemberian putusan. 
UNCITRAL Arbitration Rules, pertama kali diadopsi pada 
tahun 1976 dan telah digunakan untuk menyelesaikan berbagai 
sengketa, termasuk di dalamnya sengketa antara pihak swasta, 
investor swasta dengan negara, dan sengketa antar negara dalam 
bidang komersial. Pada tahun 2006, komisi memutuskan bahwa 
peraturan arbitrase UNCITRAL harus direvisi dalam rangka 
memenuhi perubahan dalam praktik arbitrase selama tiga puluh 
tahun lebih. Revisi ini bertujuan untuk meningkatkan efesiensi 
arbitrase di bawah aturan baru dan tidak mengubah struktur asli 
dari teks, semangat atau gaya penyusunan.184 
UNCITRAL Arbitration Rules 2010 mulai berlaku pada 
tanggal 15 Agustus 2010, ketentuan-ketentuan yang ada di dalam 
aturan tersebut mencakup antara lain, pihak-pihak dalam arbitrase, 
kewajiban, prosedur untuk menolak ahli yang ditunjuk oleh 
pengadilan arbitrase, dan lain sebagainya. Sejumlah ketentuan 
baru yang terkandung bertujuan untuk meningkatkan efesiensi 
prosedural, termasuk prosedur revisi untuk penggantian seorang 
arbitrator, persyaratan terkait dengan kewajaran biaya arbitrase, 
dan mekanisme peninjauan kembali mengenai biaya arbitrase, 
                                                           
184 UNCITRAL, “2010 – UNCITRAL Arbitration Rules (as revised in 2010)”, online , diakses dari 
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/2010Arbitration_rules.html, pada 
tanggal 06 November 2012, pukul 19:29.  
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disamping itu tentunya terdapat ketentuan-ketentuan arbitrase 
lainya secara lebih rinci.185 
7.1.1. Penerapan 
Di dalam Pasal 1 (2) UNCITRAL Arbitration Rules 
menyatakan: 
“The parties to an arbitration agreement concluded after 15 
August 2010 shall be presumed to have referred to the Rules 
in effect on the date of commencement of the arbitration, 
unless the parties have agreed to apply a particular version 
of the Rules. That presumption does not apply where the 
arbitration agreement has been concluded by accepting after 
15 August 2010 an  offer made before that date”. 
Dari bunyi pasal ini, berarti: 
a) Jika kesepakatan arbitrase dibuat sesudah tanggal 15 Agustus 
2010, berarti ketentuan UNCITRAL Arbitration Rules 2010 
dapat diterapkan. 
b) Namun, meskipun kesepakatan arbitrase dibuat setelah tanggal 
15 Agustus 2010, para pihak masih dapat menentukan apakah 
akan menggunakan Arbitration Rules 2010 atau Arbitration 
Rules 1976.  
c) Jika kesepakatan arbitrase dibuat sebelum tanggal 15 Agustus 
2010, maka Arbitration Rules 1976 yang akan berlaku 
meskipun para pihak tidak menentukan aturan yang akan 
mengatur. 
                                                           
185 Ibid.  
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d) Jika penawaran terhadap ketentuan arbitrase dibuat sebelum 
tanggal 15 Agustus 2010, kemudian penerimaan tawaran 
tersebut dilakukan setelah tanggal 15 Agustus 2010 tanpa 
menentukan aturan mana yang akan berlaku, maka sesuai 
dengan bunyi pasal ini ketentuan Arbitration Rules 2010 tidak 
berlaku, namun yang berlaku ialah ketentuan sebelumnya yakni 
Arbitration Rules 1976. 
7.1.2. Pengiriman dokumen secara elektonik 
Pengiriman data dan informasi dapat dilakukan melalui e-
mail dan fax dengan menyebutkan pihak yang dituju secara 
jelas.186 Ini merupakan ketentuan yang baru, sebab di dalam 
Arbitration Rules 1976, tidak terdapat ketentuan yang 
membolehkan trasmisi elektronik menggunakan fax atau e-mail. 
Banyak kalangan menganggap ketentuan baru ini memberikan 
kemajuan yang cukup bagus, sebab hal ini tentunya akan 
mengakomodir kemajuan teknologi yang semakin berkembang, dan 
mengefesiensikan waktu serta biaya dalam proses arbitrase. 
7.1.3. Pemberitahuan arbitrase. 
Pemberitahuan dapat dilakukan melalui sarana komunikasi 
elektronik yang tersedia. Oleh karena itu Pemberitahuan melalui e-
mail dimungkinkan.187 Namun, pengiriman melalui sarana elektronik 
                                                           
186
 UNCITRAL Arbitration Rules 2010, Pasal 2 (2). 
187 Ibid, Pasal 2 (1). 
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hanya dapat dilakukan ke alamat yang ditunjuk oleh pihak dan 
secara khusus untuk tujuan pemberitahuan tersebut, atau disahkan 
oleh sidang arbitrase.188 Sehingga penting di dalam kontrak untuk 
menentukan alamat yang akan digunakan untuk pemberitahuan, 
termasuk alamat e-mail, sebelum sengketa muncul.  
Pemberitahuan arbitrase harus berisi informasi-informasi 
sebagai berikut:189  
a) Nama dan rincian kontak dari para pihak. 
b) Identifikasi terhadap perjanjian arbitrase yang mendasarinya. 
c) Identifikasi kontrak atau instrumen hukum lainnya dalam 
kaitannya dengan sengketa yang timbul, dan jika kontrak dan 
instrument hukum tidak ada, maka harus dicantumkan deskripsi 
singkat hubungan yang relevan terkait dengan kasus tersebut. 
d) Deskripsi singkat terkait dengan klaim yang diajukan dan 
indikasi jumlah pihak yang terlibat jika ada.  
e) Bantuan yang diinginkan dari arbitrase. Dan 
f) Menentukan jumlah arbiter, tempat arbitrase, dan bahasa yang 
akan digunakan jika para pihak belum menyetujuinya.  
 
 
                                                           
188
 Ibid, Pasal 2 (2). 
189 Ibid, Pasal 3 (3). 
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7.1.4. Respon terhadap pemberitahuan arbitrase 
Tidak seperti banyak aturan arbitrase lain, Arbitration Rules 
1976  tidak secara tegas memberikan kesempatan termohon untuk 
mengajukan respon atas pemberitahuan pemohon tentang 
arbitrase. Hal ini dapat menyebabkan posisi tidak memuaskan bagi 
termohon. 
Dari ketentuan Arbitration Rules 2010 sekarang ini, termohon 
diberikan kesempatan untuk mengajukan respon terhadap 
pemberitahuan arbitrase dalam waktu 30 hari sejak diterimanya 
pemberitahuan tersebut.190 Hal ini tentunya mencerminkan praktik 
terhadap apa yang sering terjadi di bawah aturan tahun 1976. 
Respon ini diperlukan untuk memberikan rincian kontak dari 
termohon dan respon terhadap informasi yang tercantum dalam 
pemberitahuan arbitrase. 
Sebuah respon dapat berupa: setiap pembelaan bahwa 
pengadilan arbitrase yang dibentuk akan bertentangan dengan 
yurisdiksi, usulan untuk menunjuk otoritas, usulan untuk arbiter 
tunggal atau pemilihan para pihak untuk menunjuk arbiter, deskripsi 
singkat dari setiap counterclaims, dan pemberitahuan dari setiap 
                                                           
190 Ibid, Pasal 4 (1). 
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klaim terhadap pihak ketiga yang juga menjadi pihak pada 
perjanjian arbitrase.191  
dalam Pasal 4 (2) dikatakan “The response to the notice of 
arbitration may also include”. Dari kalimat ini, terkesan bahwa poin-
poin yang dinyatakan sebagai sebuah respon bukan merupakan hal 
yang wajib, akan terlihat bahwa kegagalan untuk menjelaskan 
salah satu masalah terkait dengan respon, terutama dalam 
kaitannya dengan yurisdiksi, counterclaims atau klaim pihak ketiga, 
tidak akan mencegah hal tersebut untuk dipermasalahkan pada 
tahap berikutnya. 
7.1.5. Menunjuk pihak yang berwenang 
Jika para pihak belum sepakat terhadap penentuan pihak 
berwenang untuk membantu menunjuk arbiter, maka salah satu 
pihak kapan saja dapat mengusulkan satu atau lebih institusi atau 
orang, termasuk Permanent Court of Arbitration (PCA) yang 
berfungsi sebagai pihak berwenang untuk menunjuk. Jika para 
pihak belum sepakat atas pihak berwenang untuk menunjuk 
setelah 30 hari usulan arbitrase diajukan dan diterima oleh semua 
pihak, maka salah satu pihak dapat mengajukan kepada Sekretaris 
Jendral PCA untuk menentukan pihak yang berwenang untuk 
menunjuk. 
                                                           
191 Ibid, Pasal 4 (2). 
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Meskipun para pihak telah menyepakati mekanisme 
pengangkatan arbiter, tetapi dalam praktik dapat saja terjadi 
hambatan. Misalnya salah satu pihak tidak menyetujui arbiter yang 
diangkat oleh pihak lainnya atau kedua arbiter yang telah diangkat 
oleh masing-masing pihak tidak mencapai kesepakatan dalam 
mengangkat arbiter ketiga. Dalam keadaan yang seperti ini, maka 
keberadaan lembaga pihak berwenang untuk menunjuk menjadi 
sangat diperlukan guna mencegah terjadinya dead lock dalam 
pengangkatan arbiter. 
7.1.6. Jumlah arbitrator 
Jika para pihak sebelumnya tidak sepakat mengenai jumlah 
arbiter dan jika setelah 30 hari sejak pemberitahuan arbitrase 
diterima tergugat dan belum ditentukan bahwa proses arbitrase 
hanya akan menggunakan arbiter tunggal, maka akan ditunjuk tiga 
arbiter.192 Namun, dimungkinkan kepada pihak yang dipilih untuk 
melakukan penunjukan, untuk menunjuk arbiter tunggal jika salah 
satu pihak meminta untuk itu, atau jika salah satu pihak gagal untuk 
menunjuk arbiter kedua dan dengan pertimbangan terhadap kasus 
yang terjadi, memungkinkan untuk penggunaan satu arbiter agar 
lebih tepat sesui dengan kasus yang terjadi.193 
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 Ibid, Pasal 7 (1) 
193 Ibid, Pasal 7 (2). 
183 
 
Hal ini memberikan gambaran, bahwasanya meskipun 
jumlah arbiter pada dasarnya adalah tiga orang, sesuai dengan 
ketentuan Pasal 7 (1), namun ketentuan Pasal 7 (2) memberikan 
kemungkinan untuk menerapkan arbiter tunggal. Tentu hal ini 
mencerminkan fleksibilitas yang lebih terhadap para pihak. 
7.1.7. Multiparty Arbitration 
Arbitrase jenis ini berarti melibatkan lebih dari dua pihak. 
Berdasarkan data yang ada, bahwa sejumlah 30% kasus yang 
ditangani oleh Arbitrase ICC (international Chamber of Comerce) 
merupakan Multiparty Arbitration.194 Aturan arbitrase UNCITRAL 
yang baru menentukan bahwa jika terdapat beberapa pihak 
sebagai penggugat dan tergugat, kemudian akan ditentukan 3 
orang arbiter, maka masing-masing pihak secara bersama-sama 
menentukan masing-masing satu arbiter, kemudian kedua arbiter 
yang terpilih akan menentukan arbiter yang ketiga, kecuali jika para 
pihak telah setuju dalam perjanjian arbitrase yang mereka lakukan 
untuk menerapkan metode lain.195 
 
 
                                                           
194 Jan Paulsson, dan Georgios Petrochilos, “Revision of The UNCITRAL Arbitration Rules”, paper 
online, hal. 7, diakses dari 
http://www.uncitral.org/pdf/spanish/tac/events/hond07/arbrules_report.pdf, pada tanggal 4 
November 2012, pukul 06:56.  
195 UNCITRAL Arbitration Rules 2010, Pasal 10 (1). 
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7.1.8. Penggantian Arbitrator 
Dalam hal terjadi penggantian arbitrator, maka harus 
ditentuakan kembali arbitrator pengganti yang sesuai, dan 
penentuannya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 samapi Pasal 
11.196 Kemudian jika penggantian arbitrator dilakukan ketika proses 
sidang arbitrase dilaksanakan, maka setelah ditentukan pengganti 
arbitrator yang diganti, sidang dilanjutkan kembali mulai dari tahap 
dimana penggantian arbitrator tersebut dilakukan, kecuali jika 
sidang arbitrase memutuskan hal yang lain.197 
7.1.9. Proses Sidang Arbitrase 
Sebuah sidang pendahuluan, juga disebut pertemuan 
persiapan atau konsultasi persiapan. Ini adalah prosedur standar 
untuk mengadakan sidang pendahuluan dimana beberapa aspek 
mendasar yang berkaitan dengan arbitrase seperti bahasa 
arbitrase, hukum yang mengatur tentang arbitrase, hukum yang 
mengatur kontrak, prosedur untuk arbitrase, batas waktu pengajuan 
pembelaan, biaya, dan hal-hal lainnya yang ditentukan oleh arbiter. 
Kemudian, salah satu proses yang akan dilakukan pada tahap awal 
oleh pengadilan ialah menentukan jadwal sementara dari arbitrase, 
setelah mendengar pandangan dari para pihak. Jadwal sementara 
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 Ibid, Pasal 14 (1). 
197 Ibid, Pasal 15. 
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ini tidak dimaksudkan untuk menjadi kaku dan wajib dilakukan 
berdasarkan urutan dan waktunya, sebab mungkin saja, setelah 
proses arbitrase dimulai, maka situasi memungkinkan untuk 
memperpanjang atau memperpendek jangka waktu yang 
ditentukan dalam jadwal sementara. 
Hak para pihak untuk didengar tidak terbatas. Para pihak 
harus diberi kesempatan yang wajar untuk menyampaikan 
kasusnya dan menghadirkan ahli atau menunjukkan bukti-bukti lain, 
termasuk menyampaikan pendapatnya secara lisan.198  
Majelis arbitrase dapat memberikan kesempatan untuk 
bergabung, atas permintaan pihak, satu atau lebih orang ketiga 
untuk bergabung dalam proses sidang arbitrase, jika orang tersebut 
menjadi pihak pada perjanjian arbitrase.199 Hal ini juga 
menunjukkan bahwa semua orang yang bersangkutan diberi 
kesempatan untuk mempresentasikan posisi mereka dan 
diharapkan agar dalam sidang arbitrase tidak ada pihak yang 
hanya berprasangka dalam proses persidangan tersebut.  
Ketentuan terhadap pernyataan klaim dan pernyataan 
pertahanan atau jawaban atas kalim, mengharuskan para pihak 
menentukan dasar hukum yang mendukung klaim tersebut. Dan 
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 Ibid, Pasal 17 (3). 
199 Ibid, Pasal 17 (5). 
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juga sebisa mungkin mereka harus melampirkan pernyataan klaim 
dan jawaban atas klaim mereka dengan semua dokumen dan bukti 
lain yang mendukung.200  
7.1.10. Batas waktu penyampaian pembelaan 
Batas waktu untuk menyampaikan pembelaan tidak boleh 
melebihi empat puluh lima hari kecuali pengadilan menentukan 
dengan alasan yang dapat dibenarkan untuk memperpanjang batas 
waktu.201 Batas waktu empat puluh lima hari dalam arbitrase 
mungkin cukup wajar bagi kasus yang tidak rumit. Sedangkan  
perlu untuk diingat bahwa salah satu tujuan dari adanya aturan 
arbitrase yang baru adalah untuk mempercepat proses arbitrase. 
Oleh karena itu, sidang arbitrase harus memiliki kebijaksanaan 
yang tepat terkait dengan waktu yang akan diberikan nantinya 
untuk penyampaian pembelaan. 
7.1.11. Saksi 
Saksi dapat diperiksa bahkan oleh alat telekomunikasi yang 
tidak memerlukan kehadiran fisik dari para saksi, seperti  
pemeriksaan saksi melalui video Converence, dan lain 
sebagainya.202 Ini merupakan ketentuan baru, sebab dalam aturan 
                                                           
200 Ibid, Pasal 20 (1(e) dan 2). 
201
 Ibid, Pasal 25. 
202 Ibid, Pasal 28 (4). 
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lama (Arbitration Rules 1976) tidak terdapat ketentuan seperti ini, 
namun dimasukkan dalam peraturan baru, hal ini tentunya 
mempertimbangkan perkembangan zaman dan teknologi yang ada, 
serta sesuai dengan tujuan utama pembaharuan aturan yakni 
efesiensi waktu dan biaya, maka dengan tidak hadirnya saksi 
secara fisik di pengadilan tentu akan mengurangi waktu dan biaya 
yang dibutuhkan. 
7.1.12. Ahli  
Menurut Arbitration Rules 1976, sidang arbitrase dapat 
menunjuk para ahli untuk memberikan pendapatnya terkait dengan 
isu-isu tertentu tanpa berkonsultasi dengan pihak, dan majelis 
arbitrase harus menyampaikan kepada para pihak terkait dengan 
masalah yang dikonsultasikan.203 Namun, di bawah Arbitration 
Rules 2010, Pasal 29 (1) dikatakan bahwa pengadilan harus 
berkonsultasi dengan para pihak sebelum menunjuk satu atau lebih 
ahli dalam hal menghadapi isi-isu tertentu, kemudian laporan atau 
pendapat ahli tersebut harus disampaikan kepada para pihak.204 
7.1.13. Putusan  
Bab V dari Arbitration Rules 2010 mengatur secara khusus 
terkait dengan pengambilan keputusan sidang arbitrase, ada 
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 UNCITRAL Arbitration Rules 1976, Pasal 27 (1 dan 3). 
204 UNCITRAL Arbitration Rules 2010, Pasal 29 (1). 
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beberapa cara dan ketentuan yang diuraikan, salah satunya yakni 
harus dibuat tertulis.205 Kemudian majelis arbitrase juga dapat 
membuat putusan yang terpisah dalam hal isu yang berbeda pada 
waktu yang berbeda.206 
7.1.14. Biaya arbitrase 
Penentuan biaya arbitrase diberikan pada saat pemberian 
keputusan arbitrase, yang mana penentuan biaya-biaya tersebut 
harus sesuai dan masuk akal. Adapun poin-poin yang dijadikan 
dasar dalam penentuan biaya arbitrase diantaranya yakni, biaya 
untuk masing-masing arbiter, biaya perjalanan para arbiter, saksi 
dan ahli, biaya staf yang membantu dalam proses arbitrase, biaya 
hukum dan biaya lainnya yang timbul dari proses arbitrase, dan 
biaya penunjukan otoritas.207 
Aturan arbitrase juga menciptakan hak yang memungkinkan 
para pihak dalam waktu 15 hari sejak diterimanya proposal terkait 
dengan biaya dan pengeluaran untuk meminta peninjauan kembali 
dasar bagi sidang arbitrase dalam hal menentukan biaya dan 
pengeluaran.208 Kemudian otoritas yang telah ditetapkan akan 
meninjau pengajuan tersebut dalam rentang waktu 45 hari sejak 
diterimanya pengajuan peninjauan itu. Kemudian otoritas yang 
                                                           
205 Ibid, Pasal 34 (2). 
206 Ibid, Pasal 34 (1). 
207
 Ibid, Pasal 40 (2) 
208 Ibid, Pasal 41 (3). 
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ditetapkan tersebut harus mengkaji apakah biaya dan pengeluaran 
tersebut konsisten dengan ketentuan Pasal 41 (1), yang mana 
dalam Pasal 41 (1) menyatakan bahwa biaya dan pengeluaran 
para arbiter harus dalam jumlah yang wajar, dengan 
mempertimbangkan jumlah sengketa, kompleksitas materi, waktu 
yang dihabiskan oleh para arbiter dan setiap keadaan yang relevan 
lainnya dari kasus tersebut. 
7.2. ICC Arbitration Rules 
ICC Internationa Court of Arbitration yang didirikan pada 
tahun 1923, merupakan badan arbitrase ICC dan telah turut serta 
mempelopori arbitrase komersial internasional seperti yang banyak 
dikenal saat ini. Termasuk juga dalam tahap-tahap pembentukan 
Konvensi New York yang menjadi perjanjian multilateral paling 
penting dalam proses arbitrase internasional. ICC International 
Court of Arbitration dalam pola kerjanya ialah dengan menyediakan 
pengaturan yang fleksibel dan netral untuk penyelesaian sengaketa 
para pihak, selain itu juga memberika kerahasiaan dan keabsahan 
terkait dengan kasus yang terjadi, serta memberikan kesempatan 
kepada para pihak untuk menentukan kerangka kerja, dan tempat 
pelaksanaan arbitrase yang disepakati antar para pihak. Sementara 
itu, sengketa sendiri diselesaikan oleh arbiter independen, dan ICC 
Court of Arbitration mengawasi proses dari awal hingga akhir.  
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Sebuah versi baru dari ICC Arbitration Rules mulai berlaku 
pada tanggal 1 Januari 2012. Arbitration Rules 2012 akan berlaku 
untuk semua arbitrase ICC yang dimulai pada atau setelah tanggal 
tersebut, kecuali para pihak telah sepakat bahwa versi sebelumnya 
yakni ICC Arbitration Rules 1998 yang akan berlaku. 
Tidak ada batasan terhadap siapa yang dapat menggunakan 
Arbitrase ICC atau yang dapat bertindak sebagai arbiter. Hal ini 
tercermin dari banyaknya kasus yang diselesaikan pada Arbitrase 
ICC. Terdapat lebih dari 19.000 kasus yang melibatkan para pihak 
dan melibatkan arbiter dari sekitar 180 negara.209 
Sebuah survey yang dilakukan oleh Queen Mary University 
Law School di London dan pertama kali diterbitkan tahun 2006 
menyimpulkan bahwa, untuk resolusi sengketa lintas batas lebih 
dari 73% dari reponden menggunakan arbitrase internasional, 
dengan alasan utama yakni fleksibilitas prosedur, penegakan 
putusan, privasi yang diberikan, dan kemapuan para pihak untuk 
memilih arbiter.210 Kemudian dalam studi tahun 2010 oleh 
universitas yang sama yakni Queen Mary University Law School di 
London dengan responden para penasihat hukum di perusahaan 
multinasional terkemuka, menemukan bahwa pada tingkat global 
                                                           
209 ICC, “ICC Arbitration”, online, diakses dari http://www.iccwbo.org/products-and-
services/arbitration-and-adr/arbitration/, pada tanggal 06 November 2012, pukul 18:35.  
210 Ibid. 
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ICC merupakan lembaga arbitrase yang lebih disukai, dengan 50% 
dari perusahaan yang berpartisipasi memilih ICC.211 
7.2.1. Permintaan Arbitrase 
Permintaan Arbitrase atau permohonan arbitrase akan 
terdaftar pada hari dimana permintaan tersebut mencapai salah 
satu kantor Sekretariat Pengadilan Arbitrase Internasional. 
Permintaan dapat diajukan baik itu kepada Markas Besar ICC atau 
kepada Kantor Sekretariat di Hong Kong. Kemudian, Sekretaris 
Jenderal mengakui telah menerima permintaan arbitrase dan 
menunjukkan kepada pemohon yang nama dan rincian kontaknya 
tercantum dalam permintaan arbitrase melalui penasihat dan 
anggota lain dari tim yang bertanggung jawab atas dokumen 
permintaan tersebut.212 
Setelah mengakui penerimaan arbitrase tersebut, Sekretariat 
akan memberitahukan kepada pihak responden dan pihak yang 
mengajukan permintaan, serta menunjukkan tanggal diterimanya 
permintaan tersebut. Peraturan arbitrase ICC mengandung 
persyaratan tertentu untuk sebuah permintaan sebagaimana diatur 
dalam Pasal 4. Kemudian permintaan arbitrase harus disertai 
dengan uang muka dan tidak dapat dikembalikan sebesar US $ 
3.000, untuk menutupi biaya administrasi, dan jumlah yang 
                                                           
211
 Ibid. 
212 ICC Arbitration Rules 2012, Pasal. 4. 
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diperlukan untuk salinan permohonan arbitrase tersebut. Adapun 
salinan yang dimaksud yakni misalnya, jika ada satu responden 
dan perjanjian arbitrase memberikan tiga arbiter, maka lima 
eksemplar harus dikirim. Dan jika jumlah arbiter tidak ditentukan, 
penggugat harus menyediakan jumlah salinan yang sesuai dengan 
preferensi sendiri mengenai jumlah arbiter. 
Pihak penuntut bebas menentukan bentuk permohonan 
arbitrase  atau format surat permintaan arbitrase, asalkan 
ketentuan Pasal 4 dari ICC Arbitration Rules 2012 dipenuhi dan 
dihormati. Dalam praktiknya, permohonan arbitrase sering dalam 
berbagai gaya dan format yang berbeda.  
Sebuah surat permohonan arbitrase harus memuat 
ketentuan-ketentuan sebagai berikut:213 
a) Nama penuh, rincian kontak, alamat dan lainnya dari masing-
masing pihak.  
b) Nama penuh dalam rincian kontak, alamat dan lainnya dari 
setiap orang yang mewakili penggugat dalam arbitrase.  
c) Deskripsi sifat dan keadaan sengketa yang menimbulkan klaim 
dan dasar bagi klaim yang dibuat.  
d) Pernyataan tentang keinginan yang diharapkan oleh pihak yang 
mengajukan permintaan, jumlah klaim yang diinginkan 
                                                           
213 Ibid, Pasal 4 (3). 
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berdasarkan perhitungan yang terukur, dan sebisa mungkin 
terhadap permintaan klaim moneter lainnya.  
e) Perjanjian yang relevan, dan khususnya terkait dengan 
perjanjian arbitrase.  
f) Jika klaim yang dibuat di bawah lebih dari satu perjanjian 
arbitrase, maka indikasi perjanjian arbitrase di mana setiap 
klaim dibuat harus disampaikan.  
g) Semua keterangan yang relevan dan pilihan terkait jumlah 
arbiter sesuai dengan ketentuan Pasal 12 dan 13. 
h) Semua keterangan yang relevan dan setiap pengamatan atau 
usulan mengenai tempat arbitrase, aturan hukum yang berlaku 
dan bahasa arbitrase.  
i) Penggugat dapat mengajukan dokumen lain atau informasi lain 
dalam dokumen permohonan arbitrase yang dianggap sesuai 
atau yang dapat berkontribusi pada penyelesaian sengketa 
secara efisien. 
Dalam Pasal 4 ayat (3) poin (g) terkait dengan jumlah dan 
penentuan arbiter, maka ada tiga hal yang harus diperhatikan 
khusunya dalam hal mengajukan permintaan arbitrase. 
a) Dimana perjanjian arbitrase menyediakan untuk arbiter tunggal:  
Para pihak dapat, dengan persetujuan, bersama-sama 
mencalonkan seorang arbitrator untuk dikonfirmasi oleh 
Pengadilan atau Sekretaris Jenderal. Dalam kasus apapun, 
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penggugat harus mengajukan dalam permohonan arbitrase 
tentang setiap keterangan mengenai pemilihan arbiter. 
b) Dimana perjanjian tersebut menentukan tiga arbiter:  
Penggugat harus mencalonkan seorang arbitrator dalam 
permohonannya untuk dikonfirmasi oleh Pengadilan atau 
Sekretaris Jenderal (kecuali perjanjian menentukan untuk 
prosedur yang berbeda). 
c) Dimana perjanjian tersebut memberikan satu atau lebih arbiter, 
atau diam atau tidak jelas mengenai jumlah arbiter:  
Penggugat harus menunjukkan preferensi untuk satu atau tiga 
arbiter. Jika memilih untuk tiga, maka penuntut didorong untuk 
mencalonkan seorang Arbitrator untuk dikonfirmasi bersama 
dengan permohonannya. Konsekuensi keuangan dari tiga 
arbiter harus diingat.214  
Bilamana ada beberapa penggugat atau beberapa tergugat, 
dan di mana sengketa tersebut akan dirujuk dengan pemilihan tiga 
arbiter. Maka para penggugat bersama-sama dan beberapa 
tergugat bersama-sama, akan mengangkat seorang arbitrator.215 
Kemudian dalam Pasal 4 ayat (3) poin (h) terkait dengan 
waktu, tempat, dan bahasa, maka hal-hal yang harus menjadi 
perhatian disaat mengajukan permintaan arbitrase yakni: 
                                                           
214
 Ibid, Pasal 12 (2). 
215 Ibid, Pasal 12 (6). 
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a) Tempat arbitrase ditetapkan oleh Pengadilan kecuali disepakati 
oleh para pihak.216 
b) Aturan hukum yang berlaku ialah aturan hukum yang sesuai 
dan ditentukan oleh Pengadilan Arbitrase, kecuali para pihak 
telah menyepakati aturan hukum yang lain.217  
c) Bahasa arbitrase ditentukan oleh Pengadilan Arbitrase jika 
tidak ada kesepakatan oleh para pihak.218 
Posisi para pihak dan pandangan mengenai salah satu isu-
isu yang harus dimasukkan dalam permohonan dan jawaban atas 
permohonan masing-masing. Komentar para pihak akan 
dipertimbangkan oleh Pengadilan Arbitrase ketika isu tersebut 
diputuskan. 
Untuk pembayaran uang muka yang tidak dapat 
dikembalikan sebesar US $ 3.000, dapat dibayarkan melalui:219 
Beneficiary (Account holder): 
INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE 
38, Cours Albert 1er 
75008 Paris, France 
Bank of Beneficiary: 
UBS SA 
35, rue des Noirettes 
P.O. Box 2600 
1211 Geneva 2, Switzerland 
                                                           
216 Ibid, Pasal 18 (1). 
217 Ibid, Pasal 21 (1). 
218 Ibid, Pasal 20. 
219 ICC, “Arbitration – Filing Fee”, online, diakses dari http://www.iccwbo.org/Products-and-
Services/Arbitration-and-ADR/Arbitration/Request-arbitration/Filing-Fee/, pada tanggal 03 
November 2012, pukul 01:31.  
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Account no.: 240-224534.61R 
IBAN: CH06 0024 0240 2245 3461 R 
Swift Code (BIC): UBSWCHZH80A 
Please indicate on your payment order the name of the party 
in the procedure on behalf of which the payment is being 
made. 
 
Atau dapat juga melakukan pembayaran dengan 
menggunakan Cek, yang ditujukan kepada: “INTERNATIONAL 
CHAMBER OF COMMERCE”. 
7.2.2. Jawaban 
Segera setelah permintaan Arbitrase selesai dan biaya 
pengajuan dibayarkan. Maka permohonan atau permintaan 
tersebut dikirimkan kepada pihak lain atau pihak yang harus 
mengirim Jawaban atas permohonan arbitrase, dan bersama 
dengan counterclaims, dalam waktu 30 hari.220 
7.2.3. Yurisdiksi 
Jika pihak memberikan tanggapan sebagai berikut:  
 tidak mengajukan jawaban,  
 menambah satu atau lebih permohonan mengenai eksistensi, 
keabsahan atau ruang lingkup perjanjian arbitrase, atau  
 mempertanyakan apakah semua klaim dapat ditentukan 
bersama dalam arbitrase tunggal.  
                                                           
220 ICC Arbitration Rules 2012, Pasal. 5. 
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Maka arbitrase akan dilanjutkan dan sidang arbitrase harus 
memutuskan masalah tersebut, kecuali Sekretaris Jenderal merujuk 
hal tersebut kepada pengadilan untuk memberikan keputusan.221 
Jika Sekretaris Jenderal merujuk kasus tersebut ke Pengadilan, 
maka ia akan memutuskan apakah dan sejauh mana arbitrase 
tersebut wajib dilanjutkan.222 
7.2.4. Ketentuan arbitrase darurat223 
Pihak yang memiliki kepentingan sangat mendesak atau 
tidak bisa menunggu, maka pengadilan arbitrase dapat 
mengajukan permohonan bantuan darurat sesuai dengan 
ketentuan arbitrase darurat. Aplikasi ini dapat disampaikan pada 
saat yang sama, sebelum atau setelah permintaan arbitrase, tapi 
tidak akan ada arbitrase darurat dapat diajukan setelah dokumen 
permintaan arbitrase telah dikirim ke Pengadilan Arbitrase. 
Ketentuan arbiter darurat tidak berlaku jika: 
 Perjanjian arbitrase disepakati sebelum 1 Januari 2012  
 Apabila para pihak telah memilih keluar dari ketentuan Arbiter 
Darurat, atau  
                                                           
221 Ibid, Pasal 6 (3) dan (4). 
222
 Ibid, Pasal 6 (4). 
223 Ibid, Pasal 29 dan Lampiran V. 
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 Jika para pihak telah sepakat untuk prosedur lain seperti pra-
arbitrase, langkah-langkah sementara lainnya atau yang 
serupa.  
Selanjutnya, ketentuan Arbitrase Darurat hanya berlaku 
kepada pihak-pihak yang menandatangani perjanjian arbitrase. 
Kemudian cara untuk mengajukan permohonan arbitrase darurat 
yakni:224 
a) Menginformasikan Sekretariat ICC sesegera mungkin dan 
sebaiknya sebelum mengirimkan permintaan arbitrase. Jika 
permohonan tindakan darurat mendahului permintaan arbitrase, 
maka pihak pemohon harus segera menghubungi Sekretariat 
melalui telpon di +33 1 49 53 28 78 (Paris office) atau +852 
3607 5601 (Hong Kong office), atau dengan mengirimkan email 
ke: emergencyarbitrator@iccwbo.org  
b) Jika Permohonan terkait dengan kontrak yang sedang 
berlangsung maka ICC Case Management Team yang akan 
ditunjuk untuk menangani kasus tersebut. 
c) Permohonan sebaiknya dikirimkan melalui e-mail ke 
emergencyarbitrator@iccwbo.org, dengan menyertakan bukti 
pembayaran biaya arbitrase sebesar US $ 40.000.  
                                                           
224 ICC, “Emergency Arbitrator”, online, diakses dari http://www.iccwbo.org/products-and-
services/arbitration-and-adr/arbitration/emergency-arbitrator/, pada tanggal 03 November 
2012, pukul 02:43.  
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d) Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer bank maupun 
dengan cek bank (bukan cek pribadi) dengan mengatas 
namakan International Chamber of Commerce. 
e) Penulisan permohonan harus menggunakan bahasa yang 
benar yakni bahasa arbitrase atau bahasa yang digunakan 
dalam kontrak arbitrase, penulisan kententuan lainnya seperti 
alamat, para pihak dan lain sebagainya sama dengan 
ketentuan untuk menulis permohonan arbitrase biasa, 
kemudian ditambah dengan alasan terhadap kepentingan yang 
mendesak tersebut. 
7.2.5. Uang muka sementara 
Setelah permohonan arbitrase diterima, Sekretaris Jenderal 
biasanya meminta pemohon untuk membayar uang muka 
sementara dalam jumlah yang dimaksudkan untuk menutupi biaya 
arbitrase sampai pada proses "Terms of Reference" telah disusun. 
Uang muka sementara ini biasanya tidak melebihi jumlah 
keseluruhan dari: 
 biaya administrasi yang dihitung dari besarnya kasus,  
 jumlah minimum untuk biaya arbiter, dan  
 biaya penggantian yang diharapkan dari Pengadilan Arbitrase  
Perhitungan ini dibuat atas dasar klaim dalam surat 
permohonan sebelumnya. Praktik saat ini menunjukkan bahwa 
200 
 
uang muka sementara biasanya di kisaran 25% - 35% dari jumlah 
keseluruhan biaya arbitrase. Pengadilan dan Sekretariat biasanya 
tidak akan mengambil langkah apapun dalam arbitrase (seperti 
misalnya, ke arah pengaturan sidang arbitrase) sampai uang muka 
sementara ini telah dibayar. 
7.2.6. Multiple Parties, Multiple Contract and Consolidation  
Aturan memungkinkan setiap pihak dalam arbitrase untuk 
bergabung dengan pihak lain sebelum penunjukan arbiter. 
Permintaan persekutuan terhadap pihak memiliki proses yang mirip 
dengan permintaan arbitrase.225 
Ketika permintaan untuk menjadi pihak tambahan diajukan, 
maka pihak tambahan menjadi pihak dalam arbitrase dan dapat 
mengajukan permintaan menurut Pasal 6 (3). Namun  penting 
untuk diketahui terkait dengan waktu untuk perkumpulan tersebut, 
karena tidak ada pihak tambahan dapat bergabung setelah 
konfirmasi atau penunjukan arbiter, kecuali para pihak dan pihak 
tambahan telah menyetujui sebaliknya.  
7.2.7. Pengaturan sidang 
Proses selanjutnya ialah pengaturan sidang arbitrase, di 
dalam tahap ini Sekjen atau Pengadilan mungkin perlu untuk 
                                                           
225 ICC Arbitration Rules 2012, Pasal 7. 
201 
 
mengambil keputusan-keputusan terkait dengan persiapan 
pelaksanaan sidang. Seperti misalnya, peraturan mengharuskan 
semua arbiter diusulkan oleh pihak-pihak dan dikonfirmasi oleh 
Pengadilan atau Sekretaris Jenderal.226  
Selanjutnya, Pengadilan mungkin perlu untuk menunjuk 
seorang presiden pengadilan atau arbiter tunggal, atau co-arbiter 
atas nama pihak yang telah gagal untuk mencalonkan arbiter.227 
Pengadilan juga mungkin perlu menentukan tempat arbitrase jika 
pihak belum menyepakati hal tersebut.228 
7.2.8. Pelunasan biaya 
Pengadilan meminta biaya dalam jumlah yang kemungkinan 
untuk menutupi biaya dan pengeluaran para arbiter dan biaya 
administrasi ICC. Sekretariat mengirimkan dokumen tersebut ke 
Pengadilan Arbitrase dengan menyediakan biaya yang diminta 
pada tahap ini (yaitu uang muka sementara, yang telah diuraikan di 
atas). Kemudian, setelah dokumen arbitrase di serahkan ke 
Pengadilan Arbitrase barulah Sekretariat biasanya akan 
mengundang para pihak untuk membayar lunas sisa biaya yang 
harus dibayarkan. 
                                                           
226 Ibid, pasal 13 (1) dan (2). 
227
 Ibid, Pasal 13 (3) dan (4). 
228 Ibid, Pasal 18. 
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7.2.9. Pelimpahan berkas ke pengadilan arbitrase 
Setelah Pengadilan Arbitrase dibentuk dan uang muka biaya 
yang diminta pada tahap ini telah dibayar, Sekretariat mengirimkan 
berkas ke setiap Anggota Majelis Arbitrase.229 Sejak saat itu, 
manajemen umum kasus bergeser dari Sekretariat ke sidang 
arbitrase. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus berhubungan 
langsung dengan Majelis Arbitrase. 
Setelah berkas dikirim, sidang arbitrase bertanggung jawab 
untuk menjalankan proses dan memutuskan sengketa. Namun, 
sekertariat harus tetap memantau proses arbitrase dari awal 
sampai akhir, memastikan bahwa kasus berjalan lancar dan benar. 
Mereka harus meninjau kemajuan setiap kasus untuk memastikan 
waktu yang dibutuhkan agar sesuai dengan aturan. 
7.2.10. Kerangka acuan 
Segera setelah menerima berkas perkara dari Sekretariat, 
atas dasar dokumen atau di hadapan para pihak dan dalam 
pengajuan terbaru mereka. Maka sidang arbitrase harus menyusun 
sebuah dokumen yang mendefinisikan Kerangka Acuan.230 
                                                           
229
 Ibid, Pasal 16. 
230 Ibid, Pasal 18. 
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Sebagaimana disyaratkan dalam peraturan, bahwa 
Kerangka Acuan mencakup nama lengkap dan deskripsi dari para 
pihak dan arbiter, tempat arbitrase, ringkasan klaim masing-masing 
pihak dan putusan yang diharapkan, keterangan mengenai aturan-
aturan prosedural yang berlaku, dan lain-lain. Hal itu juga dapat 
berisi daftar masalah yang harus ditentukan.  
Kerangka Acuan harus diselesaikan dalam waktu dua bulan 
sejak dokumen dikirim ke Pengadilan Arbitrase. Jika salah satu 
pihak menolak untuk mengambil bagian dalam menyusun atau 
untuk menandatangani Terms of Reference, maka ketentuan Terms 
of Reference terakhir yang diberlakukan. 
7.2.11. Manajemen kasus231 
Pada tahap ini juga, Pengadilan Arbitrase diperlukan untuk 
mengadakan konferensi manajemen kasus dan menetapkan jadwal 
sementara yang harus diikuti dalam proses arbitrase. Konferensi 
manajemen kasus dirancang untuk membahas dan menempatkan 
prosedur terbaik untuk arbitrase, terutama dalam hal memastikan 
waktu dan efisiensi biaya. 
 
 
                                                           
231 Ibid, Pasal 24. 
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7.2.12. Bahasa dalam persidangan 
Jika tidak disepakati oleh para pihak, Pengadilan Arbitrase 
akan menentukan terkait bahasa yang digunakan, yaitu bahasa 
arbitrase.232 
7.2.13. Tindakan sementara 
Aturan menetapkan bahwa Pengadilan Arbitrase dapat 
melakukan langkah-langkah sementara. Hal ini tidak 
mempengaruhi hak-hak para pihak, dalam kondisi yang tepat, untuk 
diterapkan ke otoritas yudisial yang kompeten untuk tindakan 
tersebut.233 
7.2.14. Aturan hukum yang berlaku 
Dengan tidak adanya kesepakatan antara para pihak dalam 
hal menentukan aturan hukum yang berlaku. Pengadilan Arbitrase 
menerapkan aturan hukum yang sesuai dengan kasus tersebut, 
dengan mempertimbangkan ketentuan kontrak dan penggunaan 
sarana perdagangan yang relevan.234  
                                                           
232 Ibid, Pasal 20. 
233
 Ibid, Pasal 28. 
234 Ibid, Pasal 21. 
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Jika para pihak telah sepakat untuk memberikan ketentuan 
hukum. Maka Pengadilan Arbitrase dapat bertindak sebagai 
amiable compositeur235 atau memutuskan ex aequo et bono236. 
7.2.15. Proses sidang237  
Prosedur arbitrase ICC sangat fleksibel. Para pihak dan 
arbiter bebas untuk mengubah aturan prosedural, namun tetap 
tunduk pada ketentuan wajib yang mungkin berlaku. Para pihak 
dapat menentukan, misalnya, apakah dan sejauh mana permintaan 
penerbitan dokumen atau pemeriksaan silang akan diizinkan. Para 
pihak memiliki hak untuk didengar, pengadilan juga dapat 
memutuskan untuk mendengar saksi dan ahli, dan dapat meminta 
para pihak untuk memberikan bukti tambahan.  
 
 
                                                           
235 Konsep amiable compositeur memiliki asal usul sejarah dalam hukum Prancis, yang mana 
menggambarkan peran seseorang sebagai konsiliator dalam penyelesaian perselisihan dan 
sengketa melalui arbitrase yang berkembang pada abad ke 17. Dengan demikian pihak pengambil 
keputusan tidak terikat dengan aturan sipil atau hukum subtantif. Konsep ini pertama kali 
diadopsi di dalam Code Napoleon dan French Code of Civil Procedure of 1806. Selain itu Ronald 
Fich dengan singkat mendefinisikan amiable compositeur sebagai pertimbangan umum terhadap 
keadilan dan kewajaran. Lihat: Ronald Fich, “Commercial Arbitration in the Australian 
Construction Industry”, (Sydney: Federation Press, 1989), hal. 125.    
236 Istilah Ex aequo et bono berasal dari bahasa Latin. Kamus Juridisch Latin karya GRW Gokkel 
dan N van der Wal –yang kemudian dialih bahasakan S. Adiwinata (1986), hanya mendefinisikan 
secara singkat frase tersebut sebagai “menurut keadilan”. Dalam literatur berbahasa Inggris, ex 
aequo et bono sering diartikan sebagai “according to the right and good”, atau “from equity and 
conscience”. Sesuatu yang diputuskan menurut ex aequo et bono adalah sesuatu yang diputuskan 
“by principles of what is fair and just”. 
237 ICC Arbitration Rules 2012, Pasal 19, 22, 25, dan 26. 
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7.2.16. Proses penutupan 
Sesegera mungkin setelah sidang terakhir mengenai hal 
yang akan diputuskan dalam keputusan nanti atau pengajuan resmi 
terakhir, sidang arbitrase akan mendeklarasikan proses ditutup 
sehubungan dengan hal-hal yang akan diputuskan dalam 
keputusan sidang nantinya. Dan menginformasikan kepada 
Sekretariat dan para pihak terkait dengan tanggal diberikannya 
keputusan oleh majelis arbitrase.238 
7.2.17. Batas waktu pemberian keputusan 
Pengadilan akan, pada awal kasus, menentukan batas waktu 
untuk pemberian keputusan (dalam tahap menejemen kasus) 
berdasarkan jadwal prosedural sidang arbitrase itu. Batas waktu 
untuk penentuan putusan yakni enam bulan sejak tanggal 
persetujuan atau tanda tangan terakhir dari kerangka acuan. 
Pengadilan dapat memperpanjang batas waktu untuk putusan 
akhir.239 
7.2.18. Pemberian keputusan dan pengawasan 
Setelah penutupan persidangan, Pengadilan Arbitrase akan 
menyusun rancangan putusan, kemudian Pengadilan akan 
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 Ibid, Pasal 27. 
239 Ibid, Pasal 30. 
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memeriksa semua rincian keputusan. Dalam meneliti rancangan 
putusan arbitrase, mahkamah akan menilai sejauh mana putusan 
ini dapat dijalankan. 
Setelah rancangan itu selesai diperiksa, putusan tersebut 
ditandatangani oleh para arbiter. Hal ini akan dianggap dibuat di 
tempat arbitrase dengan tanggal dan waktu yang ditetapkan. Hal ini 
kemudian diberitahukan kepada Sekretariat dan para pihak. 
B. Kepastian hukum yang dihasilkan dari keberadaan UNCITRAL 
Rules dan ICC Rules 
1. Berlakunya UNCITRAL Rules dan ICC Rules 
  Terdapat perbedaan yang mendasar antara UNCITRAL dan 
ICC. Sebagai organisasi, keduanya merupakan organisasi  
internasional, namun di sinilah letak perbedaannya. Jika 
UNCITRAL merupakan organisasi antar negara-negara di dunia, 
namun ICC tidak demikian, yang mana hanya beranggotakan 
badan hukum, perusahaan, dan lain-lain yang berorientasi pada 
sektor ekonomi atau dengan kata lain ICC merupakan Non-
govermental Organization (NGO). 
  UNCITRAL merupakan salah satu organ PBB yang berada 
di dalam kelompok Subsidiary Bodies di bawah naungan Majelis 
Umum PBB. Pendirian UNCITRAL dilakukan pada tanggal 17 
208 
 
Desember 1966 melalui penetapan Resolusi Majelis Umum PBB 
nomor 2205 (XXI), karena itu keanggotaan UNCITRAL juga dipilih 
dari anggota PBB. Dengan demikian kedudukan UNCITRAL 
dikancah global sebagai organisasi internasional tentu tidak 
diragukan lagi khususnya dalam hal menciptakan aturan-aturan 
hukum internasional yang dapat dikatakan sebagai law making 
treaty.   
  Berbeda halnya dengan ICC, yang dibentuk oleh 
perkumpulan pelaku di bidang industrialis, pemodal dan pedagang, 
dengan tujuan untuk mengupayakan pembangunan ekonomi dunia. 
Di dalam konstitusi ICC secara jelas dikatakan “The Organisation is 
called International Chamber of Commerce, also known as the 
„World Business Organisation‟ or by the acronym „ICC‟”.240 Dengan 
demikian ICC merupakan organisasi internasional non-pemerintah, 
yang hanya beranggotakan korporasi, lembaga, dengan fokus 
utama di bidang ekonomi. Dikarenakan ICC bukan organisasi 
internasional antar pemerintah, maka dapat menjadi pertanyaan 
terkait dengan aturan-aturan yang dikeluarkannya, sebab standar-
standar atau aturan-aturan yang dikeluarkan oleh ICC bersumber 
dari lex mercatoria atau kebiasaan umum dalam dunia ekonomi 
secara luas dan dunia perdagangan secara khususnya. Kebiasaan-
kebiasaan ini dihimpun dalam satu set aturan kemudian dijadikan 
                                                           
240
 ICC, “ICC Constitution (June 2012)”, online, diakses dari http://www.iccwbo.org/constitution/, 
pada tanggal 05 November 2012, pukul 17:32.  
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dasar dalam praktik para pihak, dari situ pulalah dasar terbentuknya 
UCP dan Incoterms. 
  Namun tidak dapat dipungkiri, terkait dengan betapa 
populernya UCP di dalam dunia perbankan yang merupakan urat 
nadi proses pembayaran Latter of Credit (L/C). Begitu juga dengan 
Incoterms yang telah sangat populer dalam dunia trasportasi 
pengiriman barang khususnya ekspor dan impor. Sejauh ini, di 
dalam praktik, belum ada kasus yang mempermasalahkan 
keabsahan UCP dan Incoterms sebagai landasan dalam transaksi 
ekspor dan impor, kasus-kasus yang ada banyak terkait dengan 
penerapan dan interpretasi dari para pihak saja, meskipun 
dikatakan bahwa Incoterms bukanlah aturan hukum241, hanya 
merupakan bagian dari kontrak sebagai standar kesepakatan 
terkait dengan tanggung jawab pengiriman barang. 
  Kemudian untuk menggambarkan keterkaitan antara 
Incoterms dengan hukum internasional yang lain sebagai bentuk 
nyata dari berlakunya dan adanya kepastian hukum yang diberikan 
oleh ketentuan-ketentuan ICC yang hanya dibangun berdasarkan 
lex mercatoria, maka penulis ingin mengangkat kasus antara BP Oil 
                                                           
241 Lynne R. Ostfeld, “New INCOTERMS 2010”, online, diakses dari 
http://www.americanbar.org/newsletter/publications/law_trends_news_practice_area_e_newsl
etter_home/2011_summer/incoterms_2011.html, pada tanggal 05 November 2012, pukul  
18:13.  
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International, Ltd. (BP) Vs. Empresa Estatal Petroleos de Ecuador 
(Petro Ecuador). 
  BP (penjual) adalah perusahaan yang berkedudukan di 
Texas, Amerika Serikat, sedangkan Petro Ecuador (pembeli) 
merupakan perusahaan yang berkedudukan di Ecuador, keduanya 
menyepakati kontrak perdagangan gasoline. Dalam kontrak 
tersebut BP akan menjual dan mengirimkan 140.000 barel gasoline 
kepada Petro Ecuador. Untuk pengiriman mereka sepakati 
penerapan Incoterms 1980 yakni CFR (cost and freight) “CFR La 
Libertad, Ecuador”, kemudian klausul pemilihan hukum mereka 
yakni "Jurisdiction: Laws of the Republic of Ecuador". Ketentuan 
lainnya yang ditentukan di dalam kontrak ialah persyaratan jumlah 
maksimal kandungan gum di dalam gasoline tersebut. Kemudian, 
ketika barang tersebut akan dikirim, sebulum dinaikkan ke atas 
kapal, terlebih dahulu diperiksa oleh inspektorat independen yang 
ditunjuk oleh pembeli, inspektorat tersebutpun mengeluarkan 
sertifikat yang menyatakan kesesuaian kandungan gum dalam 
gasoline tersebut masih berada di bawah batas maksimal.242  
  Namun setelah barang tersebut tiba di Ecuador, kemudian 
dilakukan pengetesan kembali terhadap barang tersebut dan 
ditemukan bahwa kandungan gum yang ada di dalam gasoline itu 
                                                           
242 CISG, “CISG Case Presentation”, online, diakses dari 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030611u1.html#cx, pada tanggal 06 November 2012, Pukul 
01:11.  
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telah berada diatas batas maksimal, konsekuensi dari hal tersebut, 
maka pembeli menolak gasoline itu, dikarenakan tidak sesuai 
dengan spesifikasi yang dipersyaratkan. Penjual membawa kasus 
tersebut ke District Court of Texas dengan menerapkan hukum 
Ecuador sesuai kesepakatan kontrak di awal. Pada pengadilan 
tingkat pertama, sengketa mereka di dasarkan hanya kepada 
hukum Ecuador yang menentukan bahwa penjual bertanggung 
jawab atas barang tersebut sampai di tempat tujuan, dan 
pengadilan tingkat pertama juga mengabaikan ketentuan 
pengiriman barang CFR, dengan alasan bahwa para pihak telah 
memutuskan untuk memilih hukum nasional Ecuador.243 
  Namun di tingkat banding, pengadilan menyatakan bahwa 
meskipun mereka menetapkan bahwa hukum yang berlaku adalah 
hukum Ecuador, namun bukan berarti hanya hukum nasional 
Ecuador saja yang diterapkan, namun harus juga 
mempertimbangkan unsur keterkaitan lainnya. Dalam 
pertimbangannya, pengadilan banding menyatakan bahwa karena 
kedua pihak berada di negara yang merupakan pihak dalam CISG 
1980 maka pembentukan kontrak mereka tunduk pada ketentuan 
CISG sesuai dengan Pasal 1 (1(a)) CISG 1980, kecuali jika mereka 
memang menolak berlakunya CISG berdasarkan Pasal 6 CISG 
1980. Pengadilan menilai bahwa CISG telah menjadi hukum dari 
                                                           
243 Ibid.  
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Ecuador, dan para pihak tidak secara tegas telah menyatakan diri 
untuk tidak terikat dengan CISG 1980.244 
  Dengan ketentuan pengiriman CFR (cost and freight), 
pengadilan banding menilai bahwa ini merupakan bagian dari 
Incoterms 1980 yang dikeluarkan oleh International Chamber of 
Commerce, yang mana CISG 1980 menggabungka ketentuan 
Incoterms melalui Pasal 9 (2). Menurut pengadilan, bahwa 
meskipun jika penggunaan Incoterms tidak dilakukan secara global, 
namun faktanya bahwa ketentuan ini telah dikenal dalam 
perdagangan internasional, dengan demikian memenuhi syarat 
untuk dimasukkan kedalam ketentuan sebagaimana yang 
tercantum di dalam Pasal 9 (2) CISG 1980.245 
  Dengan demikian, tergambar bahwa mekipun Incoterms 
merupakan lex mercatoria namun penerapannya dapat dilakukan 
dengan konsisten. Oleh karena itu, tidak hanya hukum yang dibuat 
oleh organisasi-organisi internasional yang beranggotakan negara-
negara saja yang memiliki sifat mengikat serta kepastian dalam 
penerapannya, sebab tidak dapat dipungkiri bahwasanya sektor 
swasta memegang peran penting dalam kancah global yang 
semakin hari semakin dinamis. Marcel Merle dalam sebuah 
artikelnya mengatakan bahwa di tahun-tahun sebelumnya sektor 
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swasta sering mendahului sektor publik dalam kegiatan 
internasional.246 
2. Lex Mercatoria sebagai dasar penbentukan ICC Rules 
  Kata lex mercatoria diambil dari bahasa latin yaitu Lex dalam 
bahasa Inggris mengandung arti Law atau dalam bahasa Indonesia 
berarti hukum dan mercatoria dalam bahasa Inggris dipadankan 
dengan kata merchant yang berarti perniagaan atau komersial.247 
Di dalam kepustakaan hukum Indonesia dikenal dengan hukum 
dagang atau hukum komersial sebagai terjemahan bahasa Inggris 
the law of merchant.248 
  Doktrin lex mercatoria dikembangkan oleh para pakar hukum 
Eropa, seperti Fragistas, Goldstain, Clift Schmitthoff, Goldman, 
Kahn, Fouchard, Horn, Ole Lando, dan Eugen Langen. Pada 
umumnya di dalam beberapa kepustakaan istilah lex mercatoria 
diberikan pengertian sebagai hukum yang seragam (uniform law) 
yang keberadaannya diterima oleh komunitas di berbagai negara. 
Namun kata “seragam” dikritik karena tidak mungkin terwujud suatu 
hukum perdata yang seragam dan berlaku di berbagai negara.249 
Menurut Alan D. Rose lebih tepat digunakan istilah harmonisasi 
                                                           
246 Marcel Merle, “International Non-govermental Organization and their Legal Status”, online, 
diakses dari http://www.uia.be/international-non-governmental-organizations-and-their-legal-
status, pada tanggal 06 November 2012, pukul 01:27.  
247 Taryana Soenandar, op, cit, hal. 15. 
248
 Ibid. 
249 Ibid. 
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(harmonization) dan istilah inilah yang banyak dianut sebagai 
padanan kata dari lex mercatoria atau the law of merchant. Selain 
itu Bernard Audit mengungkapkan “the lex mercatoria is a body of 
„spontaneous‟ law – law created by standard commercial practices 
and arbitral decisions”.250 Di dalam beberapa kepustakaan terdapat 
banyak pendapat tentang definisi lex mercatoria dan sebagian 
besar memberikan definisi sebagai hukum kebiasaan komersial 
internasional (international commercial customary law).251 
  Kemudian Klaus Peter Berger menyatakan bahwa prinsip lex 
mercatoria berkembang dari praktik komersial sejak awal abad XVII 
yang kemudian berkembang sampai sekarang. Senada dengan hal 
tersebut Calvin W. Corman juga mengatakan bahwa praktik hukum 
tersebut merupakan refleksi dari kondisi cara penyelesaian konflik 
sosial ekonomi para pedagang yang diterapkan oleh para hakim 
atau arbitrator. lex mercatoria mengalami perkembangan yang 
terus menerus sehingga memiliki sejarahnya sendiri.252  
  Sebelum tumbuh negara moderen, perdagangan 
internasional diatur oleh para pedagang itu sendiri (self regulating) 
yang didasarkan pada tata cara interaksi dan pola sopan santun di 
antara para pedagang. Hukum kebiasaan komersial yang timbul 
                                                           
250 Huala Adolf, “Arbitrase Komersial Internasional”, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 
51. 
251
 Taryana Soenandar, op, cit, hal. 15.  
252 Inid, hal. 18-19. 
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dari praktik para pedagang ini diberi kekuatan mengikat oleh 
pengadilan niaga (mercantile court) pada waktu itu, sangsinya lebih 
bersifat publik, misalnya dikucilkan dari pergaulan bisnis jika 
putusan pengadilan tidak dituruti.253 Aturan yang diterapkan itu 
selanjutnya menjadi sistem yang independen, menjadi hukum 
tersendiri, dan ditegakkan oleh komunitas para pedagang. Hukum 
itulah yang dikenal kemudian dengan istilah lex mercatoria.254 
  Pada tahun 1291 ketika Inggris masih merupakan negara 
agraris, raja mengundang para pedagang dari berbagai negara 
Eropa Kontinental untuk tinggal dan berdagang di Inggris, 
membuka perdagangan dengan pedagang lokal yang di dorong 
dengan pelaksanaan pameran-pameran perdagangan besar-
besaran guna mendorong perdagangan internasional. Kegiatan 
tersebut melahirkan transaksi kontraktuan berdasarkan kebiasaan 
perdagangan yang telah tumbuh. Pada saat itulah mulai dikenal 
istilah dokumen perdagangan misalnya seperti bill of exchange, bill 
of lading, dan latter of credit.255 
  Berlanjut pada awal abad XIV, pemerintah di negara-negara 
Eropa mulai memperhatikan hukum komersial dalam rangka 
nasionalisasi hukum transnasional. Maka dimasukkanlah prinsip-
                                                           
253 Ibid, hal. 19. 
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prinsip lex mercatoria ke dalam hukum nasional dan upaya tersebut 
berlanjut hingga abad ke XVII dan XIX.256 
  Diawal abad ke XIX yang mana telah terbentuk negara-
negara modern. Sehingga upaya untuk menseragamkan aturan 
perdagangan internasional telah mulai dilakukan oleh organisasi-
organisasi internasional, baik itu organisasi antar pemerintah 
seperti UNCITRAL dan UNIDROIT, maupun organisasi antar 
kelompok dagang dan pelaku bisnis lainnya seperti ICC. 
  Di dalam upaya melakukan harmonisasi hukum internasional 
oleh lembaga-lembaga yang secara hukum merupakan law making 
treaty, seperti UNCITRAL dan UNIDROIT maka kebiasaan-
kebiasaan perdagangan inilah yang dijadikan acuan dalam 
penyusunan konsep hukum agar dapat memberikan kepastian dan 
kejelasan. UNCITRAL bisa dikatakan telah memperoleh 
keberhasilan yang cukup besar dalam menghinpun aturan lex 
mercatoria dengan menghasilkan United Nations Convention On 
Contracts For The International Sale of Goods (1980) atau yang 
lebih dikenal dengan CISG 1980 yang sangat populer di dunia 
perdagangan, di samping beberapa konvensi lainnya. Demikian 
juga halnya dengan UNIDROIT yang telah menghasilkan 
UNIDROIT Principle of International Commercial Contract 1994 
                                                           
256 Ibid, hal. 19-20. 
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(UPICCs) yang oleh para pakar dikategorikan ke dalam the new lex 
mercatoria. 
  ICC sendiri memiliki keunikan khusus, yang mana organisasi 
internasional ini merupakan Non-govermental Organization dan 
dalam perannya sebagai organisasi ekonomi dunia, cukup 
memberikan sumbangsih dan pengaruh yang besar dalam upaya 
menseragamkan aturan perdagangan internasional. Keberadaan 
UCP dan Incoterms menjadi sangat populer di kalangan para 
pelaku bisnis internasional khususnya ekspor dan impor, bahkan 
bisa dikatakan hampir semua orang atau pihak yang melakukan 
kegiatan ekspor dan impor mengenal kedua ketentuan ini. 
  UCP 600 (Uniform Customs and Practice) atau nama 
lengkapnya Uniform Customs and Practices for Documentary 
Credits, ICC Publication Number 600. Menjadi seperangkat aturan 
yang mengatur Letter of Credit dan mulai diberlakukan pada 
tanggal 1 Juli 2007. Menengok sejarahnya ke belakang, UCP 
pertama kali diterbitkan oleh ICC yakni pada tahun 1933, kemudian 
secara berturut-turut direvisi pada tahun 1951, 1962, 1974, 1983, 
1993, dan dengan seri terakhirnya yakni Oktober 2006. UCP 
bukanlah konvensi yang dibentuk oleh negara-negara di dunia, 
UCP dibentuk oleh para praktisi di bidang yang terkait. Sebagai 
gambaran, dalam penbentukan UCP 600, dilakukan oleh group 
drafting dan consulting group. Group drafting ini terdiri dari 11 
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anggota, dengan rincian 4 dari Eropa, 1 dari Amerika Serikat, 1 dari 
Singapura, yang sebagian besar bankir, serta 2 pengacara dari 
Eropa, 2 dari SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication) di Eropa, dan 1 dari ICC sendiri, yang juga dari 
Eropa . Kemudian consulting group beranggotakan 40 orang yang 
berasal dari 26 negara, terdiri dari bankir, konsultan, ahli, sarjana, 
pengacara, hakim, operator, asuransi dan perwakilan dari FIATA 
(International Federation of Freight Forwarders Associations) dan 
BOLERO (Bill Of Lading Electronic Registry Organization). 
Consulting Group memiliki dua fungsi utama: pertama, untuk 
mengimbangi pengaruh yang kuat oleh para bankir dari Eropa di 
Grup Drafting, dan kedua, untuk memberikan masukan terhadap 
masalah dan isu seperti dalam bidang pengetahuan dan 
pengalaman, transportasi, asuransi kargo, Incoterms, komoditas 
perdagangan, dan legalitas.257 
  Bank Indonesia dalam Surat Edaran No. 26/34/ULN tanggal 
17 Desember 1993 mengatur bahwa L/C yang diterbitkan bank 
devisa (bank umum) boleh tunduk atau tidak pada UCP. Bank 
                                                           
257 T. O. Lee, “The Pros and Cons of UCP 600”, online, diakses dari 
http://www.tolee.com/html/lc_mon_ucp600_pros_cons.htm, pada tanggal 06 November 2012, 
pukul 14:37.  
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Indonesia secara yuridis formal memberikan kebebasan kepada 
bank devisa di Indonesia untuk menentukan sikap.258  
  Di lain pihak, Herbet A. Getz, sarjan Amerika yang banyak 
dikutip pendapatnya, mengatakan bahwa UCP tidak memiliki 
kekuatan hukum mengikat (force of law).259  UCP bukan produk 
hukum legislatif, UCP juga bukan merupakan produk hukum 
yudikatif. UCP merupakan kompilasi kebiasaan dan praktik 
internasional mengenai L/C. Tetapi, UCP diberlakukan secara 
sukarela di lebih dari 160 negara. Oleh karena itu, C.F.G. Sunaryati 
Hartono berpendapat bahwa UCP dapat dikatakan merupakan 
hukum kebiasaan yang berlaku secara internasional.260  
Incoterms sendiri juga memiliki sejarah perjalanan yang 
memang terbentuk berdasarkan kebiasaan dalam praktik. Dimulai 
pada tahun 1920 ketika ICC melakukan penelitian tentang istilah 
umum yang digunakan dalam perdagangan, hasilnya 
dipublikasikan pada tahun 1923 dengan menghasilkan enam istilah 
perdagangan yang umum digunakan di 13 negara, kemudian 
dilakukan penelitian lanjutan kedua yang dipublikasikan pada 1928 
dengan cakupan istilah yang lebih luas terhadap 30 negara. Dalam 
penelitian tersebut juga menunjukkan adanya perbedaan 
                                                           
258 Ramlan Ginting, “Letter of Credit, Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis”, (Salemba Empat: 
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penafsiran dari istilah-istilah perdagangan tersebut oleh masyarakat 
dunia internasional dalam melakukan perdagangan, hal inilah yang 
mendorong versi pertama dari Incoterms diterbitkan pada tahun 
1936. Pada saat itu istilah perdagangan hanya berfokus terkait 
dengan pengangkutan melalui laut saja, istilah yang telah 
diterapkan mulai dari FAS, FOB, C & F (kemudian belakangan 
diubah namanya menjadi CFR), CIF, Ex Ship, Ex Quay (yang 
selanjutnya dikenal dengan DES dan DEQ).  
Revisi selanjutnya ditangguhkan sampai selesai perang 
dunia ke dua. Kemudian pada tahun 1953  istilah perdagangan 
yang non-maritim ditambahkan yakni FOR-FOT (Free On Rail-Free 
On Truck), dan DCP (Delivered Costs Paid).  
Kemudian pada tahun 1967 istilah perdagangan ini 
ditambahkan lagi dengan dua istilah yakni DAF (Delivery at 
Frontier) dan DDP (Delivery In the Country of Destination). 
Selanjutnya pada Incoterms versi tahun 1976 ada satu istilah baru 
yang sebagian kalangan menganggapnya unik yakni “FOB Airport”, 
pada versi inilah pertama kali istilah yang dimasukkan 
mengakomodir pengangkutan melalui udara.  
Kemudian Incoterms 1980 merupakan versi pertama yang 
memperkenalkan istilan “free carriage” dengan akronim FCR (Free 
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carrier – named point). Namun di revisi selanjutnya 1990 istilah 
FCR diganti dengan FCA (Free Carrier).  
Revisi selanjutnya terjadi pada tahun 2000 dengan beberapa 
ketentuan yang diganti dan beberapa penambahan tentunya. 
Dengan keseluruhan berjumlah 13 ketentuan yakni: EXW (Ex 
Works), FCA (Free Carrier), FAS (Free Alongside ship) ,FOB (Free 
On Board), CFR (Cost And Freight), CIF (Cost, Insurance And 
Freight), CPT (Carriage Paid To), CIP (Carriage And Insurance 
Paid To), DAF (Delivered At Frontier), DES (Delivered Ex-Ship), 
DEQ (Delivered Ex-Quay), DDU (Delivered Duty Unpaid), dan DDP 
(Delivered Duty Paid).  
Kemudian revisi terakhir menghasilkan Incoterms 2010. Di 
dalam revisi terakhir ini terdapat pengurangan ketentuan yang ada 
dan menyisakan 11 ketentuan yang telah penulis bahas di bagian 
bab sebelumnya.  
Melihat perkembangan UCP dan Incoterms mulai dari awal 
terbentuknya sampai sekarang ini, tercermin bahwasanya 
ketentuan-ketentuan yang ada merupakan refleksi dari 
perkembangan pola interaksi ekonomi di masyarakat, bisa 
dikatakan, bahwa hal inilah yang merupakan lex mercatoria yang 
sesungguhnya, hidup dan tumbuh dalam masyarakat berkat 
interaksi perdagangan yang semakin dinamis, kemudian di 
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seragamkan dalam satu set kerangka acuan. Jika dibandingkan 
dengan konvensi-konvensi yang dibuat oleh organisasi-organisasi 
internasional lainnya yang secara nyata merupakan perhimpunan 
dari negara-negara, maka kesepakatan-kesepakatan yang 
dihasilkan oleh ICC tidak kalah populernya di dunia perdagangan.  
Baik UCP maupun Incoterms dapat menjadi acuan dalam 
proses ekspor dan impor, namun perlu untuk dimengerti 
bahwasanya  kedua ketentuan ini hanya mengatur hal yang 
spesifik. UCP mengatur hanya terkait dengan proses pembayaran 
beserta dokumen pembayaran, dan Incoterms hanya memberikan 
ketentuan terkait dengan syarat pengiriman. Bagaimanapun, 
ketentuan-ketentuan ini tidak bisa digunakan sendiri-sendiri tanpa 
menggabungkannya dengan ketentuan lainnya, sebab banyak 
aspek yang perlu diatur dalam perdagangan internasional 
khususnya ekspor dan impor. Seperti salah satu yang utama yakni 
kontrak perdagangan. Sehingga dalam praktiknya penggunaan 
UCP dan Incoterms ini biasanya dipadukan dengan aturan lain, 
misalnya dalam sebuah kontrak perdagangan internasional para 
pihak sepakat untuk menggunakan aturan hukum CISG 1980 
(untuk mengatur kontrak), Incoterms 2010 (untuk mengatur 
pengiriman barang), UCP 600 (untuk mengatur pembayaran), dan 
UNCITRAL Arbitration Rules (yang akan mengatur tentang 
penyelesaian masalah sengketa perdagangan). 
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Ketika sulit untuk menentukan apakan para pelaku bisni di 
masing-masing negara terikat secara hukum dengan aturan-aturan 
yang terkandung di dalam UCP dan Incoterms, namun di sisi lain 
ketentuan konvensi internasional yang telah diakui sebagai hukum 
internasional dan mengikat negara anggotanya, telah mengakui 
keberadaan dan ketentuan yang ada baik itu di dalam UCP 
maupun Incoterms. Seperti uraian contoh kasus di awal sub-bab ini 
bahwa Incoterms berlaku terhadap para pihak melalui Pasal 9 (2) 
CISG 1980 yang dengan tegas dikatakan bahwa:  
“The parties are considered, unless otherwise agreed, to 
have impliedly made applicable to their contract or its 
formation a usage of which the parties knew or ought to have 
known and which in international trade is widely known to, 
and regularly observed by, parties to contracts of the type 
involved in the particular trade concerned”. 
Pada akhirnya, UCP dan Incoterms telah tumbuh dan 
berkembang pesat seiring dengan perkembangan masyarakat 
dunia khususnya di bidang ekonomi. Aturan tersebut diakui, 
diterima, dituruti dan dilaksanakan oleh para pihak, tidak 
dibutuhkan paksaan oleh negara atau lembaga tertentu dalam 
penerapannya, hanya disediakan dan atas dasar kehendak 
masing-masing pihak dalam bisnis internasional kemudian aturan 
ini diterapkan. Semua pihak bebas masuk dan menerapkannya, 
begitu pula bebas terlepas dan tidak terikat, namun semua pihak 
tetap mematuhinya. bisa saja ini merupakan bentuk dari lex 
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mercatoria yang sesungguhnya, hidup dan berkembang menjadi 
sebuah aturan yang penerapannya tanpa paksaan, sehingga 
memang benar, bahwa lex mercatoria memiliki kisah dan 
sejarahnya sendiri. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Dalam proses ekspor dan impor, secara umum dapat 
dikelompokkan menjadi tujuh bagian yakni: 
1.1. Penawaran dan penerimaan (offer and acceptance), yang 
secara khusus diatur di dalam CISG 1980 Part II. 
1.2. Kontrak perdagangan (sales contract). Tidak ada ketentuan 
secara khusus di dalam UNCITRAL maupun ICC yang 
mengatur format dari kontrak perdagangan, hanya saja 
terdapat ketentuan-ketentuan terkait dengan klausul tertentu 
yang dicantumkan dalam kontrak perdagangan. 
1.3. Pengiriman Produk (delivery of product). Pengaturan terkait 
dengan risiko dan biaya dalam proses pengiriman produk 
diatur secara khusus di dalam Incoterms yang di keluarkan 
oleh ICC dengan versi terkahirnya yakni Incoterms 2010. 
1.4. Pengapalan (Shipping). Pengaturan mengenai pengapalan ini 
diatur di dalam Hamburg Rules 1978 yang mulai berlaku sejak 
tahun 1992, kemudian disempurnakan dengan Rotterdam 
Rules 2008. Kedua aturan ini dihasilkan oleh UNCITRAL, 
hanya saja Rotterdam Rules belum dapat diberlakukan hingga 
saat ini sebab belum mencukupi jumlah minimum ratifikasi 
yang dipersyaratkan untuk berlakunya konvensi ini. 
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1.5. Asuransi (insurance). CISG menyinggung terkait dengan 
asuransi dalam Pasal 32 (3), UCP 600 membahas asuransi 
melalui Pasal 28, kemudian Incoterms 2010 menentukan di 
dalam ketentuan CIP dan CIF bahwa penjual menanggung 
asuransi. CISG 1980, UCP 600 dan Incoterms 2010 bukanlah 
aturan yang secara khusus mengatur tentang asuransi, 
namun pengaturan asuransi untuk barang ekspor dan impor 
diatur secara khusus dalam MIA (Marine Insurance Act 1906), 
ICC (Institute Cargo Clause 1982, A, B, and C), Institute Time 
Clauses - Hulls 1995, dan  The York - Antwerp Rules 1994. 
1.6. Pembayaran (Payment). Ketentuan terkait dengan 
pembayaran khususnya yang menggunakan L/C (later of 
creadit) diatur di dalam UCP yang dikeluarkan oleh ICC 
dengan versi terakhirnya yakni UCP 600. 
1.7. Penyelesaian sengketa (dipute settlement). Penyelesaian 
sengketa melalui arbitrase secara khusus diatur dalam 
UNCITRAL Arbitration Rules 1976 yang telah diperbaharui 
dengan UNCITRAL Arbitration Rules 2010, dan ICC 
Arbitration Rules 1998 yang telah diperbaharui dengan ICC 
Arbitration Rules 2012. 
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2. Kepastian hukum terhadap UNCITRAL Rules dan ICC Rules 
Keberadaan UNCITRAL sebagai organisasi internasional 
tidak diragukan lagi, sebab posisinya yang berada di bawah 
naungan PBB. Pendirian oragnisasi ini juga dilakukan berdasarkan 
Resolusi Majelis Umum PBB nomor 2205 (XXI). Dengan statusnya 
sebagai organisasi internasional, maka aturan-aturan yang 
dihasilkan merupakan hukum internasional dan mengikat bagi 
anggotanya yang tunduk pada aturan tersebut. 
Meskipun aturan-aturan yang dikeluarkan oleh ICC tidaklah 
dapat dikatakan sebagai hukum internasional, namun aturan-aturan 
tersebut khususnya terkait dengan UCP dan Incoterms merupakan 
kebiasaan dalam praktik para pelaku perdagangan. Kemudian 
sebagaimana diketahui bersama bahwa salah satu sumber hukum 
internasional adalah kebiasaan internasional, dan ketentuan-
ketentuan yang terdapat, baik itu di dalam UCP maupun Incoterms 
telah diakui berlakunya oleh aturan hukum internasional lainnya 
seperti CISG 1980 melalui ketentuan Pasal 9 ayat (2). Aturan 
tersebut diakui, diterima, dituruti dan dilaksanakan oleh para pihak, 
tidak dibutuhkan paksaan oleh negara atau lembaga tertentu dalam 
penerapannya, hanya disediakan dan atas dasar kehendak 
masing-masing pihak dalam bisnis internasional kemudian aturan 
ini diterapkan.  
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B. Saran 
Aturan hukum internasional yang mengatur kegiatan ekspor 
dan impor, kususnya yang terdapat di dalam UNCITRAL dan ICC, 
perlu untuk dipahami oleh para pihak yang akan menggunakannya. 
Karena atura-aturan ini cukup kompleks dan saling terkait antara 
aturan yang satu dengan yang lainnya. 
Selain itu, dalam menerapkan aturan-aturan ini, baik itu 
UNCITRAL Rules maupun ICC Rules, harus diberi penegasan-
penegasa atau diurai secara lebih rinci terkait dengan ketentuan-
ketentuan yang akan mengikat para pihak khususnya dalam membuat 
kontrak perdagangan. Karena masih terdapat celah di dalam aturan-
aturan ini untuk terjadinya interpretasi yang berbeda atar para pihak 
yang terkait dalam penerapan aturan ini. 
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